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Indonesia yang secara sadar mengikarkan dirinya sebagai negara hukum 
sebagai wadah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seiring detlgan dinamika 
negara hukun yang ta~npil sebagai feno~neila yang kompleks, inaka peinahaman 
terhadap aspek-aspek negara hukun yang dijadikan rujukan paling aktual 
menjadi faktor penting dala~n implementasi negara hukuun itu sendiri dalarn 
prakteknya, wajar jika kemudian banya kalangan yang ~nempertanyakan praktek 
negara hukum dalam siste~n ketatanegaraannya, serta hambatan-hambatan yang 
dihadapi dalam implementasi negara hukurn dalam ketatanegaraannya. 

Dari hasil penelitian dan berdasarkan analisis historis yuridis terhadap 
praktek negara hukum Indonesia dalain sistem ketatanegaraan Indonesia 
ditemukan banyak sekali penyiinpangan-penyimpangan terhadap doktrin negara 
hukum yang dianut , kem udian ineni~nbul kaml mengambarkan rapuhnya negara 
hukum yang dibangun, tentu saja ha1 ini melahirkan berbagai macam 
permasalahan mulai dari turnpang-tindilmya kekuasaan lemnbaga-lembaga negara, 
dominasi lembaga negara tertentu tehadap lembaga negara lainnya, yang 
kernudian melahirkan absolur is~~~e kekuasaan yang cenderung mengarah pada 
mornakr-absolutisme, yang pada akhirnya mendudukan warganegaranya sebagai 
objek yang tidak berdaya berhaiapan dcngan ilparatur negara, ha1 ini kernudian 
diperparah dengan suburnya komisi-komisi negara belakang ini yang tidak 
merniliki alas hukum yang rnernadai dan terkesan super power, merupakan 
fenomena tersendiri dala~n siste~n ketatanegaraan Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas doktrin- negara hukun dapat dijadikan rujukan 
paling aktual dalam menyelesaikan pennasalahan yang dil~adapi ole11 bangsa ini, 
dengan cara melakukan pembenahan terhadap konstitusi negara yang secara 
normatif banyak sekali mengalami kesemerawrtan, baik pada tata bahasa, 
sistematika, maupun sirbtasinya, dail r~lericabilt semua peraturan perundang- 
undangm yang diskriminl;:if, elispolitatif tennasuk peraturan perundang- 
undangan yang bertentangan dengan cita-cita negara huku~n itu sendiri, juga 
rnelahxkm pembzrrzbzn :c:!:adap st::d~t.,:: !te!e:nbagaan negxa, termasuk 
mempertegas kcwciitulgiin len~haga-le~ntiaga i~egar-a scrta meinhubarkan 
1 . .  ielllbaga-lembaga negara yang sccara hiikiiiii :id& n?emi!iki alas liukum dala~n 
konstitusi. 



BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalain dunia ilmu pengetalluan ketatallegaraall kollsep negara liukum 

rnerupakan objek studi yang selalu aktual untuk dikaji secara mendalam', 

walau pun dalarn prakteknya ~nasih banyak pihak yang mempertanyakan dan 

menyangsikan, apakah negara hukuni sudah dijalankan sebagaimana mestinya, 

mengingat pengertian bersill tentang negara hukum menun~t teori masih perlu 

diperhitungkan dengan realitas yang ada2. 

Negara Hukum (rechl.cr.luu/) tidak asing lagi dalaln illnu pengetahuan 

ketatanegaraan, hanya saja dala~n prakteknya banyak orang masih 

menyangsikan apakah negara hukum it11 sudah dilaksanakan? Hal ini dapat 

dimengerti karena dala~n praklek, pengertian yang bersili menun~t teori, masih 

perlu diperhitungkall dengan faktor-faktot- yang nyata yang liidup dalam 

masyarakat, sehingga lidaklah mcnghcrankan, apabila cita-cita universal 

mengenai negara Iiukiun yang diletakka~l dalam konslilusi seringkali tidak 

selaras dengan prakteknya3, sehingga studi tentang negara hukum secara 

mendalam yang dilakukan secara sistematis-metodelogik akan sangat 

' Dahlan Thaib, Kednulolon Rakyal. Konslilusi llnn Negara Hukum, Yogyakarta, Liberty, 
2000, Hal 21 

lbid. Hal 2 1 
3 S. Anwary, I'enegoko17 Negara H~rkrtrn Ili Reprhlik Indonesia, Internet, www. 

Yahoo. Com/artikeVnegarahukum/02/ 12I2003, H l rn 3 



memberikan arti yang penting, tidak saja pada dunia akademis tetapi juga bagi 

praktek ketat~tne~araan.~ 

Banyak peristiwa yang terjadi dalam sejarall ketatanegaraan Indonesia, 

dimana idiom negara hukum menjadi fokus utama dalam kajian hukum 

ketatanegaraan, mengingat sejarah kenegaraan demikian seringkali 

menempatkan kekuasaan menjadi titik sentral penyelenggaraan kekuasaan, 

sellingga cenderung kekuasaan berjalan 1-idak didasarkan pada hukwn, tentu 

saja ha1 demikian berakibat pada kekuasaan negara yang absofuiisme, yang 

kemudian bennual-a pada sisteln kenegaraan yang otoriter5, dewasa ini bangsa 

Indonesia memasuki fase-fase kntis dalam kehidupan kenegaraan, dimana 

kondisi kenegaraan yang serba tidak menentu dan porak-poranda, ~naraknya 

simptom-simptom ben~pa kebangkitan politik identitas atau primordialisme, 

serta menguatnya daya tarik kebangkiian kelnbali rasa ke-daerah-an yang 

cenderung mengarah pada disintegrasi, disisi lain adanya kecenderungan 

terjadinya tindakan-tindakan anarkis yang kemudian bennuara pada tindakan- 

tindakan main hakrrn sendiri (eghrechting), hal ini kemudian dipexparah 

dengan pergolakan, kegelisahan, kontardiksi ballkan bei~trokan anat sesama 

warga negara yang kesemuanya pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian, 

fenomena sosial selnacaln ini keinudian diperparah dengan meluturnya tingkat 

pertautan hubungan alltara anggota masyarakat (degree c?f'cohesivenes,y) .6 

Moh. MahfUd MD, Perkembangan Polirik Hukum: Telaah Tentang Ko~$gurasi Politik 
Terhadap Produk Hukum Di Indonesia, Desertmi, Yogyakarta,, 1993, Hlm 1 

Ibid Hlm: 9 
A. Rahmal Tolleng, Dinanlikn Polirik Ilnlnm Masa Trnnsis: Kearah Restricted 

Democracy?, Jakarta, Dalarn: hail penyempurnaan pokok-pokok pikiran yang dis~paikan pada 
seminar nasional islti di Hotel Savoy Human, Banduilg 2/10/1939, Terdapat' Dalam Http: 
Www.Yohoo.Com/ArtikeV1 G Oktober 2003, hlm, 1-2 



Pada lnasa kekuasaan orde lama, Iiukiun bukan ~nenjadi tolak ukur bagi 

penyelenggaraan kekuasaan negara tetapi justru sebaliknya hukum dijadikan 

alat untuk menopang kekuasaan pengauasa (Revolusi). Kecenderungan 

demikian tentunya akan berakibat pada dominasi kekuasaan pemerintahan 

yang bertindak di luar koridor dan cita-cita negara hukum it11 sendiri, lebih 

jauh kondisilsituasi semacam ini cenderung adanya upaya pernaksaan 

kehendak oleh Penguasa yang hegemoni. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 salah satu 

contoh kongkrit, di~nana penguasa dengan kekuasaannya telah mengabaikan 

kostitusi dan hukum yang sehan~snya menjadi kontrql terhadap 

penyelenggaraan kekuasaan, Inengingat pada saat dikeluarkannya dekrit 

Presiden 5 Juli 1959, UUDS 1950 masill berlakunya secara efektif sebagai 

Konstitusi negara yang sah, tindakan pengxasa yang demikain menunjukan 

adanya pemaksaan kehendak penguasa terhadap kepentingan-kepentingan 

politik praktis. 

Pembubaran Badan Konstituate secara semena-mena ole11 presiden pada 

saat itu, yang secara yuridis ~nemiliki legiti~nasi Konstitusi menunjukan betapa 

kekuasaan politik lne~nainkan peran sentral dalaln penyelenggaraan negara. 

Tindakan Presiden yang demikian sulit untuk dicarikan dasar hukurnnya, 

mengingat tindakali Preside11 yang membubarkan Radan Konstituate nyata- 

nyata bertentangan dengan pasal 134 UUDS 1950 yang secara tegas 

menyatakan bahwa "Presiden hanya ~ne~niliki kewenangan terbatas dalam ha1 

mengesahkan dan mengumumkan UUD penggan;i UUDS 1950, yang 

dihasilkan olen Badan Konstituate. 



Kondisi selnacatn ini juga tidak jauh berbeda dengan kekuasaan pada masa 

orde baru7, dimana pranata hukurn yang dikerribangkan lebih cenderung 

sebagai alat penopang idologi trilogi pembangunan yang diarahkan untuk 

memfasilitasi perturnbuhan ekonomi dan proses rekayasa sosial, tentu saja ha] 

ini kemu~dian berakibap pada terabaikannya cita-cita negara httkurn, sehingga 

tidak heran jika tampilnya orde baru yang menggantikan kekuasaan orde lama 

yang beranggapan bahwa stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan pendapatan benlluara pada tnonopoli kekuasan pada selnua sendi- 

sendi keludupan berbangsa dan bernegarax, kegagalan rejim orde reformasi 

dalam penyelenggaraan pada dasamya lebih disebabkan oleh masih bercokol 

7 Pada awal pernerintahannya rejirn soeharto rnerniliki kornilrnen untuk rnenciptakan 
negara hukum sebagairnana sang dicita-citakan oleh UUD 1045, hail  seminar Persahi 1966 
mengungkapkan bahwa: .'Perjuang rnenegakan negaru hukurn rnendasari perjuangan orde baru, 
sehingga pejuangan tersebut diniaksudkai untuk rnenegakan asas-asas negara hukurn, dirnana 
kepastian hukum dirasakan oleh segenap warganegaranya, dirnana hak asasi rnanusia baik dalam 
aspek kolebif maupun perseorang'm dijarnin serta dirnana penyalahgunaim secara insiiiusional 
dapat dihindarkan" Pandangan dernikian rnerupdan kornitrnen untuk rnenegakan negara hukurn 
yang selama kekuasaan orde lama cenderung diselewengkan, ada pendapat kuat yang mengatakan 
bahwa prak?ek negara hukum rnerniliki dampak yang positif dalam upaya penegakan sistem h.ukum 
yang iebih manusiawi, atau dengan kata lain praktek negara hukurn dapat di lihat sebagai proses 
yang ampuh untuk menanggulangi persoalan yang dihadapi bangsa ini, singkatnya pendapat ini 
dilandasi oleh pemikiran bahwa kondisi negara yang terpuruk sedernikian rupa lebih disebabkan 
oleh dipinggikannya pranatn hukurn yang rncnindi landasan fundamental dalam praktek negara 
hukurn':dala~n lslnail Swiy, rl~lckcori.sttrc Ucnrokrcr.ti I ' ~ I ~ I L P I . ~ I ~ L I ,  Ji~kiut;~, AL~iuil BUU, 1084, lid 33 

Tindakan represif Orde Baru telah rnengharamkan otoNomi lernbaga-lernbaga seperti 
partai politik, organisasi rnassa, lernbaga-lernbaga legislatif dan lain-lain. yang berfungsi sebagai 
mediating structure antara negara dan individu. Akibatnya rnasyarakat tercabik-cabik dan 
mangalami a~omisasi yang luar biasa. Orang-orang sangat sukar saling mernpercayai dan dalam 
keadaan seperti itu sualu kerjr~ yams diln ~olidnrirn~ ditul~ari~ \viIrgn rnusyiuukn~ - khususnya dalam 
hal solidaritas itu alas dasar kesetiaan yang lebih dan modern - sangat rapuh karenanya Darnpak 
almosfir demikian rnencerrninkan ada proses pernbentukai selnaigat eporia yang tak terkendali, 
yang ditandai dengan banyhya  partai yang terbentuk sebelum pernilu. Selain itu perlu pula dicatat 
sebagai fak-or yang kemudian memperluas ketidakpastian dalam masa transisi tersebut, y a h i  
adanya dimensi politik aliran dalani polarisasi rnasyarakat Indonesia, dimana fak-or tersebut 
bertalian erat dengan gejal a atornismi rnasyarakat, Din~ana kesukaran rnenciptakan solidaritas 
modem atas dasar kaetiaan-kesetiaan luas rnernbuat an~ota-aggota masyardat cenderung 
"melarikan diri" ke dalam primordialisme, Singknt kata, isu-isu sentral yang rnenyangkut dwifungsi 
ABRI, Soeharto, Korupsi, Kolusi, dan Nepolisn~e serla pelangaran HA-hak Asasi Manusia tidak 
dijaman oleh hukum. Problematik dalam tata pernerintahan selalu muncul pada setiap negara, tidak 
terkecuali bagi negara hukum sang sudah mapan. Lihat A. Rahmat Tolleng, Dinamika 
Polirik ... .op.cit. hlm 2-3 



kekuatan Orde Ban1 pada lembaga-lembaga tertinggi dan lembaga tinggi 

negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif dan angkatan perang9, sehjngga 

tidak mengherankan jika pasca kekuasaan rejim orde baru, pemerintahan yang 

berkuasa (Habibie, Abdurralunan Wahid dan Megawati) mengalami kesulitan 

dalam mengembalikan citra pemerintahan yang deinokratis. 

Upaya mercfonnasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan produk-produk 

hukurn dan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang politik dan 

ekonomi yang selana ini lnembelenggu dan ~nenyengsarakan rakyatJO, tidak 

disertai dengan peningkatan dan penataall sistem pemerintahan yang 

berorentasi pada pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga 

tidak mengherankan sejak runtunya rejiin orde baru, tingkat kejahatan terhadap 

negara dan masyarakan justru semakin berkembang pesat." 

Penegakan lzukuln yang adil dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh negeri ini menjadi salah satu indiktor penting bagi praktek negara 

hukurn sebagailnana yang dikehendaki oleh UUD 1945, tidak adanya 

perhdungan terhadap Hak-hak Asasi ~ a n u s i a ' ~ ,  mahalnya Pendidiki, belum 

adanya law enforcement yang berpihak pada rasa keadilan serta belum 

M D Kartaprawira, Quo Vodis Hqji)rmasi Hukum I>i Indonesia, terdapai dalam, hnp: 
www. Yahoo.Com/negara hukuml2003, Hal 1 

10 S .  Anway, Penegakan Negora Hukum ... ... Loc.cit hlrn 3 
" Yash P. Ghai, Notes Towerd.~ A Theory Of l,aw A d  I d i o l o ~  l'ilnzanian I~erspecttves, 

African Law Syudies, 1976. Hal 74 
l2 Sebagai contoh pelanggaran terhadap hak-hak adalah pernbunuhan hak-hali masyarakat 

adat yang dilakukan secara sisternatis dan terencana, rnelalui UU No. 5 tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa, DOM di Aceh, penangkapan dan penahanan yang dilaliukan oleh Aparat 
Leamanan tanpa melalui proses hukum yang berlaku, serta kasus Tanjung Priok, kasus haur koneng 
serta banyak lagi pelanggaraan-pelanggaran hak-hak asasi rnanusia yang dilakukan oleh negara 
terhadap warga negaranya, belum lagi kasus penyerobotan tanah rakyat untuk perusaham 
perusahan besar, yang kemudian diikuti dengan penggusuran dengan dalil kepentingan umum, yang 
seharusnya dilindungi oleh negara, yang lebih para lagi adalah bahwa para pelaku pelan- 
temadap hak-hak asasi manusia tersebut rnasih bebas berkeliaran tanpa dapat di sentuh oleh hukum 



indepedennya kekuasaan kehakirnan dan banyaknya kebijakm-kebijakm 

penguasa yang mengarah pada perluasan kekuasaan pemerintahan negara 

dengan banyak peinbentukan berbagai inacain koinisi-komisi yang sulit untuk 

dicarikan dasar hukuin dalaln sistem ketatanegaraan Indonesia, menjadi 

gamabaran nyata bahwasannya pemerintah di era sekarang ini tidak memiliki 

kepekahan terhadap apsrirasi arus bahwa, kondisi semacam ini membuktikan 

bahwa Kekuasaan negara cederung mcllgarah pada sistern negara kekuasaan 

yang monarcie-absolu~wrne'~, sehingga tidak inenherankan jika maraknya 

penyimpmgan hukum dan praktek-praktek kolusi, kompsi dan nepotisme, 

pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara serta perlakuan hukum yang 

diskriminatif scrla lnaraknya tindakan kekcrasan, mcrupakan ckscs langsung 

dari kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-~mdangan itu sendiri dan 

tidak adanya good wrll dari penguasa untuk lnelakukan re-orientasi tehadap 

praktek negara hukum di negeri ini. 

Pertnasalahan besar yaug seringkali ~nuncul dalaln praktek ketatanegaraan 

Indonesia adalah keberlangsungan bias-bias pemahaman dan spirit dari 

gagasan negara hukum it11 sendiri, dimatla terdapat kecendenlngan pragmatis 

yang terfokus pada sekedar mengimplementasikan rumusan, kriteria, indikator 

dan intrusmentasi negara h~tkuin secara literluk."' Beberapa tahun terakhir ini 

banyak pihak yang mempertallyakan ke~nbali praktek negara hukum yang 

dianut dalam sisteln ketatanegaraan Indonesia, ha1 mana kondisi semacam ini 

kemudian di dukung oleh keyakinan bahwa praktek negara hukum dalam arti 

13 M D Kartapraivira, Quo Vadis Rejormasi Hukum ... ... ... ... Op. Cif. Him. 1-2 
l4 AH. Garuda Nusantara, Polirik ... ... .Op.Cit. Hal 45 



sesungguhnya akan mampu ineperbaiki sisteln ketatanegaraan yang carut- 

marut, yang deinikian diharapkan mampu lneningkatkan kemampuan seluruh 

pranata hukuin dalain inenciptakan kondisi yang memungkinkan bagi 

masyarakat untuk berperan aktif, tantangan keinudian yang dihadapi dalam 

proses pembenahan terhadap negara l~ukum adalah adanya kesenjangan antara 

harapan yang tergambar secara konseptual dangan kenyataan yang tejadi 

dilapangan .I5 

Gagasan negara 11ukum pada dasarnya ~nen~pakan penolakan terhadap 

sistem kenegaraan yang timpang, sehingga gagasan negara hukum yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan lebih didasarkan pada 

presepsi dari pendiri negara republik Indonesia terhadap kenyataan sejarah 

pahit yang pen~ah dialalni masyarakat lndonesial", sehingga konsep negara 

hukum yang didisminasikan secara luas, dalam berbagai rurnusan, kriteria, 

indikator dan instn~men negara inenjadi sumbcr illlam bagi berbagai gerakan 

pembaharuan terhadap siste~n ketatanegaraan Indonesia, yang di~nanifestasikan 

ke dalam: perlama, pelnberdayaan dan penguatan berbagai institusi hukum, 

hdua peinberdayarui d m  pengiiatail ~nasyarakar sipil agar dapat menjadi 

kekuatan pengontrol bagi kekuasaan negara.I7 

Lord Acton memberikan warning bal~wa power lends to corrupt, absolurely 

power (ends lo cornlpl ahsolu~ely. Kiranya ha1 ini menemukan kebenarannya 

bahwa tanpa kontrol yang kuat dari masyarakat maka kekuasaan akan menguat 

'' Ibid Hal. 1 I 
l6 AH. Garuda Nusantara, Poliiik Hukum, YLBHI, Jakarta, 1988, Hlm. 12 
l7 Man Gaffar, Pollirk Indonesia Trasisi Menuiu Demokmsi, Pustaka Pelajar, Yogyahrta, 

2000. Hal 6 



dan cenderung mem~mculkan penyimpangan-penyimpangan. Penyelenggaraan 

negara hukurn dalam arti yang sesungguhnya akan berdampak positif b a g  

upaya penegakail sisteln hukiun yang lebih lnanusiawi dengan kata lain 

penyelenggaraan negara hukurn dalan arti sebenarnya merupakan proses yang 

ampuh dalarn menanggulangi persoalan yang dihadapi bangsa ini. Singkatnya 

pendapat ini dilandasi oleh pemikiran bahwa kondisi negara yang terpuruk 

sedemikian rupa lebih disebabkan ole11 dipii~ggirkannya pranata hukum yang 

menjadi landasan fbndamental dalam praktek negara hukumg9. Negara hukum 

yang demikian hanya dapat diwujudkan, jika terdapatnya suatu sistem 

pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan hukum, dalam artian adanya 

sistem hukuin yang inei~jadi pengendali dalain seinua sendi kelidupan 

berbangsa dan bernegara, usaha penvi~judm negara 11uku1n deinikian harus di 

dukung dengan adanya lembaga peradila~~ yang ~nandiri, dalain arti adanya 

lembaga peradilan yang netralltidak memihak pada perseteruan kepentingan 

dan melindungi serta mei~jiu~jiulg hak-hak asasi ~naniisia."" 

Dengan demikian maka gagasan negara hukilm di Indonesia yang 

didasarkan pada kenyataan pahit rakyat Indonesia pada inasa silam, akan 

berarti penting jika adanya reorentasi terhadap negara hukum yang dicita- 

~ i t a k a n ' ~ ,  yang pada kenyataan~iyn negara Iiiikwn belim~ dipraktekkan secara 

sungguh-sungguh, di~nana sering kali n~uticul pertaiyaan-pertaiyaan yang 

mendasar dan harus segera mendapat jawaban agar terhindar dari kegarnangan 

89 Jumal Analisis Sosial, Damo!va/i.sasi Ihn Kcmiskinan Atau Kcscmpa/un-Kc,scmparan, 
Akafiga, Bandung Vol. 7.  No. 2 Juli 20(!2, Hlm. 25. 

90 Komps, 14 Jdi 2002, Hlm 4 
l9 Ibid, Hd 14. 



yang akan tenls inengllantui seinua eleinen bangsa, sehingga tidak beleblllan 

jika penulis mengambil judul "DINAMIKA NEGARA HUKUM" (Telaah 

Terhadap Praktek Negara Hukuin Dalam Sistein Ketatanegaraan Indonesia 

Setelah Perubahan UUD 1945). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah benar Indonesia negara huikum jika ditinjau dari teori dan praktek 

ketatanegaraannya? 

2. Hainbatan-Hambatan yang dihadapi dalain praktek negara llu~kum dalam 

sistem ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945 ? 

C. Tujuan Penelitian. 

Atas dasar rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut 

adalah : 

1. Untuk inengetahui dail ineilganalisis Teori dan Praktek Negara 

Hukuun Indonesia Dala~n Sistem Ketatanegaraan setelah perubahan 

UUD 1945. 

2. Untuk inengetallui dan menganalisis hambatan-hambatan yang 

dihadapi dalam praktek negara hukum dalam sistem ketatanegaraan 

setelah perubahan UUD 1945 

Selaras dengan tujuan yang dimaksud diharapkan penulisan tesis ini 

dapat meinberikan kontribusi untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih 

lanjut atas praktek negara hukum dalam sistem ketatanegaraan setelah 

perubahan UUD 1945. 



D. KegunaanIManfaat Penelitian. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran kedepan 

dalatn rangka ~neletakan praktek negara l~ukwn dalain sistem 

ketatanegaraan Indonesia 

2. Penelitian tersebut dapat lnenjadi bahan bacaan dan kajian para mahasiswa 

Indonesia dengan sudut pandang yang berbeda dalam rangka mengungkap 

praktek negara liuku.~n dala~n siste~n ketatanegaraan Indonesia. 

E. Kerangka Teori 

E.1. Teori Kedaulatan Rakyat. 

Dalam banyak pandangan teori kedaulatan2" rakyat, seringkali 

dijadikan alat ilntilk mengukur seberapa besanlya negara rnengakomodir 

kepentingan masyarakat. Menurut Dahlan Thaib, kedaulatan atau 

sovereignity adalah ciri atau atiribut hukiun dari negara. 2 1 

Teori kedaulatati r-akyat per-tam kali dikcrnukakan oleh .lean Bodin 

menunltnya "Kedaulatan adalali kekuasaan tertinggi terhadap warganegara 

dan rakyat tanpa satu pembatasan iindang-~mdang".~?edangkan menurut J. 

J. Rosseau sebagai~nana yang kiltif ole11 Ah11 Daud Bi~sro lnenyatakan 

20 Kedaulatan menurut Jellinek adaiah suaiu kekuasaan yang tidak mengenal kekuasaan 
lain diatasnya, ia sekaligus kekuasaan yang tidak bergantung pada kekuasaan lain dan kerenanya 
kekuasaan tertinggi, sementara Jean bordirl mendifinisikm kedaulatan sebagai kekuasaan yang 
dalarn ketidakterbatasnya menguasai semua raLyat, ia sendiri tidak dapat di ikat oleh suatu undang- 
undang. Lihat Sumali, Reduksi Kekuosoon 1;ksekurif' 111 H~dong I'erofuron Pengonri Undnng- 
Undang (PERPU), Malang, UMM Press, 2002, 17 

2' Dahlan Thaib, Kedaulutun ... ... ... .. Op. Cit, Hlrn 6 
22 Moh Koesnadi Dan Bintan. R Sara*, Il ini~ Negoro, Jakarta, Gaya Media Pratama, 

Edisi Revisi 2000, Hlm 124 



"Kedaulatan rakyat sama dengan keputusan terbanyak2', kedaulatan rakyat 

atau demokrasi modem adalali kedaulatan rakyat atau demokrasi yang 

menggunakan siste~n perwakilan, diinana rakyat dapat memilih seseorang 

diantara ~nereka imtuk nlenjadi wakilnya", inenurut Robert Dahl 

sebagaimana yang dikutif oleh Dahlan Thaib, "Pemerintahan rakyat dalam 

skala besar (negara), hanya bisa dibentuk dengan sistem penvakrlan sebagai 

bentuk pemerintahan demokratis yang bcrkedaulatan rakyatm2" 

Ajaran kedaulatan rakyat adalah aJaran yang membenkan 

kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau sering juga disebut dengan 

pemerintahan dari rakyat, ole11 rakyat dan untuk ~ a k y a t . ~ ~  Menurut J.J. 

Rousseau kehendak rakyat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi: 

pertaina, kehendak rakyat seliuuhnya (Volet~re de 7bzr.s), kehendak 

demikian halya sekali dilakukan pada saat pcmbentilkan negara melalui 

perjanjian masyarakat; kedua, kchcndak scbagian rakyat (Volo~re ~enera le )  

kehendak demikian dinyatakan setelah negara berdi~i.~" 

Asas kedaulatan rakyat atau pahan demokrasi setidaknya 

mengandung dua arti pcnting: pcrtama, dcinokrasi dala~n kaitanya dengan 

sisteln pemerintahaii, dalain artian peran serta atau ~nekanis~ne 

keikutsertaan masyaraknt d~ietn penyele~tygartin pe~nerinttihan; kedua, 

demokrasi sebagai asas yang dipengarui oleh kultur dan histories suatu 

23 Abu Baud Busro, !lmu ... ..C)p.Cit, H!m !22 
24 Dahlan Thaib, Kedaularan Rakyar ... ... Op.Cit, Hlm 9 
ZS Ibid. Hlm 10 
26 Moh. Koesnadi Dan Bintm. R. Saragih, Ilmu ... ..Op.Cit. Hlm 124 



Menurut Bingham Powell Jr. sebagailnana yang dikutif oleh 

Dahlan Thaib menyatakan bahwa kehidupan politik demokrasi suatu negara 

1. L i g i t i ~ i  peirleii~itah&i d i d % a r h  pada Maim bhwa  pemenntslll mewakili 
rakytli 

2. Adanya pemilihan umum sebagai alat pengatur bargaining dalam memperoleh 
ligitimasi. 

3. Sebagian besar orang dewasa memiliki hak dipilih dan memilih serta berhak 
untuk menduduki jabatan penting 

4. Penduduk melakukan pemilihan secara rslhasia dan tanpa paksaan 
5 .  Masyarakal dan pemimpin memiliki hak dasu yang samaZ8 

Rulnusan demikian sebenaruya merupakan peinahaman dari 

prinsip-prinsip ajarari kedaulan rakyat yang terus berkembang yang dikenal 

dengan [he governnlent o f  the people, by the people and jbr the people.29 

Berkaitan dengan sistem perwakilan yang berkembang pada saat ini dalam 

kontek ajaran kedaulatan rakyat, John Struart Mill sebagai~nana yang 

dikutif Robert Dahl menyatakan bahwa: 

1. ... adalslh hak dan kcpenlingan seliap dan masing-masing orang dijamin untuk 
tidak dikesemapingkan pada saat orang itu sendiri sanggup. 

2. Sesorang dapat ~nelindungi kepentingannya dari tindak sewenang-wenang 
apabila dia dapal berpartisipasi secara aktil' dalam medentukiin sikap dan 
kebijakan pemerintah. 

3. Adanya pengakuan oleh negara alau pemerintah terhadap h&-hak dasar mereka 
serta keikuserta mereka dalam penyelenggaran negara yang berdaulat. 

4. Untuk mengalur dan tidak semua orang dapat ikut secara langsu dalam 
pemerintahan maka sistem penvakilan- merupakan sistem yang ideal dalam 
pelaksanm keadaulatan rakyat tersebut.'" 

E.2 Teori Negara Hukum 

Hingar biligarnya perdebatan mengenai liegara Iii~kum yang di anut 

oleh negara Indonesia menjadi gambaran nyata bahwasannya negara yang 

27 Dalhan Thaib, Keclnulrnn Rnk~nr. .  . .. . . . . . . . . . . , Op.Cit, Hlm 7 
21 Ibid, Hlm 7 
29 Sri Soemantri Martosoewign!-o, "Konsrirusi Serra Arrinyo Unruk Negara", Dalam 

Padmo WahyoNo "Masnlnh Kernlnnegnrnnn Dewnsn Ini ". Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hlrn, 7 
" Ibid, Hlm 7-8 



dibentuk llarus tetap taat pada asas-asas negara hukum secara universal", 

Dalam khasanah pernikiran hukum klasik konsepsi negara hukum 

merupakan penterjemahan dari rech/mfuur yang berkembang di erofa 

kontinental, dirnan salah satu sifat pentinpya adalall sifat pemerintahan 

yang fasif dalam artian pernerintahan sekedar berperan sebagai wasit atau 

pelaksana dari bab.i keinginan rakyat yang direpersentasikan oleh anggota 

per~emen.32 

Penggunan istilah negara hukum seringkali dilatarbelakangi oleh 

pengaruh-pengaruh baik internal maupun ekstenal yang berkernbang pada 

saat itu, tidak terkecuali tiegara liukuni dalatn pandangan Indonesia, 

menurut A.V. Dicey n e g i a  hukum sering kali diikuti ole11 rule of law atau 

pemerintahan oleh huku~n yang rnenlpakan asas fiindarnental dalam 

konstitusi, dengan demi kian permaknaan negara hukum dalam padangan 

yalig dcmikian mclctakan ncgara yang harus patilli darl taat kepada 

keutamaan yang ~nullak dari Iiukuin, dimana harus adanya jaminan bagi 

selnila warga uegara di ucgaraM, dengan demikian menurut beliau 

pernerintahan yang dibawall kedaulatan Iiuki~m (ride of' /ow) hams 

rnengandung imsiu-unsur penting yaitu, Slip/-emacy Of' l ,aw,  Eqzrality 

Before ?'he Luw dan C.'otrsrrruirorr Bused On t t ~ d i v r d u u /  ~ { i ~ h l . ~ "  Abu Daud 

3' Bagir Manan, Kednulnrnn Rnbnr. Hnk Amsi Mnnusio Dan Negnrn H~rkum, Jakarta, 
Gaya Media Press, 1996, Hlm 134 

32 Sumali, Redtlksi Kekuasnnn Eksekutf Di Bidung I'ernturnn Pengnnti Undnng-Undnng 
(PERPU). Malang, U M M  Press, 2002, Hlm i 1 

33 Ibid. Hlrn. 322-323 
34 Dahlan Thaib, Kedoulotnn . . . ., Op.Cit, Hlm 24 



Busro juga menyatakan bahwa apapun yang dilakukan ole11 negara maupun 

rakyatnya hams didasarkan kepada l ~ u k u r n . ~ ~  

Menurut ~ n s t o t e l e s ~ ~  sebagaimana yang dikutif oleh Dahlan Thaib 

menyatakan bahwa: 

'Weyara Hukum dikaitkan dengan kondisi Neyara Polis rnerupakk negara yang 
lierdiri diatai hukurn y h g  nienjaniin keadilan bigi wargariegaranya Keadil* 
rn,ifi,pdm sj,ara[ bagi (,irdapaih ;a keb$ladm hidkip bad i i ; d f g & , i g ~ ~ j i &  

huhum bersurnbsr pada keadilan"" 

Menurut Kant dan Fichte: 
"... bahwa dalam Negara Hukurn dalarn arti senipit, bertugas untuk rnenjaga 

hak-hak rakyal jangan ierganggu atau dilanggar, negara tidak campui larigan 
tentang kernahnuran rakyat. Pengeitiiiii iiegara t i i i k ~ i i  f~niiii niempakan 
perluasan dari pengertian negara h d u m  secara sernpit dengan menarnbah 
ernpat unsur yaitu; perlindungan bagi Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan 
kekufiiaan, setiap tindakan pernerintah harus didisark~i pida perifwriri 
perundang-undangan, ndanya peraturan administrasi yang berdiri sendiri" 38 

Di sisi lain tlegara Ilukum juga metlggilnakatl istilah democ~(iche 

rechtstaat3' padahal makna yang sesungguhnya adalah negara dernokrasi 

yang dibatasi oleh asas-asas hukutn"'. Selaras de~lgan patldmgan di atas 

maka Djokosutono sebagaimana yang dikutif oleh Kansil menyatakan 

bahwa paham negara huk~nl  mettliliki dua anasir yaitu gt-~Mclrechlelt &&I 

35 Abu Daud Busro, Ilmu Hukum, Jakarta: Bumi Aksarq 2001, Hlm 53 
Yang dimaksud negara hukum menurut Aristoteles sebagaimana yang dikutif oleh Moh. 

Kusnadi dan Bintan Saragih, dalam bukunya yang berjudul "Ilmu negoro" edisi revisi, 2000, 
halaman: 131, menyatakan "bahwa negara hukum yang bcrdiri diatas hukum yang menjamin 
keadilan warga negaranya, dirnana keadilan rnenjndi syllral utnrna bnyi tercnpninya kebahagiw 
hidup wciiga negunnya d m  sebtcli dwiu dllri keadilun itu perlu diqjarkun rusu kesusilw kepada 
setiap iiiaiiusia agar ia rne~ijadi warga ngara yaig baik" 

37 Dahlan Thaib, Kedoulnron . . . .. . . . . .., 0p.Cit. Hlrn 22 
38 Lcmbogo Arsip Nosionol, 1995, Hlrn 3 1 
39 Menurut C.S.T. Kansil, pengunaan istilah Demouorische Rechtsstoat sesungguhnya 

penggunaan istilah yang salah mengingat pengunaan istilah tersebut yang terpenting adalah 
Democratische-nya mengingat rechrssto~!rs adalah pernbatasan terhadap excessen dari dernokrasi, 
sehingga menurut beliau dernokrasi rnerupakan sroorvorm yang merupdan bentuk dari sebuah 
negara yang kemudian u n t d  membatasinya dildukan dengan asas-asas negara hukum yang terdiri 
dari grondrechten dan sceiddung van machten C.S.T Kansil, Hukum Taro Pemerintahan Indonesia, 
Jakarta, Ghalia hdonesia, 1985, him 369 

ibid him 3i0 



scheid,ng van rnachlar, mmunlt beliau demokrasi sebagai slaatsnorm harus 

dibatasi ruang gemknya dengan negara hukurn sehingga tidak 

menghlangkan atau ~nelanggar kepentingan individu, sementara makna 

dari scheiding van tnuchter sendiri hanyalah sebagai alat penegas untuk 

melnperkuat perlilldelgan terlladap grondrechfen41. Lain halnya dengan di 

Jennan negara hikum mengandung anasir grodrechten, Scheiding van 

rnachtcn, welrnaliphei~d van he! hasluur daw arlnt~n~s!ra!ievc rcchfpraak." 

Meni~nlt Imnanuel Kant bahwa negara hukum liberal yang dikenal 

dengan istilah nachtwakerstaaf yang merupakan perlawanan terhadap 

kekuasaan yang absolut raja-raja pada saat itu. Dalam pandangan Kant 

bahwa penlerintah hanya bertugas lllelllbuat dan meillpertahankan 11ukum 

dengan maksud menjamin dan melindungi kepentingan golongan yang 

disebut menschen von hesiz! und hildung atau kaum borjuis liberal dan 

sebagai nach!wakersfaa! kerena llegara hanya berfi~ngsi sebagai penjaga 

malam yang merlja~tlin/~tie~~jaga kea~nanan'~, dengall demikian, dalam 

pa~ldallgan beliair tlegara lutkiun fonnal atau dala~n arti sempit 

mengandung, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemisahan 

k e k ~ a s a a n ~ ~ .  

Sernerltartt F.J. Stall1 scbayai~niula yar~g diki~tif oleh Iluhlun Thaib 

mengemukan bahwa negara l~i~kum mengandung empat (4) unsur penting 

bukan dua sebagaimana yang dikemukan oleh Immanuel Kant, yaitu, 

4 '  Ibid. Hlm 369 
42 Ibid, Hlm 369-370 
42 Didi Nazmi Yunas, Komepsi Negara H~rkurn, Padang, Angkasa Raya, 1992, Hlm 20-21 
43 Dahlan Thaib, Kednulatan.. . . . . . . . . .. , Op.Cit, Him 23 



Perlindungan terhadap hak asasi rnanusia, Pemisahan kekuasaan, Setiap 

tindakan pemerintah hams didasarkan pada peraturan undang-undang, dan 

Adanya peradilan administrasi negara yany berdiri sendiri." 

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana yang dikutif oleh Didi Nazmi 

Yunas rneilyatakan bahwa: 

Penyambungan antara kata ne!;ara dan hukurn yaitu istilah huliurn, yang berarti suatu 
negara yang diwvilayahnya: 
a. Semua alat-alat perlengkapan negarq hususnya alat-alal perlengkapan 

pernerintah dalarn tind'kannya baik terhadap warga negara rnaupun dalam d i n g  
berhubungan rnasing-masing lid& boleh sewenang-wenang melainkan hams 
rnemperhatikan peraturan hukum yang berlaku 

b. Semua orang-orang penduduk dalam hubun >an kemasyarakatan harus tunduk 
pada peraturan-peraturan hukurn yang berldu 4k 

Menin~t  International Commission of Jzirist dalam hasil kongresnya 

tahun 1965 mengernukan bahwa negara hukum yang demokratis dibawah 

b. Adan):a proteksi konstitusional 
c. Peradilati y'mg bebas d m  tidak meniihak 
d. Pernilu yang bebas 
e. Kebebasan i~nti~k rneyatrtkan pendapat 
T. Kebebasan untuk berserikat/berorgaiisasi dm beroposisi 
g. Pendidihru~ CewargaiegaraaiJ" 

Dalan sirnposiu~n negara hukuin tahun 1966 di Jakarta 

menyimpulkan bahwa negara hukum hanis memenuhi ~~~isur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Pengaku'm dan perlindung'm lid.-hnl; ~ i l s i  manusia y'mg mengmdung 
persarnaan ddam bidang politik, hukum, sosial, ekoNomi dan budaya 

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengarui oleh 
kekuasaan ntau kekuatnn apnpun juga. 

3. Legalitas dalarn arti hukom dalarn segala bentuli." 

" Ibid, Hlm. 23 
45 Didi Nazmi Yunas, Konsepsi.. . . . . .. Op.Cit, Hlm 18-19 
46 Dhlan Thaib, Kedclulnran.. . . .. . . . . . . .., 0p.Cit. Hlm 24-25 
47 DBhlm 'Ihaib, Kednulntnn.. . .. . .,Op.Cit, Hlm 25 



Dala~n kaitanya dengan negara hukum Sjachran Basah menyatakan 

arti negara hukurn tidak terpisah dari pilamya sendiri yaitu paham 

kedaulatan hukum, faham demikian menunjukan bahwa kekuasaan 

tertinggi terletak pada hukum." Sama halnya dengan Ismail Smy, ymg 

menyirnpulkan bahwa suatu masyarakat barn dapat disebut berada dibawa 

rule of law apabila terdapatnya kondisi-kondisi minimum dari suatu sistem 

hukum di~nana hak asasi ~nanusia dan human dignily dih~rmati .~'  

E.3.Teori Konstitusi 

Konsep negara hukum yang ~nerupakan antitesa dari negara 

kekuasaan, dimana kekuasaan absolut berada ditangan penguasa, menjadi 

pilihan yang paling rasional di jaman modem ini, dimana kekuasaan 

penguasa hams dibatasi oleh konstitiisi atau Undang-iindang Dasar, dimana 

konstitusi menjadi rijukan iitama bagi peilyelenggaraa~l kekuasaan negara. 

Istilah konstitusi5' telah dikenal sejak jalnan Yunani kuno, ha1 ini dapat di 

lihat dari pandangan Aristoteles yang membedakan antara Polirieu dengm 

Nomoi ymg menurut beliau I ' o l~~rea  adalah konstitusi sementara Nomoi 

'' Didi Nazmi Yunas, Kotucl,.vi . . .  . . . .. .Op.Cit. I-Id 27 
4"bid, Hlrn 24 
'' Leslei WOK-Philip scbagainirma !.ulg kutil' ole11 I-l.'lh.J.F. Vui Mnarseveen dm G.F.M. 

Van Der Tang dalam bukunya yatig berjudul "Over Met Ver,scllyt~l.sel (;t.o/zdwet" Tallun 1973 
Sebagaimana Yang Dikuti Oleh Sri Soemantri Martosoewignyo menyatdan bahwa konstitusi atau 
undang-undang dasar diklasilikasikan atas beberapa kelompok, perlama, klasifikasi yang bersifat 
structural dan kuantitatif (Slructural Atd Quantitative C1arslfrcation.r) Seperti A) Written- 
Unwritten, Codified-Uncodified And Relaled C'lassifica~ions. B) Rigid-F'leksibel, Conditional- 
Unconditional And Relaled C l n s . r ( ~ ~ i o n s .  3) fidcral- (Jni try C'1a.s~ ~Jica(ions. 4) Presidential- 
Executive And ~arlernentary-lixec~~~ive ('1ns.s~jication.s. 5) 5)fo~1arc/1ie-/~e~trhlic(1n (~1a.s.sifications. 
II. Klasifikasi yang bersifa~ kualitatir, seperti, A) Normnlivc-Nomiml, Stable-I;rc~gile And Related 
Classifications, B) Public-Private, Political-Ac~ivity-E‘crclor And Related Clasifications, yang 
kemudian terbagi atas: I) Programmlie-Comfirm~ory. li) ~om~e~itive-~o&olidato~,~ id 
Ideological-Legal. Sri Soernantri Martosoewi&myo, "Konstitusi Serta ... .Op.Cit. Hlm 11 



beliau artikal sebagai undang-undangj2. Menurut Jiinlly ~sshiddiqie, 

pengertian konstitusi dapat dimaknai sebagai, the natural.frame oj'the state 

(dati tradisi Yunani kuNo) dan konstitusi dalam arti jus publicurn regni 

yaitu the public law oj' the realmj3 menurut Brian Thompson konstitusi 

adalah "a constittltion is document which contain tht! rules for the 

ope?-ation oj' organizutio~7"s4, seinentara I vo D. Duchacek meny atakan 

konstitusi adalah idenfrjj fhe sources, perposes, uses and resfraint of the 

public power (inengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggunaan 

dan pembatasan-pembatasan kekuasaan)j5. 

Dengan demikian maka pembatasaan kekuasaan merupakan corak 

umuin inateri konstitusi, yang inerupakan bagian penting dalam doktrin 

negara hukum. Friedrich sebagaimana yang dikufit oleh Jimly Assidiqie 

mendifinisikan konstitusi sebagai "an i17stitusionalised .vy.stem efective, 

nlgtllarised restrairtt.~ rlpon ~over17ntel-tt actiorr" (suatu yang 

terleinbagakan, tnenyangkut petnbatasan yang efektif dan teratur terhadap 

tindakan-tindakan pemerintali), dala~n pengertiail yang demikian persoalan 

yang di anggap terpenting adalah pengaturan mengenai pengawasan atau 

peinbatasan terhadap kekuasaan pemerintah.j6 

52 Abu Daud Busro, Ilmu Hukum, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, Hlm 88 
53 Jimlly Asshiddiqie, Komrirusi Dan Konsliluiomlisme Indonesia, Jakarta, Mahkamah 

Konstitusi It1 Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fdultas  Hukum U1,2004, Hlm. 3 
54 Dahlan Thaib, lmplernrasi Sisrern Kefafanegoroan Menurur UUD 1945, Yogydarta, 

Liberti, 1993, Hlm 16. 
55 Jlrnlly Asshiddiqie, Komrirusi Dan. .  . . . . ..Op.Cil, Hlm 18 
56 Ibid, Hlm 18 



Menun~t Daldan Thaib, Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat 

suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negaraS7. James 

Bryce sebagaimana yang dikutif ole11 C.F. strong dalarn bukunya "Modern 

political Constitution" yang kelnudian dikutif oleh Dahlan Thaib 

menyatakan bahwa konstitusi dapat dinunuskan sebagai suatu kerangka 

negara yang terorganisir dengan dan melalui hikum menetapkan: 

1 .  Pengaturan tnengenai pendirim lembaga-lembaga yang permanen 
2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan 
3.  Hak-hslk yang telah ditetapkan.sx 

C.F. Strong sendiri menyatakan kostitusi sebagai asas-asas yang 

mengatur: 

I .  Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas) 
2. Hak-hak yang diperint'ah 
3. Hubungan antarn yalg diperintah dm yalg rnernerintahs9. 

Sementara Sri Soemantri, dengan mengutif Mr. JG. Steenbeek 

mengemukan rnuatan lnateri pokok konstitusi meliputi: 

1. Jaminan hak-hak asasi rnanusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia 
dan warga negara 

2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar 
3. Pembagian dan pernbatasan tugas ketatanegaraan pang bersifat rnenda~ar.~' 

Menurut A.A.H. Struycken sebagaimana yang dikutif oleh 

Taufiqwrohrnan menyatakan bahwa konstitusi ~nerupakan dokumen formal 

yang berisi; 

1 .  Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau 
2. Tingkat-tingliat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa 

57 Dahlan Thaib, Kednularan.. . . . . . . . . . . . ., Op.Cit, Hlrn 14. 
58 Ibid, Hlrn 16 
59 Ibid. HIm. 17 

Sri Soemantri Martosoewignyo, "Konslirusi ... ... op.cit hlrn, 7 



3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk 
waktu sekarang maupun untuk masa yang alian datang 

4. Suatu keinginan dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak 
di pimpin". 

Sementara itu, K.C. Wheare sebagaimana yang dikutif oleh Surnali 

membedakan kosntitusi dalarn arti luas (wider sense) adalah keseluruhan 

sistem pemerintahan disuatu negara benlpa kurnpulan aturan yang 

menetapkan dan mengatur tentang pemerintahan dan konstitusi dalam arti 

sempit (Narrower sense) yaitu sekumpulan peraturan yang mengatur 

pemerintahan yang disusun dalarn suatu naska atau suatu dokumen 

formalG2. Sedangkan menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi 

negara biasa juga disebut sebagai "Hukum Fundamental" negara yaitu 

dasar dari hukurn nasionalG? Sementara Soedjatrnoko d a l m  sidang 

konstituate sebagaimana yang dikutif ole11 Sumali menyatakan bahwa 

h g s i  sebuah UUD adalah 1 )  lnenetapkan batas-batas kekuasaan negara 

terhadap warga negaranya dan hak-hak warga negara terhada negara, 2) 

untuk menetapkan struktur organisasi negara, 3) untuk menetapkan tujuan- 

tujuan yang harus dicapai oleh negara sebagai lembaga.'" 

E.4.Teori HAM 

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari "droits de 

I'homrne "" yang dalain bahasa prancis bcrati "hak rnanusia" atau bahasa 

Taufiqurrohmm, I'i.osedw l'cruhnhnn Kons/i/usi; l'orubnhnn Undang-Cldang Dasar 
RI Tahun 1945 Dan Perbandingannyo Ijengon Konstitilsi Negclra Lain, Pasca Sajana UI, 
Desertasi, Jakarta, 2003, Hlm 22-23. 

Surnali, Reduksi Kehmsaon ... ... ... ... ... ... ... ... Op.Cit. Hal 19 
63 Ibid, Hlrn 19 
Ibid, Hlrn 20 

65 Pengertian secara lengkap sebagaimana yang ada dalarn declaration driot de I'homrne er 
du citopr (pemyataan hak-hak asasi rnanusia dan warga negara Prancis) yang diproktamirkan pada 
tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan 
kekuasaan lunggal negara tersebut. Di dalam rumusan declaration des droiw /'hornme et du ciroyen, 



lnggris Human Right atau dalam bahasa Belanda "mendselijke rechtend6 

yang pada prinsipnya perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi 

warganegara menjadi tuntutan yang hams dipandang sebagai ha1 yang 

wajar d m  menjadi keharusan semua ncgara yang ada tanpa terkecuali, 

mengingat seringkali tindakan pemerintah negara seringkali mengabaikan 

hak-hak dasar tersebut. Dalam kepustakaan bahasa Inggris banyak sekali 

ditemukan berbagai istllah mengenai hak-hak asasi tersebut misalnya, 

natural right, hzrman right dan jirndamental right atau dalam kepustakaan 

bahasa Belanda seperti gronclrechten, mensenrechien, rechten van den 

mens dan funda~~~entele r e c h ~ e n ~ ~ .  Menurut Louis Henkin sebagaimana 

yang dikutif ole11 Philipus D. Hadjon, dalam ti~lisannya berjudul The Rights 

ofMan Today menyatakan bahwa: 

... .. human right.7 are c1aim.s n,sserted recognize! "as oj'rights'Not climes upon 
love, or grace, or brotherhood charity: one does Not have tu earn or &sever 
them. They are Not merely aspirations or' mornf a.sscrtions but, increasingly, 
legal claims trntler applicnhle Inw (... .. hak-hak aasi  rnanusia adalah luntutan- 
tuntutan yang dipertahankan yang dikenal '-sebagai hak" bukan tuntutan-tuntutan 
atas cinta, atau rahrnal alas persaudara'an, atau cinta kasih: orang tidak hams 
mendapat atau menerirnanya. Tuntutan-tuntutan itu bukan hwya merupakan 
aspirasi alau pertanyaan- p e r t a n y  moral tetapi bahkan merupakan tuntutan- 
tuntutan hukum berdasarkan h d u m  lertentu yang dapai diterapkan.) '' 

Secara LunLun Hak-hak asasi illanusia seriilgkali diinaknai sebagai 

"those rights which are inherent in our natzrre in without which we canNot 

- 

1789 merwnuskan hk-hak asasi rnanusia sebagai berikul: I )  Mahluk dilahirkan rnerdeka dan letap 
merdeka. 2) Manusia ~nernp~ulyili I I ~ I L  yrulg siuna 3) Miua~sii~ rllerdeka berbual sesuatu tanpa 
rnerugikan pihak lain. 4) W a r ~ a  negilra nlernpurlyai hak ynng salnrl dnn mernpunyni keduddan dan 
perkerjaan umum. 5 )  Malusin tiduk bolch diluduh d m  d~tlmgkap sclain lncnurut undang-undang. 
6) Manusia mempunyai kernerdekaan agama dan kepercayw 7) Manusia bebas mengeluarkan 
pikiran 8) Adanya kebebasan suratkabiu 9) Adnnya kemerdeknim bersatu dan berapat 10) Adanya 
kebebasan berserikan dan berkurnp~rl. Ddam Ramdlon N'ming, (intrcl llmrr Negnro, Yogydam, 
Liberty, 1983, Hlrn 97 

66 Ramdlon Nnning, Gntrn Ilmu ... ..ibid. Hlrn 97 
66 Philipus M. Hadjon, f'erlindflngon H1rk21m Bagi lliokqat Di Indonesia: Sebuoh Stdi 

Tenrang Prinsip-Prisipnyn. Pennngnnannyn Oleh Pengndilm Dalam 1,ingkup Peradilan Umum 
Dan Pembentrrkan Peradilan Administrosi Negoro, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987. Hal 38-39, 
kernudian menurut beliau istildtsitilah ddarn kepustakaan bahasa Inggris dan Belanda tersebut di 
kenal dengan hak-hak asasi rnanusia, hak-hak kodrat, hak-hak dasar yang sering disebut dengan 
hak-hak dasar manusia 

67 ibid, Hlrn 39-40 



lrfe as human being"63 sernentara dalaln Internasional Biil of Human 

Rights sebagaimana yang dikutif oleh Muladi berisikan " 1) International 

Covenant On IicoNomic, Social And Cullure I<ights, 2) International 

Covenant On C~vil  And Political Rights, 3) Optional Protocol Covenant On 

Civil And Political ~ i ~ h t s ' ~ .  Artidjo Alkostar dalam makalahnya 

menyatakan bahwa "pada dasamya hak asasi manusia merupakan hak 

kodrati, yang merupakan anugera dari Allah swt, sehingga sejatinya hak 

asasi lnanusia b~kanlah pemberian dari penguasa, rezim pemerintahan, 

undang-undang atauplul pihak-pihak inanapun6"". 

E.5.Teori Pemisahan Kekuasaan 

Berbicara soal pembatasan kekuasaan, maka akan inklut dengan 

teori pe~nbagian kekuasaan (~i;visior? q/'power)70, Aristotele~ sebagaimana 

yang dikutif oleh Ralndlon Naning, yang mengintrodusir "Politie" 

lnenyatakan ballwa diperlukannya pelnbagian kekuasaan (division of 

power) dalam suatu negara yang disebut sebagai kekuasaan legeslatif, 

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif7' selain itu sebenarnya sejak 

jaman yunani kuno teori ini telah dikemukan oleh Ciciro, Marsilio yang 

ole11 Jolm Locke pada tahw~ 1690 M dipertegas dan pada pertengahan abad 

63 Muladi, H ~ h m  Dan Hak Asasi Mrzniisia "Dalam Bagir Manan Kedai7ulatan Hukpt. 
Hak Asusi Manusia Dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jdarta, 199G, Hlrn, 1 33 

Ibid, Hlrn 1 14 
69 Artidjo Alkostar, "Mengembangkan Instirusi HAM Berbasis KampG Bagi Upaya 

Penguatan Peran Dan Fungsi Pushnm Bagi Pemenuhan Dan Pettegakan HAM" Dalam "National 
Workshop": Cupucity Building For PlJSHAM In Indonesia: I'romoting. Prorecring And Enforcing 
Human Ri hrs Ar The Local Level, PUSHAM U11, Yogyaliarta, 26-29 April 2004, Hlrn 1 

"Dahlan Thaib, Implemenrasi Sistem Ketatan~poroon Menurut MJD 1945, Yogyakarta, 
Liberty, 1993, Hlrn 19. 

7' Ramdlon Naning, ~Sarra Ilmu ... ... Op.cit, Hlm 53 



ke XVII kelnudian dikembangkan oleh ~ o n t e s ~ u i e d ~ ,  doktrin delnikian 

muncul sebagai rekasi terhadap kekuasaan raja-raja yang sangat absolut, 

dirnana kekuasaan tersentral ditangan seorang raja7" menurut John Locke 

dalan karyanya "7ioo treaties (?/'government" sebagailnana yang dikutif 

oleh Sumali menyatakan bahwa kekuasaan di bagi atas tiga bagian yaitu 

Legislative power (kekuasaan membuat Undang-Undang), Executive Power 

(Kekuasaan melaksanakan Undang-undang) dan fdkderutive Power 

(kekuasaan untuk melakokan hubullga~i diplo~niltik dengall negara a ~ i n ~ ) ~ ~ ,  

agar berbeda dengan Locke, Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan 

pemerintahan harus dibagi menjadi, 1) kekuasaan legislative (Le pouvoir 

legislatfl, 2 )  kekuasaan eksekutif (le pouvvoir execufifl, 3) kekuasaan 

Yudikatif (le pozrvvoir. yzrdikatif17' 

Pandangan Montesquieu tersebut menurut Mac. iver sebagaimana 

yang dikutif oleh Ramdlon Naning tidak mungkin untuk dapat dilakukan, 

sebagaimana yang beliau mengkonstatir pandangan tersebut dalam bukunya 

yang berjudul " 7he Mode1-17 ,Sfute " dengan n~enyataka~l " 'l'he absokcte 

separation of'power prescribed by n~ontescltlieu is obviously impossible 

(pemisahan secara mutlak kekuasaan-kekuasaan seperti yang dilakukan 

72 Montesquieu dalam bukunya "1,'lGprrr 1)c.s 1,or.s.. ytmg terbil pado tnhun 1748 m, 
m e n y a t h  bahwa "apabila kekuasaan legislative darl kekuasaan ekseku~if dipegang oleh satu 
orang atau satu lembaga iertentu ~nalra tidak d a n  ada kemerdekaan (liberty), karena timbul 
kekhawatiran seorang monach atau lenlbaga yang berkuasa itu ahan rncn~buat peraturan yang kejarn 
dan melaksanakannya dengan keji pula, demikian pula jika kekuasaan ekseiuif dan kekuasaan 
legislative dipegang oleh satu orang atau satu lernbagq maka kemerdekaan perorangan hanya 
tergantung pada pengawasan yang sewenang-wenang (nrbilrarv conlrole), sedangkan jika 
kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang atau saru lembaga, maka 
seseorang hakim akan leluasa menjadi seorang penindas (oppressor). Lihat Ramdlon Naning, Gatra 
flmu ... .O .Cit. Hlm 64 ' Surnali, Reduksi Keh.rann.. . . . . . . . . . , Loc.Cit. Hlrn; 9 

74 Ibid, Hm, 9 
75 Rarndlon Naning, Galra Ilmu ... ... .Op.Cil, Hlm. 65. 



oleh lnontesquieu itu tidak lnungkin untuk di lak~anakan)~~,  selnentara Van 

Vollenhoven sebagaimana yang dikutif oleh Abu Daud Busro menyatakan 

bahwa kekuasaan negara dibagi atas 1) kekuasan membuat peraturan 

(Regding), 2) kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan (Bestuur), 3) 

kekuasaan mengadili (rechtspraak) dm,  4) kekuasaan ketertiban dan 

keamanan (Politie) yang kernudian dikenal dengan ajaran catur pajan. 

H.J. Laski dalarn bukunya "A Grctmman of'Politics" sebagaimana 

yang kutif ole11 Wirjono Projodikoro rnenyatakan bahwa: 

"It is Not, I think, possible as to dejne the area of act of these three authorities, 
that act remains independent and supreme in its allotted teritory" (saya berpikir, 
tidaklah mungliin untuli menetapkan luas bidang masing-masing dan tiga 
kekuasaan ini sedernikian rupa, bahwa masing-masing tetap , merdeka dan 
berdaulat dalarn bidang yang ditetapkan oleh masing-masing kekuasaan itu) lebih 
jauh beliau menyatrakan bahwa "'/he sepr~7tiun (~fjunsitiun need Not imply a 
complete separation o f  personal " (pemisahan tugas-tugas tidak perlu berarti 
pemisahan mutlak dari orang-orang yang memegang kekuasaan)" 

G. Metode Penelitian. 

1. Jenis dan Pendckatan Pcr~clitian 

Penelitian i ~ i i  adalah penelilia11 deskrislil: penentuan jenis penelitian ini 

didasarkan pada penggunaan pendekatan Historis artinya mendekati 

masalah yang hendak di analisis melalui fakta-fakta historis, kedua, 

penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara detil tcntang praktek 

negara liukum dala~n sistern ketatanegaraan Indonesia, dengan de~nikiari 

peneletian deskristif ini dimaksudkan untuk mengalnbarkan praktek negara 

hukum dalam sistern ketatanegaraan Indonesia dengan cara menggali, 

mengungkap, dan mengambarkari masalah tersebut secara terperinci. 

'"bid, Hal 65 
77 Abu Daud Busro, Il~nu . . . . . . . . . . . .  0p.Cit. Hlm. 85 
78 ............ Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Ilmu 0p.Cit.  Hlm 67 



Penelitian ini juga men~pakan penelitihan hukum normative 

sebagaimana yang dirnaksudkan oleh soerj@ Seokanto dan Sri Mamudji 
L/' 

yang cakupannya meliputi asas-asas l~ukum, sinkronisasi vartikal dan 

horizontal hukwn7', perbandingan hukum serta sejarah hukumsO 

Adapun pendekatan yang digi~anakarl dalarn penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Yundis, yakni penelitian terhadap peraturan Perundang- 

b. Pendekatan Histons yakni penelitian terhadap praktek negara 

hukwn dalatn sistein ketatanegaraan lndonesia berdasarkan urutan- 

urutan waktu priodeisasi 

Penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai dasar utamanya ~Ian 

penelitian lapangan merupakan bahan-bahan pelengkap atau pendukung 

a. Bahan Hukum Primer 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Ketetapan MPR 

d. Perati~ran perundangan yang berkaitan dengar1 penelitian ini. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

1. buku-buku mengenai negara hukum 

'' Sinlironisasi vartikal adalah penyelarasaan hulium yang lebih rendah dengan h d w n  
yang leb i  tin@ misalnya UU dengan uud atau sebalihya sedangh  sinkronisasi horizontal 
maksudnya adalah penyelarasan hulium yang setingkat .nisalnya UU dengan UU atau UU dangan 
Perpu 

80 Seojono Soekanto dan Sri Mamudji, I'cr?eii/inn Hukurn Normotif Suatu Tinjauan 
Singk-at, Jakarta, Rajalvali, 1985 



2. buku-buku inengenai siste~n ketatanegaraan 

3. artikel, jumal, makalah dan lain-lain 

c, bahan l~ukum tersier yaitu kamus l~ukum, karnus politik, esiklopedi 

dan kamus laimya yang relevan dengan penelitian 

d. ballan-bahan kepustakaan ~nerlgenai sejarah perkembangan negara 

hukum di Indonesia 

b. Analisis 

Penelitian ini dianalisis secara yuridis Normatif yaitu bahan-bahan 

hukurn yang didapat dari kajian literatur, yang kemudian dikaji dan 

dipaparkan secara deskriptif kualitatif yaitt~ dengan memaparkan 

kondisi dan sistem ketatatnegaraan yang ada dan kemudian hasil 

analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan 

yang bersifat umum menjadi hal-ha1 yang bersifat khusus 



BAB IJ 

KAJIAN TEORlTlS MENGENAI KONSEPSl DASAR NEGARA HUKUM 

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya apakah negara 

Indonesia adalah negara hukum atau negara kekuasaan, ditinjau dari praktek 

ketatanegaraannya. Hal iili penting dicennati mengingat sepanjang sejarah 

perkembangannya ada pendapat kuat yang menyatakan bahwasanya Indonesia 

bukan negara hukurn tetapi negara kekuasaan. Namun demikian ha1 ini tidak dapat 

secara serta merta ditanggapi secara emosional, namun justru hams disikapi secara 

ilmiah, mengingat ha1 ini merupakan ungkapan dari ketidakpuasan dari praktek 

ketatanegaraan yang selama ini diselenggarakan ole11 pemerintahan negara. 

Fenomena semacam ini mengingatkan kita pada apa yang dinyatakan oleh 

banyak ahli tata negara bahwasannya untuk memahami konsepsi dasar negara 

hukum atau bukan, hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang sistematik- 

metodelogik, sehingga untuk memaham i konsepsi negara hukum secara mendalarn 

hams dimulai lnelalui pcnclusuran scjarah pcrkcmbanga~l ncgara Iiitk~un it11 

sendiri, baik sifat-sifat dasar dari negara Ilukum maupun titjuan yang hendak 

dicapainya. 

A. Negara Kekuasaan. 

Sejak lnanusia pertalna kali berpikir tentang pel-lu adanya kekuasaan yang 

mengatur semua tindak-tanduknya warga negaranya, lnaka pada saat yang 

bersarnaanan manusia terobang-ambing di antara interprestasi yang saling 

bertentangan secara diamentrik, dimana sebagian orang menganggap bahwa 

pengaturan tersebut akan menghambat perkembangan kepentingnya, sementara 



disisi lain berpikir apabila tidak ada aturan, maka akan terjadi kekacauan dan 

pergolakan yang terus menerusX1. 

Pandangan demikian pada akhirnya ineinungkinkan kelompok-kelompok 

atau individu-individu untuk melakukan tind,akan yang memunglunkannya untuk 

mendominasi kekuasaan, seperti lialnya Kekuasaan raja-raja yang absolut yang 

tersenteralisasi. Menurut banyak pandangan ahli kenegaraan kekuasaan yang 

dernikian cenderung akan rnenitnbulkan berbagai inacan pennasalahan di 

kemudian hari, Aristoteles menyatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh 

negara yang diselenggarakan oleh seseorang atau kelompok orang seharusnya 

diperuntukkan untuk melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum 

(Common Good), rnenurut beliau negara rnerupakan alat yang efektif untuk 

mengintegrasikan semua orang ke dalarn komunitas dan menciptakan kota yang 

Pada rnulanya raja dipandang sebagai titisan Tuhan yang kebenarannya 

dijamin dan tidak pernah berbuat salah (the king can do no wrong), pandangan 

semacam ini meletakati raja metijadi orang disucikati datl semua perkataannya 

menjadi wahyu atau liukum yang liarus dipatiilli.x3 Pandangan selnacam ini 

tampaknya sederliana, rlarinun ha1 irli ber-pengan~li besar pada perilaku 

Maurice Duverger, S o s i c ~ l o ~ l  I>olirik, Jakurla, PT. Raja Gralindo Pcrsnda, 1098, Hlm, 27 
82 Ibid. hlrn 28 
83 Menurut Moh. Kusnadi dm Bintan R. Sargih da lm bukunya Ifmu Hukum, halaman 8G 

menyatakan bahwasanya semua perkataan raja menjadi hdum yang mengikat semua orang dan 
semua kegiatan yang ada harus selaras dengan sabda raja, ha1 ini tentunya menjadikan raja memilki 
kekuasaan yang absolud h e m  negara merupakan penterjemahan dari kekuasaan raja yang menjadi 
titisan tuhan, sehingga raja menjadi pusat dan sumber kekuatan atau centale wruchtbo sedangkan 
negara lebih merupakan pencerminan makro kosmos dari mikro cosmos. Sementara pad rosyadi, 
lembaga-lembaga politik, ind-hill co, 1984, hlm 16-17 menyatakan bahwa hak ilahi raja-raja 
merupakan kerangka dasar yang melitigimasi raja-raja untuk melakukan tindakan yang lalim dan 
Licik dalam menguasai kepentingan masyarakat, tentu saja ha ini menjadi sangat berpengaruh pada 
pola pemerintahan yang dibangun, dan sistem ketatanegaraan sang diciptakan. 



masyarakat kebanyakan, bahkan pandangan demikian berpengaruh pada 

hubungan antara kekuasaan dengan individu-individu di dalam maupun diluar 

susunan dan pengaturan keleinbagaann4".rasymacl~us inenyatakan bahwa "maka 

dengan mendengar apa yang saya katakan bahwa adil atau benar tidak berarti 

apa-apa kecuali untuk kepentingan pihak yang leblh kuat", argumentasi demikian 

menunjukan bahwa Trasymachus bemaksud mencanangkan atau menyediakan 

persetujuannya yang tingg terhadap penpasa yang tahu bagaimana cara 

memperoleh kekuasaan dan memeliha~-an~a.~' Pandangan Trasymachus tersebut 

kemudian mendapat dukungan oleh ~ a c h i a v e l l i ~ ~  di abad ke-16 dan Thomas 

~ o b b e s ~ ~  abad ke-17. 

Serupa dengan pandangm demikian Lou~s XIV yang nleiupakan salah satu 

raja Prancis menyatakan bahwa Negara adalah Aku (I 'eiai c 'esi moi), yang 

tentunya menjadikan dirinya sebagai pusat dan sunber kekuasaan, sehingga 

84 Paul Rosyadi, Lembaga-Lzmhaga I'olirik, 1ND-HILL CO, 1984, Hlm I6 
85 Ibid, Hlm 17 
86 Merchiavelli (1469-1527) mengungkapkan bah\-,a tata keamanan dan tala ketentraman, 

diiarnping keagungan negara, harus merupolim tujuan aegura, supaya Italia menjadi negara yang 
nasional. Dengan usaha untuk mewujudkan cita-cita itu raja huus merasa dirinya tidak terikat oleh 
Norma-Norma agma maupun Norma-Norma akhlaq, raja diajurkan supaya jangan berjuang 
dengan mentaati hukum, raja huus menggunakan kekuasaan dan kekerasaan seperti halnya juga 
binatcmg Penguasa menurut beliau ynitu pirnpinvl negara hruusluh mempunyai sifal-sifat seperti 
kancil untuk mencari lubang jarring d'an menji~di singa unluk mcngejulkm srigala. Donald 
A Rumokoy, Perkembangan 7'ipe Negaro Hlrkrrnz llan 1)crtuton ~ r r k u i  Adnliltistrasi Negara 
Didnlomnyn, Dalam, S F .  Marbun. Dkk, llimcnsi-1)imcnsi l'emikirtm Hlrkrrm Admilti.stro.si Negaro, 
Yogyakarta, UII Press, 200 1, hlm 4 

" Thomas Hobbes sebagaimana yang dikulif oleh 0. Notohamidjojo bang kemudian 
dikutif oleh Donald A. Rumokoy menyatakan bahw\a perjanjian masyardat yang tidak dipakai 
untuk membangun masyarakat (civitas) melainkan untuk membentuk kekuasaan yang diserahkan 
kepada raja. Jadi raja menurut Thomas Hobbes bukan menerima dari masyarakat melainkan ia 
memperoleh wewenmg d m  kukuasm~ dari individu-individu ymg membentuk perjanjian 
masyarakat, bagaimana pun juga kerena oda perjmjinn masyarakul itu individi-indi-vidu tadi 
menyerahkan seluruh wewenang dan kelruasaannya kepada raja, maka kekuasaan raja menjadi 
mutlak. 0. Notohnmidjojo, Mokna Ncgt~rcl Hlrkrrln, Badan Pe~~erbit,an Risten Jakarta, 1976, Hal 24 
Dalam: Donald ARurnokoy, I)crke,nbang~~n ... .. 0p.cit. Hlm5 



apapun tindakannya menjadi benar, betapapun ha1 itu bertentangan dengan 

kepentingan urnurnR8 

B. Negara Hukum 

Pemikiran tentang negera hukum sebenarnnya jauh lebih tua dari ilmu 

negara maupun ilmu kenegaraan, dirnana cita-cita negara hukurn untuk pertama 

kali dikemukan oleh  lat to" yang kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh 

~ristoteles~', dalarn perkeinbzngan negara hukurn yang semuia hanya 

dipandangan sebagai negara penjaga inalam, yang terbatas menjaga ketertiban 

dan kearnanan sebagaimana yang diungkapkan oleh Immanuel Kant sudah 

dianggap tidak relevan lagi, ole11 Paul Scholten dan Prins sebagaiinana yang 

dikutif oleh Sudargo Gi~utama, inenganggap bahwa pada saat ini negara hukum 

tidak hanya dipandang dari lahiriahnya saja, ben~pa produk hukurn yang 

diterbitkan oleh institusi yang berwenang, tetapi lebih dari itu negara hukurn 

hams juga diselami pada batiniahnya berupa rasa keadilan dalam masyarakatg3. 

" Wijono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara I h n  Polirik. Bandung PT. Eresco 
Jakarta, 1981, Hlm 16 

Berangkat dari keprihatinan melihat negararlya dipimpin oleh orang yang harus a h  
harta dan kekuosaan dan gila horrnat. Pernerintahn sewenang-wenang yang tidak rnernperhatikan 
penderitaan rdyatnya, keadaan demikian yang pada akhimya menggugat Plato untuk menulis buku 
politiea yang rnengngukaph bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya 
adalah suatu negara yang bebas dari pernirnpin negara yang rakus dan jahat, ternpat keadilan di 
junjung tinggi, agar negara rnenjadi baik rnnkn pimpinan negara harus diserahkan kepada filosor, 
karena tllosof addah nianusia yang aril' bij~lkstw yang rnenyhurgui kcsusilnnn, berpengelahuan 
tinggi. . . . Ibid , Hlrn 19 

92 Menumt Aristoteles sebagaimana yang dikutif oleh Azhari rnengernukan bahwa suatu 
negara yang baik adalah negara yang di perintah dengan konstitusidan berkedulalan hukum, dimana 
aturan yang konstitusional dalanrn negara berkaitan erat, juga pertanyaan kembali apakah lebih baik 
diatu oleh manusia atau huhurn terbaik, selama pernerintahan yang dilaksanakan rnenurut hukum, 
oleh sebab itu suprernasi hukum sebagai tanda yang baik dan bukan sernata-rnata sebagai keperluan 
yang tak selayaknya. ... .Ibid. Hlm 20 dan bahwa pemegang kekuasaan haruslah orang yang takluk 
pada hukum, dan harus senantiasa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap 
kebebasan, kedewasaan d m  kesamaan iferajat. Periksa Iskatrinah, l 'el~~kannan Fungsi Hukum 
Administrasi Negara Unlnm Mewujudkon I'emerinrahnn Ynng Bnik, Hppt: www. 
Yahoo.com/artikeVjurnal Depham/23/5/2004. hlrn 4 

93 Sudargo Gautama, Pengerrinn ... . . op. cir, Hlm 9 



Istilah "negara 11ukum~~" inengingatkan kita kepada konsep "rechtsstaat" 

Erofa Kontinental, yang ditandai dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang 

dirumuskan kedalam konstitui negara-negara dari abad ke-1y5, selain istilah 

rechtsstaat pada tahun 1966 dikenal pula istilah Rule of law sebagaimana yang 

digunakan negara-negara yang menganut common law yang di pelopori oleh 

pemikir-pemikir hukum Inggris yang diartikan sama dengan negara hukum, 

pendapat ini kemudian didukung oleh Sunaryati ~ a r t o n o ~ ~ ,  Ismail Sunny 97 dan 

Sudargo ~autama". Sementara negara hukum di Amerika Serikat dikenal 

dengan sebutan government of law, but not of man99. Ide negara berdasarkan 

hukum ini pada dataran implementasi memilik~ karakteristik yang beragam, 

sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, ideologi negara, dan latar belakang 

94 Dafarn kepustalraan Indonesia istilah negara hukum merupakan perleiemahan langsung 
dari rechtsstaat, hal yang sama juga ditemukan sari hail survei yang dilakukan oleh Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975. 0. Notohamidjojo, Makm Negara Hukum, Jakarta, 
Badan Penerbitan Kristen, 1970, Hlm 27, sebagaimana yang dikutif oleh Azhary, Negara Hukum 
Indonesia, Jakarta, UI Press, 1995, Hlrn. 30, sementara menurut Wiqono Prodjodikoro 
sebagaimana yang dikutif oleh Didi Nazmi Yunas menyatakan bahwa: Penyambungan antara kata 
negara dan hulcum yaitu istilah hukum, yang berarti suatu negara yang diwilayahnya: Semua alat- 
alat perlengkapan negara, khususnya dat-alat perlengkapan pemerintah dalam tindakannya baik 
terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang- 
wenang melainkan harus memperhatikan peraturan hulium ymg berlaku Semua orang-orang 
penduduk dalarn hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang 
berlaku. Periksa Dahlan Thai b, Kcdnrrlaran.. . . . . , 0 p. Cit, Hlm 23 

95 Ibid, Hlm 30 
% Menurut Beliau -'oleh sebab itu agar supayn tercipta suatu negara hukum yang 

membawa keadilan bagi seluruh rak-yat yang bersangkutan, penegakan rule of low itu harus 
diartikan dalam arti yang tnateriil. Mellurut bclinii r ~ r l e  r?/'I(~w tidnk lain ndnlnh illti llcgnrn hukum. 
... Ibid, 31. 

97 Dalam kertas kejanya pada munas Ill Persahi pada tahun 1966 menyatakan "situasi di 
negeri kita ditahun-tahun pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah dimana kepastian hukum tidak 
terdapat &lam arti sepenuhnya di negeri kita, that the rule of  law absent inIIdonesia, negara kita 
bukan negara hukum, tetapi untuk sebagian merupalran negara hukuman. Dimana keempat syarat 
negara hukum secara formal tidak satu pun yang dilalisanakan di bawah sistem pemerintahan 
demokrasi terpimpin menurut stijl orde lama itu. . . . Ibid. Hal. 32 

98 Menurut Beliau "dm jika kita berbuat demikian, rnaka pertarna-tama hta melihat bahwa 
dalam negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, dimana negara 
tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warga 
negaranya batasi oleh hukurn, inilah apa yang di kenal oleh ahli hulium Inggris di kenal dengan 
sebutan rule of low. . . . . Ibid. Hlm 32 

99 Ibid, Hal 32. 



historis masing-masing negara. Oleh karena itu, secara listoris dan praktis, 

konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum 

menurut Qur'an dan Sunnah atau Nomokrasi Islam, negara hukum menurut 

Eropa Kontinental yang dinarnakan rechtsstaat, negara hukurn menurut Anglo- 

Saxon (rule of law), negara hukum menunlt katun solialis yang dikenal dengan 

socialist legality, dan negara hukum ~ancasila""'. Berbagai macam pandang 

negara hukum dernikian tentu saja kemudian berpengaruh dalam implementasi 

ketatanegaraan suatu negara tertentu, untuk inemalia~ni lebili inendalam ada 

baiknya jika kita membahas satu persatu konspen negara h t h m  tersebut. 

B. 1. Negara Hukum Dalam Konsep Rechtsstaat. (Eropa Kontinental) 

Sebagai~llai~a yang telall disinggung diatas konsep recht~staat '~ '  

menjadi penting dalam membatasi kekuasaan raja yang absolut menjadi 

tolak ukur penting mengingat kekuasaan negara yang tidak terbatas akan 

berakibat pada perilaku penguasa yang s=wenang-wenang, istilah negara 

hukum mulai populer digunakan pada abad ke-17, sebagai akibat dari 

situasi sosial politik di Erofa pada saat itu, dimana didominasi kekuasaan 

yang absolut dari raja-raja Erofa sangat kentara dalam semua sendi 

kehidupan masyarakatnya"'*, kekuasaan raja yang sewenang-wenang 

terutama yang dilakukan olch Raja Louis XIV dari I'rancis yang bennuara 

100 Iskntrinah, P ~ ' l ~ ~ h a t 7 o ~ ~ 7  lljlt7gsi ... op.cit.. hlm 4 
'" Latar beldang sejarah lahirnya konsep negara hukum pada abad ke-19 di Erofa 

Kontinetal, seiring dengan lahirnya gagasan demokrasi konstitusional, dimana gagasan ini 
rnenghendaki agar dilakukan pembalasan terhadap kekuasaan pemerintahan yang absolut yang 
dituangkan kedalam bentuk konstitusi (constitutional government, limited government atau 
resfrained government) dan jaminan perlindungan terhndap hak-hak asasi manusia, lihat S.F. 
Marbun, Peradilan Administrasi.. . . . . op.cit. hlrn 10 

lo2 Muhammad Tahir ALhnry, Negaro Hukum: Smtu S~udi Ientang P r i / t s $ ~ r i n s @ ~  
Dilihat Dari Segi Hukum Lrlom, Implementosinyo Podo Priou'e Negoro Mou'inclh Don Masa Kini, 
Jakarta, Bulan Bintang 199 1, Hlrn 66 



pada revolusi sosial pada tahun 1789, pergeseran politik kekuasaan 

Monarki Absolut Raja Louis XIV ke politik kekuasaan yang demokratis 

secara perlahan me~nbawa angin segar bagi tumbuh k e m b a n b ~ a  konsep 

negara hukum, Immanuel  ant"^ dalam karyanya yang bejudul 

"Marhaphysiche Ansfanpgnlnu'e der Rechtslehre" sebagaimana yang 

dikutif oleh Ni'matul ~ u d a ' ~  berpendapat bahwa negara hams bertindak 

pasif dala~n artian baliwa negara liarus tunduk pada peraturan-peraturan 

negaraiO.'. Dalam pandangan beliau negara tidak didasarkan pada kekuasaan 

belaka (Machtsstaat) tetapi negara hanls didasarkan pada hukurn 

(rechl.~.~,aa,), dimana negara yatig berdasarkan pada lluku~n yang baik'05. 

Sementara seorang petnikir Jennan sebagaimana yang dikutif oleh 

Donald A. Rumokoy mengungkapkan baliwa "Negara hams menjadi 

negara huk~un". Negara lian~s menentukan secermat-cennatnya jalan-jalan 

dan batas-batas kegiatannya, dimana lingkungan (suasana) kebersamaan 

warga negara menunlt hukiun hams dijamin tanpa dapat ditebus. Negara 

103 Dalam pandangan Kant bahwa pemerintah hanya bertugas membuat dan 
mempertahanlran hukum dengan maksud rnenjamin dan melindungi kepenlingan golongan yang 
disebut menschen von besizr und bildung atau kaum borjuis liberal dan sebagai nachnvakersraar 
kerena negara hanya berfungsi sebagai penjaga rnalam yang rnenjamin/rnenjaga kearnanan, dengan 
demikian, dalam pandangan beliau negma hukum formal atnu ddam mti sernpil mengandung, 
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pernisallan kekuasaan. Lihat. Didi ,Nm.mi Yunas, 
Konsepi ... , hlln 20-2 1 

Io4 Menyin~at bnhwa konsep nuunrn hukurn ycmg diku~nuknn lcbih bcmyclk borasnl dnri 
kaum borjuis liberal maka tidak mengherankan jika konsep negar hukum yang dikemdan lebih 
bemuasa pada tipe negara hukum liberal, dimana rnenurut kant kaurn borjuis liberil menghendaki 
agar hak-hak dan kebebasan pribadi masing-masing tidak diganggu, merak tidak ingin dirugikan, 
dimana yang mereka inginkan adalah pmyelengaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan 
kepada mereka dan negara jangan i h t  campur dalam penyelenggaraan perekonomian tersebut, 
sehingga. negara hanya berfungsi sebagai wohlfart polizei dan scherheit polizei dimana negara 
hanya penjaga tata tertib dan keamanan keamanan sernata, karma itu negara hukum irnmanuel kant 
disebut sebagai negara penjaga malam atau nochrwakersraor. Ni'matul Huda, Negara Hukum, 
Demokrmi Dan Judicial Riview, Yogyakarta, UII Press, 2005, Hlm, 4 

'03 Ni'matul Huda, Negara Hukm,  ... . Op.Cit. Hlm, 5 
'05 S.F. Marbun, Peradilan Dminisrrnri Negara Dan Upoya Adminisrrasi Di Indonesia, 

Yogyakarta, UII Press, Edisi Revisi, 2003, Hlm. G 



hams mewjudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga 

secara langsung tidak lebih jauli daripada seharusnya inenurut suasana 

l ~ u k u i n " ' ~ ~  Lebil~ lanjut beliau inenyatakan bahwa negara l~ukurn memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Adanya jaminan terhadap hak mi manusia (C~roundrechten) 
2. Adanya pembagian kekuasaan (Scheiding bun mochten) 
3. Pemerintahan haruslah berdasarkan pada peraturan-peraturan h u h m  (wet 

motiegheid vnn hct betuur) 
4. Adanya peradilan admirlistrasi (c~dminis~rcl~iefrechtsprzlclk)'~~ 

Sementara Paul Scholten mengungkapkan bahwa ciri negara hukum 

terbagi atas 1) Er Is Recht iregenover* Den Staat (Kawula negara itu 

mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap 

inasyarakat) 2) Br Is Scheiding Van Muchfen (dalain negara hukum ada 

pemisahan kekuasaan)lo7 

Pada iunumnya ciri-ciri Rechfssfaat adalah 1)  adanya undang- 

undang dasar atau konstitusi yang mcmuat ketentuan tertulis tentang 

liubungan antara rakyat de~igan penguasa, 2) adarlya peinbagian kekuasaan 

negara, 3) diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyatlos. Ciri- 

ciri tersebut menunjukan dengall jelas bahwa ide sentral reschtsstaat adalah 

pengakuan terhadap perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

bertiunpilh atas pritisip-prinsip kebebasan dati kebersamaan, yang jaminan 

tersebut dituangkan dalam konstitusi, dimana dalam penyelenggaraan 

0. Notohamidjojo, Mnh7n Negnra Hukum, Badan Penerbitan Risten Jakarta, 1976, Hal 
24 Dalam: Donald A.Rurnokoy, Perkembangan ... op.cit Hlm 8 

106 Hasan Zaini. Z. Pet~gantar H~lkum Tata Negara Indonesia. Bandung, Alumni, 1974 

Hlm 154-155 
lo' ibid, hlm. 7-8 
'08 Ni'matul Huda, Negara H~lkim, ... . 0p.Cit. H:m. 9 



pemerintahan negara disyaratkan membagi kekuasaan dalam rangka 

109 
menghindari penumpukan kekuasaan ditangan satu orang. . 

B.2. Negara Hukum Dalam Konsep Anglo Saxon. 

Timbulnya negara hukum merupakan reaksi dari negara polisi 

(Polizei staat), diinana pandang ncgara po:isi yang menganggap suatu negara 

yang menyelenggarakan kea~nanan dan kemakmuran atau perekonomian, 

dimana perwujudannya seperti yang terjadi pada inasa Ancient Itegiem 

dimana raja-raja di barat pada saat itu memerintali dengai tangan besi 

(absolut) tanpa ada pembatasan terhadap kekuasaannya (L 'etat C 'est Moi), 

sebagaimana slogan negara polisi yang terkenal dengan "Sallus Publica 

Suprema lex dan Princep legibus solulus est"'"'. Kesepakatan antara raja 

John I dengan kaum bangsawan yang kemudian hari dikenal deilgan Magna 

~ a r t a " '  menjadi asal muasal terbentuknya negara hukurn. Kondisi serncam 

ini Inenunit Hendry of Brotton sebagai~nana yang dikutif ole11 Azhari, 

mengungkapkan bahwa "hukum ini, karena telah disetujui melalui 

persetitjuan oleh orang-orang yang menggunakannya dan ditegaskan melalui 

sumpah para raja, tidak dapat diubah atau dimusnakan tanpa ada persetujuan 

109 . , 
l/)ld. Ill111 0 

1 lo  Ashary, Nc,qt:clr.c:cl Hukl.1111 It1dot7esitr: /Ititrilisr Yrtritlis Nortt1tr1~f"li.t71~117g i/17.~1.rr.-ihrsurt7y~1, 
Jakarta, U l  Press, 1995, Hlm 34 

111 M q n n  ('mrtn ini sebennrnyn akibnt dnri hutmy budi ymg ditanggung oleh raja-raja 
inggir terhadap kaum bangsawa, sehingga alas jasa-jasa dm pertisipasi Laum bangsawan dalam 
membantu perperangan dan pendlukan yang lnembutuhkan biaya yang sangnt besar, sehingga 
memalisa raja John I memberikan konsesi atas partisipasi rnereka (kaum bangsawan) untuk turut 
serta dalarn penyelanggaraan pemerintahan, berupa kesepakantan yang disebut dengan Magna 
Charfa oleh raja John I sebelurn beliau wafat (1215), krisis keuangan yang berlarut-larut yang 
merupakan akibat dari invasi atau penaklukan dan perperangan yang dilakukan oleh raja-raja pada 
saat itu, h i s  Buangan ini se& parah terjadi saat raja Edward 1 (1927-1307), dimana raja 
Edward meminta bantuan keungan dari kaum bangsawan sebesar 400.000 ponsterling, sejak itu 
ketentuan besarnya pemungutan pajak herus rnendapat persetujuan dari kaum bangsaw an... . Ibid. 
hlm. 36 



umwn yang telah dium~nkan"~", dari pandangin ini terlihat jelas adanya 

pernikiran kearah pembatasan kekuasaan absolud raja-raja Inggris pada saat 

itu, yang kemudian dalam perkembangannya lebih lanjut menjadi monarki 

yang berparlemen113. Seorang pemikir terkemuka Inggris A.V.  ice^"' 

(1885) mengemukan pemikiran tentang konsep negara hukum dalam 

bukunya "Introdzictioi~ lo study of the i-ule of law" sebagaimana yang dlkutif 

oleh Daldan Thaib menyatakan bahwa rule ?f law1" hams mernenuhi unsur- 

unsur Suprewacy Of Law, Eqziality BeJbre The Latv d m  Constitution Based 

On Individual ~ i ~ h t " ~ .  Dalarn pandangan masyarakat Inggris sebagaimana 

yang dikemukan oleh W. Friedman sebagaimana yang dikutif oleh Wary 

menyatakan "mengingat dalam bahasa kepustakaan Inggris tidak dikenal 

negara hukum, nainitn demikiar.1 tid<?k berarti tidak ada negara hukw,  istilah 

rechtsstat sebagaimana yang dikenal di Prancis, Jerman dan Belanda 

mengandung arti yang sama dengan Rule Of'law yang ada di negara-negara 

'I2 Ibid, Hlrn 36 
' I 3  Ibid, Hlrn 36 
I14  Dalam pandanganya A.V. Dicey sebagairnana yang dikutif oleh Ni'rnatul Huda 

mengemuh bahwa: 1) Supermasi absolut atsu predorninasi dari r e ~ ~ ~ l a r  law untuk menenrang 
pengaruh dari arbitrary power dan rneniadakan kesewenang-wenmg, prerogntif atnu discretionary 
autoriry yang luas dari pemerintah. 2) Persamaan dihadapan hukum atau penundulran yang sama 
dari ssemua golongm kepada ordinary Imu of the lond ymg dilaksmakm oleh ordinary court, ini 
betarti bahwa tidak ad seorany pun diatas hukum, schiny~a tidali perlu sda perdilan sdministrasi 
negara 3) Konstitusi adalah hasil dari tlte ordltioty law of tlte lottd, dimana hdum konstitusi 
bulianlah sumber tetapi mmpakan konsekuensi logis dari hak-hak individu yang dirumuskan dan 
ditegaskan oleh peradilnn. Dalam, Ni'matul Huda, Negoro Hi~k-t~m, ... op.clt. Hlm, 9 

115 Perbedaan yang mendasar mtara rechtsstoot dengan rule of low terletak pada konsep 
yang pertarna yaitu adanya peradilan adnlinistrasi negara yang n~erupakan saran terpenting dan 
sekaligus ciri yang rnenonjol dalam konsep recht.~stoot, sebalinya pada 1.u1e q/' Im peradilan 
administrasi negara tidak diterapkan, karcna kepercayaan rncsyarakat yang demikian baar pada 
peradilan umum. Sementara ciri yang paling menonjol ddarn konsep rule oflmrb teraebut ddah 
dietakannya huhu~ll yang ailil (just linu), Id ini disebabkan kxena selnua orang mempunyai 
kedudukan yang sama dimata hukum, sebagaimana konsep negara hukum yang dikemukan oleh 
A.V. Dicey Dalam Muhammild Tahir Azhary, Negora Huk-um ... op.cit Hlm 67 A 

1 6  Dahlan Thaib, Kedoulnton Rohyot.. . . .. . . . ... . . . Op. Cit. Hal 24 



Anglo Saxon, konsep Rzrle Oj' Law ini bertunlpuh pada sistem hukum 

Cozzrtnon Law yang ineiniliki karakteristik terpeilting adanya Judicial Riview. 

Menurut beliau scbagaimana yang dikutif ole11 Sunajati Hartono, 

rule of law dapat diartikan secara formal (in the formal sense) yaitu 

organizer public power atau kekuasaan wnum yang terorganisir (Negara), 

sementara dalam arti materiel (Idoleogical sense) rule o f  law diartikan hal- 

ha1 yalg ~nc~~yatlgkut ukuratl-ukuran tclltallg hikum y ang baik dan hukurn 

yang buruk, dalam artian ini kita berbicara just or un just117, sementara 

menumlt Internatiotlal Conrnlissior~ qf Jurist dalam hasil kongresnya tahun 

1965 di Bangkok menekankan perlu pandangan yang mengepankan "the 

dyilamic aspects ofthe nile of lmv it? moderr? age", dunana konsep rule of 

law diperluas menjadi negara hilkum yang demokratis, rule c$ law dalam 

pandangan Olternafiot~al Con~n~issioti oJ'./z~r.isf sebagaiinana yang dikutif 

I .  Adanya proteksi konstitusional 
2. Peraditan yang bebas dm tidak memihnl, 
3. Pemilihan umum sang bebas 
4. Kebebasan untuk meyatakan pendapat 
5. Kebebasui i u ~ ~ u h  berseriha~/berorgiu~isasi iliui beroposisi 
6. Pendidikm kewargmegaraan"X 

B. 3. Negara I.lukurn Di~li~rn Socialist Lcgi~lity 

Sementara di negara yang rnenganut faham sosialisrne, negara 

huk~un menurut pandangan mereka adalal~ Sociuli.sf 1,qulify merupakan 

konsep negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip idologi negara- 

negara komunis/sosialis, konsep Socialist Legaliv tampaknya hendak 

"' Donald A.Rumokoy, Perkembangan op.cit. Hlm 8 
'18 Dhlan W b ,  Kedaulatan.. . .. . . . . . . . .., 0p.Cit. Hlm 24-25 



mengirnbangi konsep rzlle oj'law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo 

 axo on."^ Pengertian sosialisi legaliw secara formal hampir tidak berbeda 

dengan rule of law atau purl rechlssfai aka11 tetapi pnda unsur-~mSUrfIya 

terdapat pandangan yang berbeda dengan pandangan pemikir-peiikir 

barat12' Rornaskhin sebagairnana yang dlkutif ole11 Azhari ~nengemukakan 

bahwa: 

"Socinlis~ lego/i(y melekat pada sistern sosial d m  politik Uni Soviet, dia 
berganlung pada jaminan hak-hak d;m kebebam politik warga negara, dia 
melingdungi para pekerjq perurndun d m  h&-hak serta kepentingan jasmanis 
perseorangan dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan dan rehtasi mereh. Dibawh 
sosidisme n~ateri dan jaminan yuridis hak-hdi sipil dan kebebasan dicampurkan, 
semenlara undang-undangnya rnenetapkar~ fiondisi-kondisi ini secara )widis, ha1 
ini menyebabkan selalu terjadinya berada diluar pelaksanaan hukum.I2' 

Dengau demikiau jamiuau terhadap individu untuk titrut serta dalatn 

penyelenggaraan negara hants diterjemalkan ke dalan keanggotaan partai 

komunis, ha1 ini selaras dengarr yang diungkapkan oleh Kazimierz 

sebagaimana yang dikutif ole11 Azhary lnenyatakan "Bahwa pada fase 

sekarang ini tingkat keahliatl individu dan kebiasaan individu serta ikut 

serta dalarn jabatan peinerintahan, tidak dapat lagi diijinkan apabila 

individu-individu tersebut tidak keterlibatan dala~n partai kornunis Soviet, 

imtik itu kctcrlibatan iildividu dalan pcnyclcnggaraan pemerintahan 

negara liarus tetap dilakitkati dengan cara n~arijadi dan mendaftarkan 

119 Muhammad Tahir A-~hary, Negara Hukunz ... ... ... 0p.Cit. Hlm 67 

12' Azhary, Negara Hukum.. . . . . . . . ..Op.Cit. Hlm 10 
12' P.S. Romashht,  Furulomoifffls 131 Soviet Lmv Moskow. ~ o r e j ~ n  Languages 

publishing House, hlm 23. 



dirinya sebagai anggota organisasi-organisasi sosial, atas dasar tindakan 

yang diarahkanIz2. 

Scmentara Oemar Seno Ajie sebagaiinana yang dikutif ole11 Azllari 

mengemukan bahwa tercantuinnya hak asasi tersebit belum berarti bahwa 

ada kesa~naan atau ident~k dalam pengertian dalam kontek negara hukum 

negara-negara sosialis (Socialist I,egalifj,), jika melihat persoalan freedom 

dan responsibility dalam rangka bipolar inaka tekanan Ji-eedom lebih 

ditekankan dari pada responsibility'23. Dalam konsep socialist legality 

menempatkan hukiim dibawah sosialisme, htkum menlpakan alat untuk 

mencapai sosialisme, dimana hak perseorangan dapat disalurkan melalui 

prinsip-prinsip sosialisme, lneskipun hak warga negara tersebut patut untuk 

mendapat perlindungan dari negara. 

B. 4. Nomocracy lslam 

Ide negara hukiun, selain terkait dengan konsep negara hukum 

rechtsstaat dan negara hukum rule of law juga berkaitan dengan konsep 

negara hukum Nomocracy yang berasal dari katan nomos dan cratos, yang 

dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan, 

dalam pandangan de~nikian nonlocracy adalah Norma atau hukum 

berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum dan prinsif-prinsif hukum 

sebagai kekuasaan terti11ggi.l~~ Menun~t lbnu Khuldun (1332-1406)'~" 

'22 Ibid. Hlm 62 
Ibid. Hlm 10 

'*' Muhammad Tahir Axhaq, Negclm Hukum ... ... ... Op.Cit. Hlm 68 
125 . Jimmly Assiddiqie, Konslilusi.. . . . . . . . op.cit, him 121 

M e n u t  beliau dalam kitab Muqnddimnh, membagi negara dalam dua kelornpok besar 
yaitu, pertma, negara dengan ciri kekuasaarl alamiah (mulk fnbi'i) dan kedua negara dengan ciri 



Nomocra~y atau Siyasah Diniyah hanls ineinenuhi prinsip-prinsip dasar 

yaitu: 

Prinsip kekuasaan sebagai amanah 
Prinsip musyarawah 
Prinsip keadilan 
Prinsip persamaan 
Prinsip perdamaian 
Prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
Prinsip peradilm bebas 
Prinsip kesajahteraan 
Prinsip kelaatan r&yallz7 

Sedangkail menuri~t Mutwalli dan Rayet sebagaimana yang dikutif 

ole11 Molzamed S. el-wa inenyatakan bahwa pada kenyatamnya prinsip- 

prinsip islam menlpakan dasar huku~n dan konstitilsi dalam sistem 

pemerintahan islam6', selnentara Shaikh Ali Abd A1 Razeq inenyatakan 

bahwa tanpa harus ~nelnandang jenis peinerintahaimya, yang terpenting 

adalah tujuan pemerintalzan islam itu sendiri dalan lnenerapkan hukurn- 

lzukum islam dalaln berbagai pengertian, yang bersuinber pada Al-qur'an 

dan AS-sunnah.IZX 

Ludolf Kreclz sebagaimana yang dikutif olelz R. Moh. Sjafi'i 

Wirakusurnah inenyatakan bahwa Islain i tu  adalah sumber peratiuan atau 

hukum yang lerigkap tidak hanya sekedar susunan agama dan tingkah laku 

kekuasaan polirik (mlrlk siyasi) dimmil tipe yony perlama ditandi denyan kekuasaan yang 
sewenang-wenang (despotisme) dan niencenderung kepada hukum rimba, dimana keunggulan dan 
kekuatan sangat berperan, dimma prinsip keadilan dikesampingkan, negara demikian oleh beliau 
dinyatalran sebagi negara yang tidak beradab, ~ i p e  kedua negara dengan ciri kekuasaan politik 
dibagi menjadi dua, pertama Siyosoh I)iniyoh atau Nomokrasi islam dan Siyosoh Ayliyoh atau 
Nomokrasi sekuler serta negara a la republik Plalo atau Sijnsalz Madnniyah. Menurut beliau 
perbedaan ymg mendasar dari ketiga siyosoh tersebut terletak pada padangan bahwa kecuali Al- 
qur'an dan As-sunnah, akal manusiapun bersama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan 
negara Lihat. Muhammad Talur A z h q ,  Negoro Hukum ... ... ... 0p.Cit. Hlm CA 

127 ibid. Hlm 64 
67 blohamed S. el-wa Si.rtern 1)olitik 1)nlotn 1)ernerintal~on Islom, edisi terjemilhan editor 

Anshori Thaib, Surabaya, PT. Bina ilmu 1983, hlm I0 I 
12' ibid. hlm 102 



peradaban atau moral tetapi lebih daripada itu isla~n juga ~nenjadi surnber 

utama bagi penyelenggaraan tata hukrun kenegaraanI2' ~ i n y a  islam 

sebagai bentuk da r~  peraturan tidak hanya terbatas pada pengaturan perilaku 

hubungan antara personal tetapi lebih dari pada itu islaln juga menjadi 

sumber insprirasi penting dalam penyelenggaraan pe~nerintahan negara. 

B. 5. Negara Hukum Pancasila. 

Harus disadari bahwasa~lya negara huk~un Indonesia dibangun dan 

didasarkan pada Proklamasi 1945 dan tidak sepenuhnya dibangun dari 

konsep "rechtsstaat" atau pun "rule of law", tetapi negara hukum Indonesia 

dibangun di atas dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu 

konsep negara htlk~un Indonesia bers~unber pada Pancasila juga, karenanya 

pengakuan atas harkat d a ~ ~  martabat manusia secara instrinsik melekat 

pada Pancasila. 

Gagasan negara hukum Indonesia pada dasarnya menganut prinsip- 

prinsip demokrasi dan keadilan sosial yang merupakan pengejewantaan 

dari persepsi pendiri negara republik Indonesia atas kenyataan sejarah 

masyarakat Indonesia. I-"' 

Dengan dc~nikian jelaslah bahwa gagasail pe~nbentukan negara 

huku~n di Indonesia lebih didasarkan pada kcnyataa~i paliit yang dialami 

oleh ~nasyarakat lndonesla pada rrlasa silaln, l~al i ~ i i  berarti bahwa negara 

hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah negara hukurn 

R. Moh. Sjafii Wiraliusumah, Tenrang Dasar Negnra Republik Indonesia Dalam 
Konstituante, Jilid I ,  Bandung, 1958, hlm 60 

13' AH. Garuda Nusantara, h l i t i k  Hukum, YLBHI, Jakarta, 1988, Hlm. 12 



yang menlpakan penolakan terhadap setiap bentuk pemerintahan otoriter- 

absolut, dan sekaliglls penolakan terl~adap struktilr sosial yang timpang13' 

Gagasan tlegara hukuin I~ldol~esia secara formiil dapat diteinukan 

pada Mukadimmah UUD 1945 pada alinea ke I yaih~ kata-kata "Peri 

Keadilan", Alinea Ke 11, kata "Adil darl Alinea Ke IV Kata "keadilan 

Sosial" dan "kernanusiaan yang Adil" 7'. Istilah negara Ilukum pertama kali 

digunaka~l ole11 U U D  1945 walaiipun I.idak secara legas menyatakan negara 

huhmn namun ha1 ini dapat dilihat pada penjelasan umim tentang sistem 

pemerintahan negara, diinana dinyatakail bahwa negara Indonesia adalah 

negara hukum (rechtstaut) bukan negara kckuasaan (machtstaat). 

Didalam konstitusi RIS tal~un 1949 istila11 negara hui~um juga 

dipergunakan sebagai fahalll ketatanegaraannya sebagaimana yang 

tc~maktub dalam mukadimah Konstihlsi RIS pada alinea ke-4 yang 

rnenyatakan bahwa "iultuk mewujudkan kebahagjaan, kesejahteraan, 

perda~naian dan ke~nerdekaan dala~n masyarakat dan negara hukum 

Indonesia mendeka dan berdaulat seinpuma", yang kemudian dipertegas 

olch Pasal 1 ayat I Ko~lstitusi RIS, yalig mcnyatakan bahwa "Rcpublik 

Indonesia Serikat yang ~nerdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukutn 

yang de~nokralis dail berbentirk federal". 

Istilah ncgara hukum juga dapat diju~npai pada UUDS 1950, 

sebagailnana yang tennaktud dala~n Pasal I ayat I yang secara tegas 

131 Ibid, Hlm 14. 
72 Dahlan Thaib, Krrtlrrnlalmi.. . . . . . . . ., Op.Ci!. lllm 25 



lnenyatakan bahwa "Republik Indonesia yang lnerdeka dan berdaulat 

adalali suatu negara hilkum yang de~nokrasi dan berbentuk kesatuan" 

Menurut Kansil istilah negara 11ukum yailg digunakan pada 

Konstitusi RIS Pasal 1 ayat 1 dan UUDS 1950 Pasal 1 ayat 1 tersebut 

merupakan negara de~nokrasi yang dibatasi ole11 asas-asas hukum 

(dernocrutiche recht.staat), schingga ~ncnurut bcliau faham kcnegaraan 

yang delnikian bukanlah fallan liegara huku~i~  dalam arti sebenamya tetapi 

msnurt beliau faham kensgaraan yang demikian merupakan faham negara 

politik dimana hukum ~nenjadi bagan dalam peiaksanaan pe~nerintahan13'. 

Semcntara Ismail Salch scbagaimana yang dikutif oleh Mulyana. W. 

Kllsuma dan kemudian dikutif oleh Moh. tvlahfi~d. MD, tanpa lnenjelaskan 

dan msrnpsnnasalal~kan faham negara huku~n yang dianut oleh negara 

lndonesia menyatakan bahwa: 

" ... Republik Indonesia adalah Negara Indonesia didasakan atas hukum 
(rcchtstnat) b d a n  atas iiasar keLuasaan belaka (~t~icckt.staat), ha1 ini mengandung 
m a h a  bahwasannya negara yang didasarkan atas hulrum, hukum hams 
mcnarnpilkan pcrannya sccara mendasar scbagai titik scntrd ddam kehidupan 
orang perorang, masyruakat maupurn berbangsa dan be~ne~a ra""~  

Menurut bcliai~ ballwa dengan penegasan negara hukutn dalam 

persepektif resnli dalam ko~~stitusi ncpa1.a I ~ I G I I C L . ~ . I I I ~ I I ~ ~ ~ ~  fjill~wa dalatzl 

pcnyc!cnggaraa~tn ncgcl1.a hitkuum dala111 koslck kctatancgaraan, hukum 

menjadi asas terpenting dalnln :ne~lga~ur :;ciiitrn seridi lieiiicluyn~k berbaikgsa 

dan bemegara. 134 

'32 Ibid, Hlm 370-37 1 
""oh. Mahfud. MD, l ' erke~t~/ )~~ngi~r~ I'olitik ... ... Op.Cit, Hlln 2 
I J J  Moh. Mahfud MD, fJer~llntnn Politrk Ihn Hukun? DI indoncan, G m a  Media, 

Yogyakarta, 1999. Hlm 3 1. 



Tentu saja konsekuansi logs dianutnya faham negara llukurn maka 

akan adanya tuntutan dari ~nasyarakat untuk menjadikan hukum sebagai 

pusat semua kegiatan ketatanegaraan, yang lnengatur dan lnengarahkan 

semua kehidupan baik institi~isonal maupun perorangan, sehingga 

terciptanya keselarasan antara faham negara hukum dalam praktek 

ketatanegaraan"', adanya pembatasan terhadap kekuasaan: negara dalam 

rneli-ialankan filngsinya mcri.jadi syarat mi~tlaknya tcrbcntuknya negara 

I~i~kiun, dimana dengan adanya pembagian kekuasaan demikian maka 

diharapkan negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga 

n e g a r a ~ ~ ~ a ' ~ ~ ,  pandangan delnikian ole11 Ramli Hutabarat dipertajam 

dengan penegasan dan pcmbatasan yang menhamskan pelnerintah dan 

semila pejabat hukum, tnulai dari Presiden, Para Menteri, Hakim, Jaksa, 

Anggota Legislatif, Birokrat d m  lain-lain harus patuh dan taat terhadap 

hukum. 

Pandangan senada pun dinyatakau oleh para ahli dan sarjana hukum 

Indonesia dalam seminar Persalii 1966 yang sccara tegas inengungkapkan 

dan menyatakan bahwa: 

"Perjuangan nienegakkan negarn Iiukum mendasari perjuangan orde baru, 
sehingga perj~lilngan tersebut dimaksudkan unluk menegdan asas-asas negara 
Iiukuni, diliituiu keptwLilui liirkt~m d i rudru i  ole11 seyoliup \varyunegaranya, 
dimana h d  asasi manusia baik dalam aspck kolcktir maupun pcrseorangan 
dijamin serla dimma pcnydahgunzm sccara institusiond dopal dihindukm"".'" 

'35 Ibid, Hlrn 2 
'36 Sudargo Gaulama, Pengeilian ... ... , Op.Ci1, Hlrn 3 
137 Ramli Hulabarat, Pe~votnaan Ili hadapat? Hukntn Di Inclone.~ia, Ja~arta, Ghalia 

Indonesia, 1985, Hlrn 12 
'3"smail Suny, hleknt?i.sme 1letnokrn.ri l~aticrr.~i/ir. Jak'uta Aksara Baru, 1984, Hlrn 33 



S ~ I I I ~ I I ~ ~ I ~  Philipi~s M. Hadjon, mengungkapkan baliwa negara 

liilkiim pancasila ~ne~nilik karakteristik dan ilnsur-iinsur yang pada 

dassrt~ya bcrsiunbcr pada falsafd~ liidup bangsa Indonesia yang ketnudian 

terbagi menjadi: 

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan ral\cat berdasarkan asas 
kerukunan; 

2. Hubungan f'ungsional !.ang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan 
negarx 

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musya\varah dan peradilan 
merupdan sarana ter-akliir; 

4. Keseimbangan antara hak dan ke\~ajiban"~. 

Tidak jaih berbeda dengan pandangan Pliilipus M. I-Iadjon, Tahir 

Azhary mengungkapkan bahwa negara hukurn Indonesia memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

I .  Ada l~ubungal !.arlg crnl :u~Laru nyanlil dal  negarn: 
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa: 
3. Kebebasan beragama dalam arti positip; 
4. Ateisme tidak dibenarkan dm koniunisme dilarang: 
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan""'. 

Selnelitara Muhammad   am in"' bel-pandangan baliwa negara 

liukum Indonesia tidak sarna dengal negara Iiilkum adat atau negara hukurn 

agalna dan sangat berlainan dcngan negara kckuasaan'"" ~naka dengan 

demikian rnaka negara Iii~kum Indonesia liarus di~naknai sebagai negara 

Iiukiun yang tumbuli dan bcrkanbang bcrdasarkan pada nilai-nilai atau 

139 Iskatrinah, I'cltrkstr17arul I~ i~ t l~ . r i  1-lukutn . . .  ... oo.c i~.  hl~n 4 
ihid.hlm. 4 

141 Moll. Yaniin daliun buhunya !;iulg bc~:juclul "l'e~lgcrtian Ncyara Hukum" 
mendifinisikan negara hukutn (I(ecl~/.s/trn/) atau (;ovet.tu~~et~~ (/' 1,trw nlcnyatakan bahwa 
"Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah hanya didasarkan dan berasal dari undang-undang dan 
sekali-Lali tidal; didasarkan kekuaaan senjata, kekuilsaan se\\.erlang-wellang atau Lepercayaan 
bahwa kekuatan badanlah yang boleh nieniutuskan segala pertikaian dalani negara. Perihsa Salman 
Luthan, Dielek~ika Hukutn ]Ian A'ekutrsnn11, Materi Kuliah Meyister Hukum UII, Yogyakarta, 
29/01/2005, hlm 2 

142 M. Yarnin, Pe~nhallnscrn I/t1dcmg-(htdt7ng I)tr.snr. Rcl>~rhlik Intlot~esin, Jakarta, Prapanca 
Jakarta, 1959, Hlm 253 



nonna-nonna yang hidup dalam masyarakat Indonesia, pandangan M. 

yamin tersebut mendapat dukungan dari beberapa ahli hukum tata negara 

I~ldomlesia yamlg berpendapat bahwa negara hukum Indonesia adalah negara 

hukum yang dilandasi oleh Pancasila (negara hukurn Pancasila), dalam 

artian ilegara hudcuun yang dikehendaki ole11 bangsa Indonesia adalah 

negara hukum yang menljuk pada Pancasila sebagai dasar ~ t a m a n ~ a ' ~ ' .  

Tidak jauh berbeda dellgall pallda~lga~l Mohamnad Yamin, 

Mohalnrnad Hatta pun menyatakan baliwa negara liukum Indonesia tidak 

identik dengan We!tens!na!, tetapi negara hukum Indonesia hams 

didasarkan pada demokrasi dan hukum-hukumnnya dibentuk oleh rakyat, 

dimana keadilannya dirasakan ole11 rakyat dan pelaksanaannya tidak hanya 

ditujukan ke bawd  tapi juga ditujukan ke atas, sedangkan weitenstaat lebih 

banyak menghendaki law and order (hukum dan ketertiban), dengan 

demikian negara hukum dalam pandangan beliau adalah negara hukum 

yang menghendaki pemerintahan di bawah hukum, dimana keadilan 

dirasakan ole11 selun~li rakyat Indonesia."" 

Dengan demikian negara hukum yang dikendaki oleh bangsa 

Indonesia adalah negara liukum yang didasarkan pada Ketuhanan Yang 

Malia Esa, Ke~r~tlrii~sial~ Ytlllg Adii D R I ~  Deradub, Persati~un Indonesia, 

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Pennusyawaratan Dan Keadilan Sosial ''j. sehingga jelaslah baliwa negara 

hukum yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia bukan negara hukurn 

'43 Ibid, Hlm 254-255 
IJJ Moh. Hatts, Metrtlju Nega,a Huknn~, .lakartq Idilyu Press, 1077, Hlrn 42 
I" Ibid, Hlm 9 



sepzl.11 yarig dia~ii~l ole11 Eropa Kontinenlal dengan rechfslaa~ maupun 

negara hukutn yang dianut ole11 Anglo Saxon dengan 17rle of law-nya, tetapi 

negara hukum yang tumbuh dan berke~nbang seIaras dengan pandangan 

dan falsafah hidup bangsa ~ndones ia '~~ .  

C. Karakteristik Neyara H u k i ~ i  

C. 1. Adznya Pcmisahan Kekuasaaii 

lcarateristi negara hukum yang pertama adalal~ adanya pemisahan 

kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara yang ditujuan mtuk 

mengllidari penumpukan kekuasaan pada seseorang atau lembaga negara 

tertentu, pelopor teori pernisahan kekuasaan adalah John Locke dan 

Montesquieu. Dalam pandangannya John Locke sebagaimana yang 

tennaktud dala~n bukimya yang bcrji~dul "'lu~o 'li.eati.ves 'On Civil 

(;overn1ne17/" ( 1690) rnet~yatakari bahwa kekirasaan hal-ilslah di pisah-pisah 

menjadi, 1 ) kekuasaan legislative, yaiti~ kekuasan membuat undang- 

undang, 2) kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan unhang- 

undang, dan 3) kckuasaan federatif yaitu kekuasaan mengadakan 

perserikatan dan aliansi serta tindakan dengan selnila orang dan badan- 

badan diluar negeri.'j7 Di ilha~ni pemikiran John Lokce ini Montesquieu 

(1689- 1 755) dala~n bi~kunyti "I 'e.sprit c i e s  1oi.v" ~nengungkapkan bahwa 

dalam setiap pe~narintahan terdapat tiga kekuasaan yang harus dibagi-bagi 

yaitu 1) kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk Undang-undang, 

2) kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan pelaksana undang-undang dm, 3) 

146 M. Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar ... . . Op.Cit, Hai 225 
14' C.S.T. Kansil, Huktm 'I'ora ... ... ... loc.cit. hlm 76 



kekuasaati Yudikatif yaitu kekuasaan yang diiaksanakan oleh badan 

peradilan.'"x Ajaran Montesquieu ini dikemudian hari dikenal dengan 'li.ias 

~olirical. IJ' 

Peinisahan kekuasaan tersebut, diiakukan dalain rangka 

mengeleminir penyalahgunaan kekuasaan, mengingat kekuasaan cenderung 

untuk berkembang menjadi tindakatl negaralpengausa yang sewenang- 

wenang, Lord Actor sebagaimana yang dikuti oleh Jimlly Assshiddiqie 

rnenyatakan baliwa, "power tends of'cornlpt and absolzlre power corrupt 

absolutely", oleh karenanya kekuasaan harus dibatasi dengan cara 

ineinisah-inisalzkan kekuasaan kedalain cabang-cabang kekuasaan yang 

saling check and balance dalam kedudukan yang sederajat dan saling 

mengiinbangi dan mengendalikan satu salna lain1'", nalnun demikian 

pandangan yang menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan secara tegas 

antara cabang-cabang kekuasaan akan sangat sulit untuk dilakukan, dalam 

prakteknya satu-satur~ya negara di dunia ini yang inendekati teori 

pernisahan kekuasaan secara sempiunia adalah Amer-ika Serikat. Mac. Iver 

sebagaimana yang dikutif oleh Rarndlon Naning pesimis teori pemisahan 

kekuasaan yang diimgkapkan oleh Montesquieu dapat dilakukan, 

sebagaiinana ditulis bukunya yang bcrjudul "'l'he Moderr1 Sfale " beliau 

tnenyatakan baliwa "'l'he u/~.vollite .\.epuru/ron of' power prescribed by 

ibid. hlm 76-77 
14' Istilah "Trias Politicar' berasal dari bahasa yunani yang berarti "Politik tiga serangkai" 

dimana menurut ajaran tersebut dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan ini 
dimana kekuasaan ini tidak dapat dipengang oleh satu orang, melainkan masing-masing kekuasaan 
harus dipisah. . . . . Ibid. hlm 77 

Jimlly Asshiddioqie, Kw~sli~rrsi.. . . . . . . . . . . .op.ci~. 125 



rnonresqzriezr is obviotrsiy imposiibie (pemisahan secara ~nutlak kekuasaan- 

kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Montesquieu itu tidak mungkin 

untuk dilaksai~akan)'~', pandangan yang salna juga dikemukan oleh H.J. 

~ a s k i ~ *  dalam bukumya ':4 Ciramman qf Politics" sebagaimana yang kutif 

ole11 WirjoNo Psojodiko1.o menyarakari bahwa: 

"It .si ~zot. I think, possible as to define the area of cad qf these three authorities. 
rhnt eat/ rcmnitis intbpenderir and nr~~rernc in its o//or/ed teritory " (saya berpikir, 
tiddlah munglrin untuk rnenetaplra~ luas bidang masing-masing dari liga 
kekuasaan ini sedernikian rupa, bahwa rnasing-rnasing tetap rnerdeka dan 
berdaulat dalam bidang yang ditetaplran oleh masing-masing kekuasaan itu) lebih 
jauh beliau menyatahan bahwa "'lhe .si//xrrt~/ion ~ jun .s i / i un  need not imply a 
complete separnrion of personal" (pernisahan tugas-tugas tidak perlu berarti 
pemisahan rnutlak dari orang-orang yang memegang k e k ~ a s a a n ) ' ~ ~  

Terpusatnya kekuasaan pada seseorang (Raja) atau lelnbaga negara 

tertentu cenderung akan memerintah dengal tangan besi (absolut) dan 

cendenriig diselewengka~~, kondisi semac;un irii ke~nudian ~nenyebabkan 

tirnbulnya keinginal unti~k ~nelakukan pernisahan kekuasaan atau membagi 

kekuasaan negara kepada badan atau le~~ibaga negara lainnya, kekuasaan 

1 5 ]  /bid, I-la1 65 
95 Lain hdnya dengan pandangan H.J .  Laski yang tidal; dapat rnenehma pandangan 

Aristoteles, John Locke dan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan, berdasarkan alasan, 1) 
dilihai dari sudut teori sernata-mata pengadilan itu adalah barang yang sudah sewajamya benara 
menjadi bagian daripada badan pembuat undang-undang? karena tentu tidak ada salu badan pun 
yang dapat mengetahui betul-betul tentang undang-undang itu, selnin daripada badan yang 
membuatnya, 2) d d m  prakqek, t i dd  rnungkin ditetapknn adnnya pemisahan yang benar-benar 
tegap, Satu badan pombual undmy-undang tid J a k ~  dupul nlcmonuhi tuyasnya dongon sempuma, 
bilamana ia tidak boleh turut campur dalam pelaksanaan undang-undang itu, d m  bila ia sewaktu- 
waktu tidal boleh mengadakm undang-undar~g b u u  untul; menguball putusan hakim. yang oleh 
umum dianggap lrurarlg rnemuaslrru~. Bilarnana badan peldisana w~dang-undarlg melaksanakan 
uadang-undang, rnaka dasar-dasar urnumnya harus diisi dengan ha]-hal khusus. Tugas demikm itu 
sebegitu luasnya di dalam negara masa kini, sehingga seringkali sukar untuk membedakanrrya dari 
perbuatan undang-undang. 3) kekuasaan pengadilan, yang mengambil putusan tentang hak 
kekuasaan badan pelaksana undang-undang, dalam hal ini ia menetapkan kemauan badan pembuat 
undang-undang, atau. memutuskan dalarn perselisian antara dua warga negara, dalam hal ini 
memperluas lapangan undang-undang negara, atau memutuskan bahwa satu lapangan yang 
tentmya rnalahan tidak termasuk didalam lingkungan undang-undang. Lihat. Soehino, Ilmu 
Negaro, Yogyakarta Liberty, 1999, hlm, 2 16 

lS2 Wirjono Projodikoro, Astr.s-Asa.~ llrnu.. . .. . . . . . . . 0p.Cit. tllm 67 



yang berada ditangan satu orang akan merljadi penyebab utama terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat15', E. utrechtlS 

sebagailnana yang dikutif ole11 Seohino lnengkrikitik L..J. Laski yang 

mengemukan bahwa pandal~gatl H.J. Laski yang delnikian cenderung akan 

lnembawa pe~ncrir~tahan terjebak pada kekuasaan yang absolut, di~nana 

menurut beliau pandangan bahwa pandangan Laski tersebut sesungguhnya 

mengarah pada kekilasaa~l yang berada di tangan sat11 badan tertentu yaitu 

kekuasaan badan pembuatan ~ n d a n g - u n d a n ~ ' ~ ~ .  Namim demikian beliau 

lnenyatakan bahwa 'l'rias Polrticol sebagailnana ajaran Montesquieu 

tentang pemisahan kekuasaan yang ti~ji~an i~tamanya adalah adanya 

pelnbatasaan kekuasaan raja yang ce~lderi~llg bertindak sewenang-wenang, 

justru merupakan bentilk lain dari pelnindahan kekuasaan kepada badan- 

badau negara yang ada yang tidak dapat diawasi oleh rakyatnya, mengingat 

dalam negara hukum modem sekarang ini, alat-alat kelengkapan negara 

akan selalu darl harus diawasi serta mempunyai susunatl yang bersifat 

hierarchres, selain itu ajaran trius political tersebut tidak dapat selaras 

dengan ajaran kedaulatan rakyat, beliau pill1 ~ne~lyatakan bahwa ajaran trias 

153 S.F. Marbun, Pcrodilon Adrvinisrrosi ... ..op.cil. hlln X 
Menurut beliau bahwa ujararl triu politicat Montesquieu mengadung banyak 

kelemahan, dirnana dalarn ajaran tersebut mengakibatkan adanya badan kenegarm yang tidak 
dapat ditempatkan dibawa pengawasan dari badan kenegar'm l innva sehinEadatam prakteknya 
karenabadan-bana kenegarann tersebut scjajnr bcrakibat pada kckuilsm dill1 kcwenanpan Iidd- 
dapat saling rnelampaui, sehingga kerjsarna badw keneguaan akan sulit dilakukan, sebagai contoh 
adalah Arnerika Serikat, dimana kekuasm pernbuatan undang-undang diserahk'm kepada kongres 
yang terdiri dari Dewan PenvJilan U y a t  dan Senat, sernentara kekuasaan pelaksanaan undang- 
undmg diserahh kepada Presiden dan kekuasam pengawasan diserahkan kepada Pengadilan 
(supreme court) tetapi dalarn pelaksanaannpa ketiga kehuasaan tersebut saling mengawasi (Checks 
and balances), dimana ketiga kekuasaan tersebut selalu terdapat keseimbangan dalam keadaan 
tertentu Sehingga ajaran trias political tersebut tidak dapat diiaksanakan secara konsehen dalam 
pada negara-negara modem saat ini. Libt  Soehino, Ilmu ... ... ..op.cit. hlm. 216-219 

Is5 ibid. hlm 2 17 



yolirical dalarn negara Iiukum modem, baik negara Iiukun rechtsstaat 

maupun negara hukum rule of law tidak mungkin untuk dilaksanakan 

secara konsekuen dala~n artian bal~wa badan atau organ negara tidah hanya 

diserahi dengan satu kekuasaan tertentu saja, tetapi kadang kala lebih 

daripada itu. 'j6 

C.2. Adanya Persamaan Dimuka H~liaiii 

Pada mulanya negara tidak dapat digugat karena negara dianggap 

sebagai bent ilk inenefestasi dari kekuasaan Tulian dimuka bimi, pandangan 

semacam ini dilatar belakangi oleh anggapan bahwa negara merniliki hak 

istimewa, dirnana negara dipandangan lnemiliki kekuasaan tertinggi dan 

tidak ada kekuasaan yang dapat mengenyanpingkannya, tidak terkecuali 

hukum. 

Panda~igali demikian banyak dipengarulii ole11 ajara~i kedaulatan 

negara yang dipelopori ole11 Bodin, tlegel dan ~ e l l i n e k . ' ~ ~  Ajaran demikian 

sudali lama ditinggalkan sejak lahirnya teori kedaulatan liukum yang 

dipeloyori ole11 Krebbe dan Immanuel Kant dan teori kedaulatan rakyat 

(Jon11 Locke da~ i  J. J. Rousseau). 

Asas persaillaall diliadapan liukum ((lie ec/uuli/y f)q/i)re of law) 

merirpakan salah satu asas venting dalaln llegara liuku~n"", dilnana setiap 

tindakan yang menimbulkan kenlgian pada orang laill dapat di tuntut 

pertanggungjawabanya dimirka pengadilan, tidak terkecuali tindakan yang 

'56 ibid. hlm 2 17-219 
15' S.F. Marbun, Perndilnn Adminisrrnsi ... op.cir. hlrn 152 

Ibid. hlm 152 
101 Loc.cir. hlrn 15 1 



ditilnbulkan oleh pemerintali."'"andangan yang menyatakali adanya 

persamaan keduditkan setiap orang dihadap liukum dan pemerintahan, 

secara riormatif dan elnpirik menjadi prinsip dasar bagi terwujudnya negara 

hikiun, dimana segala bentilk sikap dan tindakan yang dikriminatif dalam 

segala bentuk dan ~nanifestasinya dihkui dan dinyatakan sebagai sikap dan 

tindakan yang terlaralig. lo" 

Dalan panda~igan deinikian setiap warga negara memilik 

kedudukan yang sama, untuk dapat perlakuan dan berperan akti dalam 

penyelenggaraan negara, J. F. Sthall menyatakan bahwa negara yang 

merupakan manesfestasi dari kontar social sudah seharusnya diminta 

pertanggungjawabannya dala~n penyelenggaraan kekuasaan yang 

diamanatkan oleh rakyatnya, lial ini menunjukan bahwasannya dalarn 

kontek de~nikati negara da~i  rakyatnya sama-sama ~nerniliki kedudukan 

yang seimbang dan salna dihadapan hukum. 

C.3. Adanya Perlindungan Terhadap IIAiM 

Sebagaimana telah disingbmng dibagian muka, bahwasamya 

Perlindungan terhadap hak-hak asasi malusia rnenjadi prasyarat utama bagi 

berdirinya negara hukit~n"~. John Locke ( 1632- 1704) sebagaimana yang 

dikutif ole11 S.F. Marbun merumuskan suatu tiksi bahwa rnanusia sejak 

'02 Ibid, hlm 152 
103 Jimmly Assiddiqie, Korwtitusi.. . . . . . .op.cit. hlm 124 
104 Di dalam Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menyatakan bahwa: Kami 

menganggap hal-hal ini sebag~i kebenaran-kebenaran yang sudah jelas dengan sendirinya: bahwa 
semua orang diciptakan sarna; bahwa mereka dikaruniai oleh Penciptanya hak-hak tertentu yang tak 
dapat diganggu-pugat; bahwa di antara hd-hak ini'terdapat hak untuk hidup, hak kebebasan, dan 
hak untuk mengejar kebahagiaan. Bahwa untuk mengamdan hak-hak ini, dibentuklah 
pemerintahan-pemerintahan di antara manusia, pemerintahan itu memperoleh kekuasaan sah 
mereka dari persetujual orang-orang yculg diperintnhperiksa konstitusi Amerika Seriht. .. 



iahir menurut kodratnya me~niliki hak ala~ni (Hak asasi), alltara lain hak 

hidup, hak milik, kebebasan dan kemerdekaan"" unsur-unsur yang ada di 

dalam negara hukum Erofa Kontinental (rechtsstaat) tnaupun negara 

hukurn anglo saxon (rule of' law) mengl~endaki adanya perlindungan dan 

perl~onnatan terl~adap hak-hak asasi ~nanusia'~'. Menurut deklarasi PBB 

tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal menjelaskan 

bahwasanya seperangkat I.iak-hak dasar' manusia menjadi kewajiban setiap 

bangsa atau negara ulltitk melindungi dari rnengh~nnatinya'~". Hak-hak 

asasi manusia memiliki arti penting bagi terciptanya negara huk~un, dimana 

perlindungan hak-hak asasi rnani~sia menjadi dasar bagi pengaturan 

hubungan negara dan warga ncgasanya dan hubungan antar warga negara. 

Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia di latar belakangi oleh 

tindakan penguasa (raja) yang seringkali tidak mengindahkan hak-hak 

dasar tersebut, pengakumn dan penghonnatan terhadap hak-hak asasi 

manusia tersebut, melahirkan keinginan untuk memberikan pembatasan 

terhadap kekuasaari yang absoli~t dan mewajibankan negara untuk 

menghormati dan menjamin hak-hak warga negaranya16', kesadaran 

demikian menlpakan keinsyafan masyarakat terhadap harga diri, harkat dan 

martabat kernani~siaann~a~"~. 

Io5 ibid, hlm 5 
ibid, hlm 8 

'60 Asykuri Ibn Chamim Dkk, Pendidikan Kmnrganegarnan. Yogyaliarta, Majelis 
Pendidikan Tinggi, Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Edisi Revisi 
2003, hlm 372 

161 S.F. Marbun, Peradilnn ndministrnsi.. . . . . . . . op.cit hlm. 20 
Rarndlon Naning, Gatrn ... . .. . . . . . . Op.cit hlm. 98. 



Sejak Nabi Musa.As, di utus untuk lnelnerdekakan kauin Yahudi 

dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya 

penegakan hak-haknya dalam ineinbela keinerdekaan, kebenaran dan 

keadilan'63, dalam perkembangannya hak-hak asasi manusia ini menjadi 

sesuatu yang sangat penting, inengingat kekuasaan yang absolut raja-raja di 

hampir seluruh belah dunia memerintah secara sewenang-wenang, di 

Inggris pengakuan terhadap hak-hak asasi lnanusia di tulis di dalam tiga 

naskah penting, pertama, Magna Charra (1 21 5 ) ,  kemudian Habeas corpus 

act (1679) dan Bill of rights (1689), seinentara inenim~t Jonh Locke, 

Montesquieu dan J.J. Resseau merumuskan hak-hak asasi manusia 

meliputi: 

1. Kernerdekaan atas diri sendiri 
2. Kemerdeka'm beragama 
3. Kernerdekaan berkurnpul d u i  berserikal 
4. Hak write r?f'hobeo.v cor 1r1t 
5. Hak kemerdekaan press RJ. '  

Sementara dalam rumusan declaration des droits I'homme et du 

citoyen, tahun 1789 hak-hak asasi inanusia dirumuskan sebagai berikut: 

Mallluk di lal~irka~ ~ ~ ~ e r d e k i l  d u ~  Letilp rr~ertlckil. 
Manusia rnernpunyai hak yang s a n a  
Manusia rnerdeka berbuat sesuatu tanpa rnerugikan pihak lain 
W x g a  neglua mempunyai hak sarna dim rnenipunycli kedudukan dan 
perkerjacm urnurn. 
Mmusia tidnk bole11 dituduli dm1 dilalgkap selairl lllenurul undang-undany 
Manusia rncrnpunyoi kerncrdckxm agarnil dnn kcpcrca)mn 
Manusia bebas n~erigeluarkati pikirnn 
Adanya kebebasan surat kabar 
Adanya kernerdekiun bcrsii~u d m  berapat 
Adanya kebebasan berserikan d m  berkurnpu~"'~. 

Ibid. hlm 99 
Ibid, hlrn. 105 

16' /bid hlrn 105 



Perlindutlgan dan jamillan terhadap hak-hak asasi ~nanusia lnemiliki 

relevansi yang sibvifikan ciengan negara niiici~m, karena perlindungan 

terhadap hak asasi ~nanusia akan mendorong terciptanya lnasyarakat yang 

egaliter dan memahami perbedaan secara benar. Hak asasi yang 

dicanangkan oleh PBB pada tahun 1945 yang diterima secara fonnal oleh 

sebagian besar negara-negara di dunia pada tahim 1948, termasuk 

Indonesia, mendudukan nilai-nilai kemanusiaan menjadi sumber pokok 

dalam perlindullga~l dan jani11a.n terhadap hak-hak asasi manusia 

sebagai~nana yallg dicantiinkan dalani deklarasi Hak-hak Asasi Manusia 

(DIJHAM) dan kovenan tahim 1966 tentang hak-hak sipil dan politik serta 

hak-hak ekonoini, sosial budaya dala~n sebuah negara. 166 

Jan Materson, salah seorang anggota Komisi Hak-hak Asasi 

Manusia PBB rnerumuskan pengertian hak-hak asasi manusia sebagai 

"human righr could be generally dfenes as those rights which are inherent 

in our nature and which we can Not live as human being" (hak-hak yang 

secara inheren melekat pada diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak 

dapat hidup sebagai ~na~nis ia ) '~ '  

Berbagai peristiwa pelanggaran Nak-hak Asasi Manusia, baik yang 

dilakukan ole11 wttryu rleynrtl Lorl~uilup wtrrga ~ ~ e y u l a  Idnnytl. moilpiin yavg 

166 Pengojaron HAM di ,fikulrcrs fiukurn I'crJcr perguruon 7'inggi Ncgari dun Jbasra, 
Yogyakarta, 30 Mei-2 Juni 2005, hlm I 

'" Dalan~ pengertiar~ irli m d a  di dalam HAM tcrkn~dung, I )  bilhwa HAM merupakan hak 
alarni yang melekat pada diri manusai sejak ia dilahlrkan ke dunia, dimana hak alami adalah hak 
yeng selaras denim kodrat manusia sebagai insan yang merdeka yang beralial budi dan berpri 
kemanusiaan. 2) HAM merupakan instrumen yany menjaga harkal dan mertabat manusia selaras 
dengan kodrat kemanusiaan yang 'luhur, dimana tanpa HAM manusia ti& &an dapat hidup selaras 
dengan harkat dan marlabat kemanusiaannya sebagai mahluk tuhan yang paling mulia Lit 
Asykuri Ibn Chamim Dkk, f'cndidiknn ... ... ... op.cit, hlm 370. 



dilakikan oleh negara terl~adap warga negaranya, berupa penculikan, 

pembunuhan, penganiyaan, dan tindakan amarkis serta berbagai bentuk 

tindakan diskriminatif dan pemaksaan kehendak terhadap pihak yang tidak 

berdaya menjadi gambaran betapa hak-hak asasi manusia tidak 

inendapatkan perlindungan dan jaminan yang ~ne inada i '~~ .  

Fenomena selnacam ini menunjukan bahwa pelanggaraan terhadap 

Hak-hak Asasi Manusia yang terjadi disebabkan ole11 lemah dan rapuhnya 

faham negara liuku~n it11 sendiri, ironisnya ha1 ini terus belangsung tanpa 

ada upaya yang nyata dari negara untuk melakukan perbaikan terhadap 

orentasi negara hukum yatig dicita-citakan, sehingga tidaklah berlebihan 

jika muncul pandangan bahwasanya kondisi demikian justru diciptakan dan 

dipertahankan oleh penguasa i~ntuk ~ne~npertal~ankan dan melanggengkan 

kekuasaannya. '" 
C.4. Adanya Proteksi Konstitusi 

Konstiti~si dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehidupan 

politik secara pennanen, berfungsi le~nbaga intennediasi dalam mengatur 

hubullgan antara pemerintah dan rakyat menjadi ha1 penting bagi 

penyelenggaraan ilegara hukum. Pandangan tersebut identik dengan negara 

hukum, karena pada prinsipnya, pandangan semacam ini mempi~nyai tujuan 

yang saina dalam ~nenc~ptakan ketertiban dan kepastian hi~kum. Konstitusi 

dalan konteks ini harus jugs dipahami sebagai mekanisme prosedural 

Ddam kontek ke Indonesia tindakan kekarasaan yang dilakdan oleh negara terhadap 
warga negaranyq seperli kasus Tanjung Priok, Penculikan Terhadap Aktifis Mahasiswa dan Ahifis 
HAM Yang Terkahir Adalah Pembunuhan Terhadap Munir. dan banyak Iagi kasus pelanggaraan 
HAM yan sampai saat ini tidak tersentu oleh hukum.. . . . . .. ihid, hlnl 406 P . .  ' rhrd, hlm 407 



untik menjamin berianjumya ketertiban politik dan kepastian hukum. Dari 

sinilah kemudian diterima suatu kredo universal tentang keniscayaan 

hubungan antara negara hukum dan konstitusi, dimana keduanya saling 

mengisi dan saling meinbutuhkan, dengan demikian maka jelaslah bahwa 

konstitusi ~nenlpakan nunusan histories nonnatif ~mtuk menjaga dan 

menjarnin hak dan kebebasan individu dari hambatan dan tekan-tekanan 

kekuasaan 17' 

Ssi Soe~nantri, dengall atengutif Mr. JG. Stee~ibeek inengemukan 

inuatan ~nateri pokok konstitusi meliputi: 

I .  Jaminan hak-hak asasi lnariusia dan ke~vajiban-kewajiban asasi manusia dan 
warga negara 

2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat rnendasar 
3. Pernbagian d m  pernbatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat mer~dasar.'~' 

Hennan Heller dalam bukunya Ver/us.nlehre yang dikutip Moh. 

Kusiiadi dan Biiitatl R. Saragih inenyatakali bahwa konstitusi jauh lebih 

luas dari sekedar ilndang-undang dasar, dimana inenurut beliau konstitusi 

diklasifikasika~~ sebagai berikut: 

I. Konstitusi sebagai pengertian sosial politik, di sini pengertian konstitusi 
belum rnerupakan pengertian hukum atau sebatas cermin keadaan sosial 
politik banpa itu sendiri. 

2. Konstitusi sebagai pengertian hukum, dalam kelompok pengertian ini 
keputusm-keputus rnnsywakat dijadikm suatu perurnusan Normatif yang 
kernudian harus berlaku gchorcn. 

3. Konstitusi sebagai suntu peraturan hukum, pada tahap pengertian ini 
konstitusi ndalah si~atu peraturan hukum yang tertulis, dengan demikian 
undang-undang dasar addah bagian dnri konstitusi bukm sama alau ~ e t a r a ' ~ ~ .  

170 A. Rahmat Tolleng, Dinomiko l'olirik ... . op.cit. hlm 2 
171 Sri Soemantri Marlosoewignyo, "Konsrifusi ... ... op.cit hlm, 7 
'* Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih, Ilmu ..op.cit hlm 140 



Se~nentara Leon Duguit yang dikutip Abu Daud Busroh menyatakan 

"Konstitusi bitkan hanya sekedar berisi kumpulan Norma-Noma dasar 

sebagaimana undang-undang dasar saja, nalnun berisi pula struktur negara 

yang nyata-nyata ada dalam m a ~ ~ a r a k a t " ' ~ ~ ,  tidak jauh berbeda dengan 

Leon Duguit, Uber Verfdssungwesen lnengelnukan pengertian konstitusi 

sebagai : 

I. Berdasarkan pemahaman sosiologis atau politis, kostitusi adalah synrhese f&or 
kehuatan yang nyata dalam masyaralrat. 

2. Berdnsarkan pemahaman yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang memuat 
semua bangunan negara dan sendi-send, pernerintahan" "' 

Sementara Carl Schmitt mempunyai pendapat berbeda mengenai 

konstitusi, rnenurut beliau ko~istitusi lnemiliki empat macan arti yaitu: 

1. Konstitusi dalam arti Absolut, yaitu ikatan sang mencakup seluruh keadaan 
atau struktur daliim negara tersebut, misalnya suatu negara dalam 
kontitusinya berhham demokrasi maka kostitusi tersebut akan' dengan 
sendirinya melarang atau mencegah faham selain hham demokrasi. 

2. Konstitusi dalam arti relatif, oleh karena konstitusi merupakan naskah 
penting dan tidak mudah untuk merubahnya maka untuk menjamin kepastian 
hukum hal-hal yang dianggap penting oleh Negara telah dimasukkan 
kedalarn konstitusi tersebut. 

3. Kostitusi dalam arti positif, dalam pengertian ini konstitusi merupakan suatu 
komitmen tertinggi rakyat yang tergabung dalam sebuah negara. 

4. Konstitusi ddam arti ideal, segi ideal ini h e n a  lahimya suatu konstitusi 
berawal adanya gagasan agar penguasa tidak berbuat sewenang-wenang 
terhadap r d y a  dan konstitusi mengandung arti sebagai wadah yang 
menarnpung seluruh kehendak rakyat negara ter~ebut"~ 

Dilihat dari fimgsinya konstitusi m e n i ~ n ~ t  Moh. Kusnadi dan Bintan 

R. Saragih dibedakan menjadi, 1 )  Membagi kekuasaan dalam negara, 

dirnana Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan dibagi menjadi 

Abu Daud Busroh, Ilmu negara, Jakarta : Burni &ara 2001, hlm 96 
174 Ibid. hlm 99 
'75 Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, IItn11 ... .. op.cit. hlm 144 



eksekutif, yudikatif dan legislatif dan 2) Membatasi kekuasaan pemerintah 

atau penguasa suatu negara17' 

Pada dasarnya prinsip utarna konstitusi adalah menjamin adanya 

kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara, dirnana konstitusi 

bertalian dengan pernberian batas-batas legal kekuasaan negara dan 

menjamin bahwa tidak akan terjadinya kekuasaan yang absolut dan 

sewenaug-wena~ig. A.A.H. Striycken sebagai~iialia yang dikutif oleh 

Taufiqurrohman menyatakan bahwa konstitusi merupakan dokumen formal 

yang berisi; 

1. Hasil perjuangan politik bangsa di wdtu yang lampau 
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa 
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik unt* ~vaktu 

sekarang maupun untuk rnasa yang akan datang 
4. Suatu keinginan dimann perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak di 

177 pimpin. 
Adanya pembatasan dalam pengatiran prosedur yang ketat terhadap 

sejumlah kebebasan dan hak-hak yang melekat baik pada negara maupun 

warga negaranya rnerljadi bagian penting dari konstitusi, dimana ha1 ini 

kemudian dirirmi~skan dala~n sebuah konstitusi yang mengikat seluruh 

elemen bangsaI7'. Menurut Jirnly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutif 

oleh Taufiqiurohman ~nenyatakan baliwasa~~ya konstitusi berfungsi: 

1. Fungsi penentu dm pembatas kekuasaan organ negara 
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antnr organ negnra 
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga 

negara 
4. Fungsi pemberian atu sumber ligitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun 

kegiatan penyelangarazan lembaga negara 
5. Fungi penyalur atau pengalihan wewenang dari sumber kekuasaan yang asli 

(yang dalarn sistem demokrasi adalah rdynt) kepndn organ negara 

'76 ibid. hlm 1114 
'77 Taufiqurrohrnan. Prosedur lJeruhahari op.cit Hlm 22-23. 
'7"hrd.hlm 6 



6. Funyi simboiik sebagai pemersaIu (symboi OJ uniryj, sebagai rujukan 
identitas dan keagungan kebangsaan (idenrity uf'narion), serta sebagai cenrer 
of ceremony 

7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyakat (social conlrol), baik dalam 
arti sempit hanya terbatas dalam bidang politik maupun dalam arti Iuas 
mencakup bidang sosial dan ekoNomi 

8. Furigsi sebagni sumla rekayasa dai  pe~nbaharuan masyaraliat (social 
engineering atau social refi)~'rn)'~" 

Mengingat konstitusi merupakan rumusan yang memuat tujuan 

sebuah negara dan lnenjadi liukum dasar, maka sudah sepatutnya dan 

sewajamya jika konstitusi lnenjadi slunber penting bad terbentuknya 

hukiun yaig lebih rendah, Hans Kelsen dalam Stufenbau teory 

mengemukan bahwa Norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan 

liirarki, beliau juga menyatakan bahwa konstitusi suatu negara biasa juga 

disebut sebagai "Hukum Fundamental" negara yaitu dasar dari hukurn 

nasiona~'~~) ,  selaras dengan pendapat Hans Kelsen, Halls Nawiasky 

mengldaifikasikarl hirarki lii~kum menjadi: 

1. Tinght pertama yaitu Norma fundamental negara dau Norma dasar atau 
Norma perlama (sraa!fundamentalNorm) 

2. Tingkan kedua yaitu Norma dasar negara, aturan pokok negara atau konstitusi 
(slaar.sgrtmJ~eserz) 

3.  Tingkat ketiga yaitu Norma terlulis alau u~idmig-undang atau Norma hukum 
kodait (jbrmell geserz atau gesetzesrechrs) 

4. Tingkat keempat yaitu aturan pelksana dan aturan otoNom (verordnung dan 
ourollome sarzung) "' 

K.C. Wheare sebagaima~ia yalig dikutif ole11 Su~nali membedakan 

kosntitusi dalaln arti luas (wider sense) yaitu keseluruhan sistem 

pemerintahan disuatu negara berupa kumpulan aturan yang menetapkan 

dan mengatw tentang pemerintahan da l  konstitusi, selnentara Konstitusi 

'79 Taufiqurrohman, Prosedur.. . . . . op.cit. hlm 48-49 
'*O Ibid, Hi m 19 
'" Idem. Him 49 



daiam arti seinpit (narrower sense) inerupakan sekumpuian peraturan yang 

rnengatur pemerintahan yang disusun dalam suah naskah atau suatu 

dokuinen forma11n2. 

Sementara Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragh, Konstitu merniliki 

sifat sifat yaitu rigid (kaku) dan fleksibei (lentur)", untuk rnembedakan 

konstitusi yang bersifat rigid atau bersifat fleksibel tergantung tiga ha1 

antara lain, 1) Tingkat kesuiitan untuk meruball konstitusi tersebut, 2) 

Mudah atau tidaknya konstitusi menyesuaikan diri dengan perkembangan 

zaman, dan 3) Tergantung kekuatan nyata dalam rnasyarakat, kekuatan 

nyata yang dimaksud adalali kekuatan yang secara politis berk~asa'*~, ha1 

ini kemudian dipertegas oleh C.F. Strong yang dikutip oleh Abu Daud 

Busroh "Konstitusi atau u~lda~ig-undatig dasar bersiFdt rigid sehingga 

prosedur perubahannya berbeda dengan prosedur perubahan terhadap 

undang-itndang, sementara konstitusi yang bersifat fleksibel prosedur 

perubahannya sama mudahnya dengan merubah ~ndang-undan~ '"~~,  

sernentara inenun~t K.C. Wieare dalam modern consfulions perlunya untuk 

mempersilit perubalian terhadap konstitusi, ha1 ini merupakan upaya yang 

dilakukan dalam melnpertahankan konstitusi, mengingat konstitusi 

merupakan naskah penting yang bei-isi tentang sejarah perjuang dan cita- 

cita pembentukan silatu Iiegara tertentu, sehingga dalam rnelakukan 

perubahan terhadap konstitusi hams tetap mengingat dan rnemperhatikan, 

1) Ketka akan melakukan perubahan terhadap konstitusi hendaknya 

lS2 Sumali, Reduksi Kekunsnnn ... ... 0p.Cit. Hal I9 
Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, Ilmu ... ... op.cit. hlm 144 

lS4 Abu Daud Busroh, Ilmu ... .. op.cit hlm 129 



dipikukan masak-masak terlebili dahulu, 2) Rakyat hendaknya dirnintai 

memberikan pandangan atau pendapat sebelum melakukan perubahan 

Konstitusi, 3) agar ada jaminan perlindungan terhadap hak-hak 

perseorangan m a u p n  kelompok ". Mengenai metode perubahan terhadap 

konstitusi Undang-undang Dasar C.F. Strong dapat dilakukan dengan tetap 

mengingat, 1) Perubahan hendaknya dilakukan oleh kekuasaan legislatif, 

menurut pembatasan-pembatasan tertentu, 2) Perubahan dilakukan oleh 

rakyat melalui referendum, 3) pen~br~lian kcnstitusi apabila dilakukan 

didalam negara-negar serikat hendaknya dilaln~kan oleh sejumlah besar 

negara-negara bagian, dan, 4) Pen~bahan dilakukan oleh suatu lembaga 

yang kliusus dibentuk iu~tuk keperluan pen~bahan tersebut.ln6 

Dengall de~nikian maka proteksi terhadap konstiti~si inenjadi sangat 

penting, mengingat keberlaktran i~ndang-imdang bergantung kepada 

konstitusi, sehingga untuk melakukan pen~balian terhadap konstitusi 

tersebut hams inelalui prosedur yang sulit dan sangat ketat, ha1 dernikian 

dilakukan mengingat esensi dari negara hukum yang berkonstitusi adalah 

perlindungan terliadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, isi dari setiap 

konstitusi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut, negara merupakan 

organisasi kekuasaan berdasarka~i kedaulatan rakyat, agar kekuasaan ini 

tidak liar maka perlu dikendalikan dengall cara disusi111, dibagi dan dibatasi, 

serta diawasi baik oleh lelnbaga pengawasan yang mandiri dan merdeka 

maupun ole11 warga masynrakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran 

185 Taufiqurrohman, Pro.vedur , . . . . op.cit. hlm 26 
Ihid. hlm 27 



terhadap hak-11ak asasi manusia yang kernudian dituangkan dalam suatu 

aturan formal (konstitusi), seandainya iulsur jaminan terhadap hak-hak 

asasi manusia ini ditiadakan dari konstitusi, maka penyususnan, pembagian, 

pembatasan, dan pengawasan kekuasaail negara tidak diperlukan karena 

tidak ada lagi yang perlu dijainin dan dilindungi. 

Dikarenakan esensi dari setiap konstitusi adalah perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, inaka menw~tut adanya kesamaan setiap 

~nanusia di depan hukuin. Tiadanya kesamaan akan menyebabkan satu 

pihak lnerasa lebih tinggi dari pihak lainnya, sehingga akan mengarah pada 

terjadinya penguasaan pihak yang lebih tingbri kepada yang rendah. Situasi 

semacam ini apabila dibiarkan akan menjadi awal dari turnbuhnya 

tindakan-tindakan anarkis yang ketnudian bennuara pada pelanggaraan- 

pelanggaraan terhadap hak-hak asasi manusia, dan ini berarti bahwa 

redaksioner perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia 

yang terdapat dalam setiap konstitusi menjadi tidak berarti atau kehilangan 

makna' 88. 

C.5. Adanya Pcndfdikan Kewarganegaraan 

Sebagai~nana diketahui bersatna bahwasanya salah satu syarat 

penting bagi negara hukurn ada ld~  pendidikan kewarganegaraan (civic 

education), urgensi pendidikan kewarganegaraa~~ dalaln konsep negara 

hukurn menjadi sangat penting untuk segera d iselenggarakan, mengingat 

pendidikan kewarganegaraail tnerupakan saratla bagi penciptaan kesadaran 

18' Iskatnnah, Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan 
Pemerintahan Yang Baik, Hppt: ww. Yahoo.cornlartikeVjurnal Dephaml23/5/2004. hlm 5 

Is8 ibid, hlm 5 



hukum menujuh civil sosiaty, gerakan reformasi di pertengahan tahun 1998 

menghedaki perwujudan civil socaify, mengingat kemerosotan nilai-nilai 

sosial kemasyarakatan akhir-akhir ini menjadi bukti nyata bahwasannya 

pendidikan kewarganegaraan seringkali diabaikan oleh negara. Kondisi 

seinacaln ini pada alhirnya meleinal~nya kontrol lnasyarakat terhadap 

penguasa. 

Keberagaman tingkat social lnasyarakat serta tindakan penguasa 

yang sering kali memarginalisasi kepentingan-kepentingan sebagian besar 

warga negaranya pada akhirnya semakin menumbilh suburkan chauvinistic 

yang pada akhirnya mengancam keharmonisan dan pluralitas dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara'". 

Pendidikan kewarganegaraan bukan semata-mata' usaha 

menciptakan instn~itlen. untuk pasar atau i~ntitk negara, tetapi pendidikan 

kewarganegaraan men~pakan pengantar bagi warga negara untilk mencapai 

tingkat kematldirian tertentu. Fenornoile demikian membuktikan bahwa 

negara seringkali mengabaikan pendidikan kewarganegaraan yang pada 

akhirnya meposisikan warga negaranya pada posisi yang lelnah dan tidak 

berdaya Ig0, sebagai salah satu prasyarat dari negara hukum modem tanpa 

adanya pendidikan kewargar~egaraan yallg dapat melnbanti~ proses 

kematangan dan kemadirian warga negaranya maka dapat dibayangkan 

bahwasanya negara tersebut akan menjadi negara yang terbelakang. 

Asyhuri Ibn Charnim Dkk, Pendidikon ... ... ... loc.ci1, h1m.x~~-nv i i  
lgO Ignas Kleden, Renungon akhir tahun Kornpns: hppt: www.yohoo.com./negara 

hukurn/Jua, Senin, 3 1 11 21200 1 



Pendidikan kewarganegaraan (civic edzlcalion), yang 

diselnggarakan oleh negara merupakan respon penting terhadap perubahan- 

perubahan lnasyarakat ditingkat lokal maupun global, tanap itu maka suatu 

bangsa tidak akan mampu beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan yang 

terus bergerak dan benlbah cepat I". 

Morris dan Cogall lnengelnukan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan berbeda disetiap negara yang sebabkan dan dipengaruhi 

ole11 siste~n kemasyarakatannya dan idiologi 4,ang dianut oleh sebuah 

bangsa'92. Pemahaman terhadap nilai-nilai kewarganegaraan (civic values) 

melalui dunia pendidikan I~arus dapat ~nene~nukan momenturnnya, 

mengingat perkembangan local nlaupim global semakin cepat, 

~nembutuhkan respon yang memadai, urgensinya terletak pada harapan 

terhadap generasi mendatang. Kondisi selnacarn ini meletakan konsep 

multi-dimensionnl yang dijadikan dasar-dasar pengetahuan tentang 

masyarakat politik'"', mengingatp enyebaran nilai-nilai kewarganegaraan 

melalui pelididikaii kewargauegaraan selriakili urgent tnakalah sebuah 

bangsa mengalami krisis multi-dimensional. 

C.6. Adanya Peradilan Administrasi Negara 

Perbedaan yang mend:isar antara liegara Iiukt~m dalaln pandanga~i 

/~ec/~l.s.sfuul deugan I(;rlc c?/' l trro ~crlctak pada pcradilal~ administarsi 

191 . . rbrd, hlm =ii 
Ig2 Dari hasil penelitan yang dilakukan oleh banyak ahli diberbagi negara menekankan 

adanya perbedaan materi yang diajarkan, misalnya di Austarlia, mehajardan Discovering 
democrc~cy yang mencalrup pendidikan tenlong kernasyardatan, sejarah dan geogrd~, semantara di 
thailand rnenekan pada pendidikan budhaisme, di jepang pada pendidkan moral dan agama, namun 
demikian secara urnum pendididkan kewarganegaraan tersebut ditujakan untuk mencerdaskan 
kehidupan seluruh warga negaranya. . . . ibid. hlrn ~xs i i  

Ig3 ibid. hlm 44 



~ n n  
negara"', dimasukannya peradiian administrasi negara dalam konsep 

rechrssraar, dimaksudkan unruk memberikan perlindungan terhadap warga 

negara dari tindak yang sewenang-wenang negara, dimana kehadirm 

peradilan administrasi diharapkan mampu lnelnberikan perlindungan 

hukun yang salna kepada warga liegara da~i  pejabat adlninistrasi negara19', 

dalaln pandangan negara hukum (rech~sstaars) adanya peradilan tata usaha 

negara menjadi bagian penting, dimana tujuan pembentuknya selalu 

dikaitkan dengan falsafah negara yang dianut masing-masing negara . 

Menurut Prajudi Atniosudardjo sebagaimana yang dikutif oleh SF. Marbun 

menyatakan bahwa tujuan pembentukan peradilan administrasi negara 

adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang 

tepat rnenurut hukiun (rechrrnar~q) atau tepat meliurut undang-undangan 

(Wetmatiq) atau tepat menurut fungsional (efektif) dan atau berfimgsi 

secara efesien.'"" Sedangkan rnenun~t Sjahran Basah lnenyatakan bahwa 

tujuan pembentukan peradilan admiliistarasi negara adalah untuk 

memberikan penganyolnan hukum dan kepastian hukun bagi masyarakat 

nlaupun administarsi negara dalaln artiali te jaganya keseimbangan 

kepentingan masyarakat dan kepentiilgan individu'"', seliingga dengan 

demikian rnaka perudilun administrasi rregurn diliiirupkrl~i tlkan dapat 

menjaga ketertiban da~i  ketelitra~na~l serla keamaua~i dala~n pelaksanaan 

194 S.F. Marbun, Peradilan Adminisrrasi negara ... ..op.cit. hlm 5 
19' ibid, hlm 8 
'% S.F. Marbun, Peradilan Adminisrrasi negara ... .. op.cit. hlm 20-21 
'97 ibid, hlm 56 



tugasnya deini terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa 

dalam kaitannya dengan negara hukumIY8. 

Paulus E. Lotulung, inengemukan bahwa peradilan tata usaha 

negara tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

perseorangan, tetapi juga sekaligus melindungi hak-hak masyarakat, yang 

kemudian menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi perseorangan. Hak dan 

kewajiban perseorangan dalam konteks warga masyarakat hams diletakan 

secara serasi, seimbang dan selaras dengan kepentingan perseorangan 

lainnya dalam masyarakat, selaras dengan prinsif-prinsif dasar yang 

terkandung dalan falsafah negara dan bangsa yang b e r ~ a n ~ k u t a n . ' ~ ~  

Seiring dengan perkembangan konsep negara hukum modem, 

kebutithan akan jaminan perlindungan Iiukum menjadi semakin penting dan 

inultak, mengingat keterlibatan dan calnpilr tangan negara terhadap setiap 

aspek kehidupan masyarakat sangat besar, yang men~buka peluang untuk 

menyalahgwlakan kekuasaan oleh pejabat negara terbuka lebdo0.  

Peningkatan peranan pemerintallan atau negara pada semua sektor publik 

baik dalam makna kuantitatif maupun kualitatif men~pakan koensekuensi 

logis dari semakit~ kokohnya eksitentesi sebuah tlegara hukiun modern itu 

sendiri, dimana peranan pe~ner-intah yang se~nakin luas cendenlng akan 

membuka peluang bagi negara i111t11k melakukan pelanggaraan terhadap 

hak-hak dasar warga negara, sehingga diperlukan batasan yang jelas 

melalui sebuah peradilm yang secara khusus ~netneriksa dan tnemutus 

19' ibid, hlm 56 
Iskatrinah, Pebkraman Fungsi Hukwn.. ..op.cit. hlrn. 9 

200 ibid. hlm 56 



sengketa adlninistrasi negara tersebut'"', diinana perlindungan hukum bagi 

rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa 

antara pemerintah dan rakyatnya. 

C.7. Adanya Pemilu Yang Bebas 

Prasyarat lain dari negara hukum adalal~ adanya pernilihan urnum 

yang diselenggarakan secara kontinyu, ha1 ini mutlak dilakukan guna 

menghindari obslutisme sekelompok orang. Dalam banyak pandangan 

pemilihah umum menjadi penting mengingat dengan pemilu tersebut 

diharapkan adanya kontrol dari masyarakat terhadap penyelenggaraan 

kekuasaan. 

Setiap pemilu pada dasarnya adalah proses untuk membentuk suatu 

pemerintahan baru. Perubahan pemerintahan baru pada hakikatnya adalah 

I )  terjadinya rekoilfigiuasi kekuatan-kekuatan politik, sejenis penataan 

ulang kekuatan politik yang ada, dengari proses yang demikian maka 

peluang bagi perubahan konfigurdsi kekuatan politik menjadi terbuka lebar, 

dan 2) perubahan konfigurasi kekuatan politik sendiri pada dasarnya adalah 

hasil dari pembentukan kelompok-kelompok ban1 dalam masyarakat202. 

Secara gr.ris besar proses pemilu terbagi menjadi elecroral laws dan 

elecroral proccex, yang mcnurut 1)ouglas Rca scbagai~na~ia yang dikutif 

oleh Mahfud. M.D. menyatakan bahwa "rhose which govern the procceses 

by which elecroral prejirences are arriculared as votes are translated into 

mi W. Riawan Tjandra, Hilkum Acara Peradilnn 'I'aln IJsnha Negara, Yogyakarta, UAJY, 
edisi revisi 11, 2002, hlm 1 

m2 Himawan S. Parnbudi, Menuju Demokrasi Terkonsolidasi, Yogyakarta, KPI, Forum 
LSM dan Lapera, 2003, hlm 59 



distrihzctions o n  govert~mentul uzctority (ttypicaly parlemntaty seats) among 

competing political par:ies" selnentara electoral procces menyangkut 

mengenai mekar,isine yang dijalankan dala~n pemilu seperti pencalonan, 

karnpanye, cara penghitungan, penentuan hasil dan sebagainya203. 

Distrik 

Tabel 1 
PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN U M U M ~ ~  

- Hubungan antara pemilih dengan calon 
lebih dekat, karena biasanya setiap 
distrik menipwiyai jumlah penduduk 
yang tidati terlalu besar, sehingga dapat 
salng mengenal dengan baik. 

- Calon terpilih lebih bertanggunjjawab 
kepada pemilihnya daripada induk 
organisasinya 

Sistem Pemilu 

I 1 - Mendorong tenvujudnya sistem 

Segi Positif 

kecil, kerena suara pard-partai kecil 
dapat digbungkan, sehingga partai 
kecilpun mendapatkan peluatig untuk 
menduduk'm wnkilnya di parlemen 

- Sistem ini dianggap lebih repersentatil' 
kerena nieniungkinkan partai kecil 
diwakili dalm parlemen. 

Segi Negatif 

Proposional 

- Kurang cocok dengan masyarakat yang 
hetrogen, karena sistem yang demikian 
&an meniadatian partai-partai kecil yang 
mungkin jadi saluran dari kelompok- 
kelom pok masyarakat majemuk Padahal 
jumlah dari partai-partai tersebut 
digabungkan dengan pemilih lainnya 
mustahil &an memperoleh julah suara 
yang cukup banyak. 

- Memberikan peluang ketidakakuratan 
rerersentatif, sehingga bisa terhitung 
secara berlebihan (over) atau malah 

kepertaian srabil karena p a r d - p a d  
kecil yang kalah biasanya akan 
mengitergrasikan diri pada partai yang 
menang. 

- Mengokomodir sum-suuru dari partai 

. . 
kurang (under) 

lebih mampunyai hubungan 
yang kuat dengan induk organisasinya 
dibandingh dengan pemilih. Hal ini 
disebabkan pemilih hanya memilih 
garnbar bukan orang. Akibatnya 
hubungan antara pemilih dengan 
wakilnya tidak dekat bila dibandingakan 
dengan sistem distrik. 

- Sistem ini mendorong te jadinya koalisi 
antara paai-partai politik yang dapat 
mengnkibath stabilitns politik m e n j d  
terganggu bila sistem politik negara 
tersebut belum mapan. 

C.S. Adanya Yeraililun Yang Bebas Dan Mundiri 

Adanya peradilai yaig bebas dan tidak memiliak (irrdepsnden and 

impartial judicialy) hams ada di setiap negara hukum. Dalam menjalankan 

tugasnya hakim tidak boleh dipengaruhi oleli siapapuri jnga, baik karena 

203 Moh. Mahfud MD, Perkemhangan I'olirik Hukz~m; Tclaah Tenrang Konjigurasi Polirik 
Terhadap ProdukHukum Di Indonesia, Desertasi, YogvAarta, 1993 Hlm 157 

206 204 Himawan S. Pambudi, Menuju Demokrasi ... op.cit. Hlm 85 dan 88 



kepentingan politik inaupun kepentingail ekonoini2", ha1 ini berarti bahwa 

dalam melaksanakan kekuasaanya peradilan hams terbebas dari campur 

tangan lembaga negara lainnya, parameter kemandirian atau tidaknya 

lembaga peradilan ditandai dengan ada tidaknya campur tangan (intervesi) 

dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai 

upaya mempenganthi jalan proses peradilan baik langsung ataupun tidak 

langsung, dengan demikian maka kemandirian lembaga peradilan yang 

~nerupakan prasyarat penti~ig laiilnya dari negara liukum, berkenaan dengan 

ha1 itu maka peradilan dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari pranata 

hukum (legal insriltrrions) imtilk memenilhi kebiltuhan penyelenggaraan 

negara hukurn yang demokratis, ole11 karena peradilan diidentifikasikan 

sebagai pranata liitkiuii dala~ii sebunh negara huk~un, lnaka dengan 

sendirinya terdapat hubungan yang saling beikaitan antar manusia yang 

meliputi, 1 )  kekilasaan negara yang merdeka, 2) penyelenggaraan 

kekuasaan negara, 3) prosedia menerima, mernerikas, mengadili, memutus 

dan menyelasaikan sengketa antar komponen bangsa2"'. Menurut Young 

sebagaimana yang dikutif oleh sumtner yang kemudian di kutif oleh Cik 

Hasan Bisri menyatakan baliwa pranata adalali konsep dan struktur, 

sedangkan hukwn adalah pt.iinata (ittsltrliliot~), ytlrlg didtlsarkan kepada 

gagasan keadilati dan kcpatutan, yang tiikontruksikatl diln ~nencakup 

pengadilan (Courrs), perangkat hukum (sfafuloryprovision) dan sejenisnya, 

dimana lembaga persdilan berhubungan timbal balik, bahkan saling 

204 Jimly Asshidiqie, Komtitusi ... .Up. ccif. Hlm 126 
20s Cik Hasan Bisri, Perndilan Agnmn Indonesia. Jakarta, Rajawali Press, 2000, hlm 7 



tergantung (Interdependency) dengan pranata hukum lainnya, seperti 

perangkat hukum (tertulis maupun tidak tertulis), sistem hukum, polibk 

hukum dan nilai-niiai hukuin, bahkan berhubungan dengan penyuluhan 

hukum dan pendidikan h~ikurn~~'" 

Kemandirian leinbaga peradilan lnenlpakan asas universal yang 

terdapat dimana saja dan kapan saja, dengan demikian pada dasarnya 

negara huk~un dalam bentilk apapun lne~niliki persalnaan dan perbedaan 

yang kemitdian inempengal-uhi imple~nentasinya, namin demikian secara 

umum unsur-unsur negara hukum yang berlaku umum b a g  setiap negara 

hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut I ) Adanya suatu sistem 

pemerintahan negara ymg didasarkan atas kedaulatai rakyat. 2) Bahwa 

pemerintah dalaln nlelaksa~~akan tugas dan kewajibannya hanis- berdasar 

atas hukum atail perattiran penrudaug-ii1lda11gai1. 3) Adailya jaminan 

terhadap liak-hak asasi ~nanusia (warga negara). 4) Adanya pe~nbagian 

kekuasaan dalaln negara. 5) Adanya pengawasan dari badan-badan 

peradilan (reci~lerlijke cotltrole) yang bcbas dan mandiri, dalam arti 

leinbaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di 

bawah penganlh eksekutif 6) Ada~rya peran yang nyata dali anggota- 

anggota masyarukat utau wargtl ncguru untuk turut swtu mengawasi 

perbuatan dan pelaksanaan kcbijaksanaan yang dilakukan olcll pemerintah. 

7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pernbagian yang 

merata surnber day a yang diperlukan bagi keinakrnuran warga negara207. 

'" Ibid. Hlm 8 
207 Iskatrinah, Peinkmnna~~ Fungsi Hukurn ... .. Loc.cit. hlm 3 



8 A B  I I I  

DINAiviIKAh YGAhhiviBANGAN NEGARA HUKUM INDONESIA. 

A. KONSEP KENEGARAAN INDONESIA. 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelurnnya praktek 

negara hukutn senngkali mengalami pasang sim~t, tergantung pada kekuasaan 

politik yang berkuasa pada saat itu, yang seringkali menimbulkan preseden 

bumk bagi perkembangan negera hukurn itu sendiri. Pertanyaan yang 

seringkali muncul adalah apakan negara hukum yang dipraktekan dari waktu- 

kewaktu telah taat pada asas negara hukum yang sesungguhnya ? 

Untuk mendapatkan pemahaman yang konprehenship ada baiknya 

jika kita menilik ke~nbali cita-cita penbentuka~i negara Indonesia sebagaimana 

yang diperdebatka~l dalam sidang BPUPKI. Kata "cita ncgara" tncrupakan kata 

kunci dalam memahami cita negara yang I~endak dibangun saat itu, "cita 

negara" sebenamya berasal dari kata-kata " .stuutsidec". Kata ini menjadi 

popuIar antara lain karena di singgung dalaln pidato Soepomo Pada rapat 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 13ada tanggal 3 1 

Mei 1945, dimana beliau menerjemahkannya dengan "dasar pengertian negara" 

sebagaimana dikemuknkan dnlam baginn pidatonya pada tanyyal 3 1 Mei 1945 

bahwa: 

". . . , sebelurnnya kita membicarakan sod persaluan negara alau negara serikat, Republik 
atau Monarki, terlebih dahulu kta harus mernbicarakan sod yang disebut negara itu, 
negara menumt dasar pangenian apa, oleh karena segallz pernbentukan susunan negara itu 
[erganlung dari pada dasar pengertim negara (S~oorsitlee) ~ndi".*"~ 

208 M. Yamin, Noshh ... op.cit hlm 110 



Kata "ide'e" dapat diterje~naiikan dengan "cita", karena cita adalah 

gagasan, rasa, cipta, pikiran, dengan demikian kata "idde" tidak diterjemahkan 

dengan "cita-cita" karena cita-cita berarti keinginan, kehendak harapan yang 

selalu ada di pikiran atau di hati. Oleh karena itu, sebagaimana halnya kata 

LLRe~I?t~ iu 'ee7 '  di ter je~r~ahka~~ dengan "cita I I L I ~ U I ~ " ,  ~naka  penulis berpendapat 

9, 200 sebaiknya kata ".~taa/.videe" diterjemahkan dengan "cita negara . 

Oppenheim dalaln pidato pengukuhannya sebagai guru besar pada 

Universitas Leiden pada tanggal 1 8 Oktober 1893, beliau menjelaskan bahwa 

cita liegara sebagai hakekat yalig paling dalalrl dari riegara (u'e.s/uu/.s diepste 

wezen), dan sebagai sumber kekuatan yang lne~nbentuk negara-negara (de 

stalen vormende kruchl) . '  Menurut beliau cita negara ialah hakekat negara 

yang paling dalam yang dapat memberi bentuk pada uegara, atau hakekat yang 

menetapkan bentuk negara. Se~nerltara Jelli~~ek dalam bagia~i kedua bukunya 

yang berji~dul Al lgen~einr?  Sozrt~lle/7rc: ~ l r?  SI(IU/C!.\., secara ~neyakinkan mengupas 

negara sebagai bangunan rnasyarakat ( ,~e.~c~/ l .~c~/7~1/ i / ic /7~.s ( ; c ~ h i l t / r ) ,  sedangkan 

mengenai bentilk-bentuk rlegara dalam bagian ke tiga bukunya yang berjudul 

AI1ge111ine ? ; IUU/ .S~~CI~ I .S I~J IT~~ ,  I ~ I L ' I I ~ L I ~ R S  ~iegar-a sebagai oranata hukirn~ 

209 A. Harnid A t t a n h i ,  I'crnt7nn kclxr1zr.snt7 I1restiicn Rel)uhlik Inlionesin Dnlnm 
penyelenggnronn l'etnerit?mltntl Negorn; Slrntlr srlrtli nt7nlisi.s rnunget7ni kclxrrlrsnn 111-esiden ynng 
berfingi pengoruran dnlnm Krrrut7 Wt7krrr 11clrr~7 I -  I'clirc~ IV. Desertasi. Jakarh, Puca  Sajana UI, 
1000, Hlm 48. 

2'0 Ibid. hlm. 50 
2" Menurut beliau ddam aliran intergalistik, kepala negara d m  badan-badan 

pemerintahan haruslah pimpinm yaig sejnti. ddam pengertian negnra integrnlistik negara tidak 



lebih lan ju t  lnengena i  adanya t iga  teor i  a t a u  t iga  a l l ran  p ik i ran  tentang negara, 

yai tu:  

I j Teori perseorangan atau teori individualisme. dengan tokoh-tokohnya T h o r n  
Hobbes. John Locke. Jean-Jecques Rousseau. Herber~ Spencer, da l  Harold J. Laskie; 

2) Teori golong'm atau teori kclas, dcng'm ~okoh-~okohnya Karl Mars, Friedrich Engels, 
d m  Lenin; dan 

3)  Teori integrdistik, derlgari lokoh-tokohr~ya oleh Baruch Spinoza, Adam Muller, dan 
~ e g e l ~ ' ~ .  

Se lnen t a r a  S c h a p e s  tnet inci  c i ta  rlegara cner~jadi de l apao ,  yai tu:  

(I ) Negara kekuasaan (Mtrcl~t.s.sttrtrt) dengan tokoh utarnanya Niccolo Macchiaveli: 
( 2 )  Negara berdasar atas hukun (llccl~/.s.s/c~o/) dengai tokoh uhrnanya Johl  Locke; 
(3) Negara kerakyatm (volkssron~) dengan tokoh ularnanya Jean-Jecques Rousseeu; 
(4 )  Negara kelas (clnssestnm) dengan tokoh utamanya Karl Mars; 
(5) Negara liberal (liberale slczal) dengan tokoh utamanya John Stuart Mill; 
(6) Negara Iotaliter hanan ('/btnIi/eire stant vt7n rcchls) dengan tokoh utamanya Hitler 

dan Musollini: 
(7) Negara totaliter kiri ('lbmliteire stoat volt 1ink.s) dengan tokoh utarnanya M m ,  

Engels, Lenin; d m  
(8) Negara kemkmurarl (IVeIwmr/.s.~~~~ot) dengal tokot~ utarnanya para pernirnpin negara 

yang bangkit dari pcriuig d~rnia 11.'". 

S e d a n g k a n  Zippe l ius  n i e m t x ~ g i  cita I i r~kunl  kc di i la~ l l  etnp;it b;igian besar: 

( I )  Zarnan larna. tlid;il:ir~~r~~a tcrgolor~g Plitto. Arislo~clcs. darl El~ikirrus: 
( 2 )  Zarnan sej'd /\gustinus a i i  I .  d d  I C ~ I T I X U ~  p e r m u ~ m  

berkernbangnya agarla Kris~etl lie dunia aitik, y i ~ u  z;uii,u~ 'I'hornas Aquinas, 
Marsillius dari Paduib dar ie Aligheire, Luther. Zwingli. 

(3)  Zaman sejal, terbentuknya negara-negi~ra ynng berdnulnt snrnpai Revolusi Perancis, 
yang d i d a l m v a  terrnasuk Thomas Morus, Machiaveli. Jean Bodin, Thomas Hobbes, 
Althusius, SpiNoza, Rousseu, Locke, Montesquieu, Grotius, Pufendorr, Thornasius, 
Leibneis, dan \volf: 

(4 )  Zaman filsdat negara d m  lilsafat tlukum s e j d  Kant, terrnasuk Fichte, Hegel, Comte, 
Mas Weber, d m  lain-lain~l~a~". 

- - ~~~~~~~ 

bertindak sebagai seseorang yang rnaha kuasa yang mempunyai kepentingan sendiri, yang pada 
dasarnya tidak ada dualisme anlara stcrai d m  individu. dan ddak ada pertentangan susunan hukum 
staat dengan susunan hukurn individu, tidak ada dualisme smut und stnnt.fi.cie gesellsch~fi, tidak 
dibutukannya jaminan grund und.fieilteit.srechre dari individu terhadap negnrh M. Yamin, mkah 
persiapan. .. .op.cit. hlm 1 14 

2'2 ibid. hlm 5 1 
213 ihid. hlm 5 1-52 
2'4 ihid. him 52 



Bierens de ~aan" '  bertolak dari pendapat, pemikir-petnikir kenegaraan 

terdahulu mengemukakan bahwa negara adalah lembaga manusia, dan manusia 

yang membentuk negara itu, yang merupakan makhluk perorangan 

(enkelwezen) dan juga lllen~pakan rnakl~lt~k sosial (gemeenschapswezen), 

sebagai sesuatu ia tidak menyatu dan terlebiu menjadi yang lain, tetapi secara 

alamiah terdapat hubungan dan pertentangan (yamenhang en tagenstelling;) 

antara keduanya, yang masing-masing mempunyai sifatnya sendiri-sendiri. 

Perbedaan keduanya terletak pada kenyataan sifatnya yang berhadapan secara 

dialektis, yang kemudian dibangun atas kenyataan kejiwaan yang berlainan. 

Hal tersebut mengandung arti yang dalam bagi pemahaman tentang negara. 

Dilihat dari kejahuan, perorangan itu hilang dan yang nalnpak ialah kelompok. 

Nainim demikiru~, orang perorangan dan kelom pok it11 keduanya ti~erupakan 

satu-kesatuan yang orisinil dan saling bergantung. Isi kehidupan orang 

perorangan tidak dapat diperoleh tanpa hubungan kelompok. clan kelompok 

tidak dapat ada tanpa inemperhitungkan orang perorangan* l o .  

Soepotno dalani pidatonya pada tahr111 1937 ~nenyatakan bahwa hukutn 

adat dari golongan-golongan atau suku-stkt1 bangsa sel~~ruh Indonesia secara 

garis besar adalah sama, walaupun nampak dari luar berbeda tetapi pokok- 

215 Bierens de Hans menjelaskan lebih jauh, sudu  masyarakal bangsa (volkvqemeenschnp) 
mewakili kesntuan citn ynng memberikm kadar kepnda \\tawasan biuigso tersebut. Kesatuan citcl 
yang lebih dahulu berada dalaln 1,urasaal bawvah s adm~ya  duiyada dalarn akulnya yang berfikir itu 
merupakan cita nasional. Dengan demikian, untuk mewujutkan cita nasional yang menyalurkannya, 
masyarakat bangsa itu membentuk negara. Cita maqarilkat bangsa (~olk~r~emeenschnpsidee) 
tersebut kemudian rnenjadi cita bangsa (.rt(~olsidee). Alihirnya, Biercns de H m  sampai pada 
kesimpulan bahwa lilik sentral dari cila negara ialah masalh kewibawaan pernerintahan 
(owrkidsqezoq). yang menentukan lipe-tipe kewibawaan pemerinlah ialah pemikiran-pemikiran 
tentang dasar clan kewibawaan tersebut serta tujuan campur tangan pemerintahan dalam 
penggunaan kewibabvaan dimaksud.. . ibid. hlm 54-55 

Ibid. hlm 54 



pokok h u b  adat pada umumnnya sama. Beliau menegaskan apabila ada 

perbedaan antar hukum adat yang ada lianya bersi fat gradueel bukan pada 

principeel, berdasarlcan pandangan ini Seopolno dalain sidang BPUPKI pada 

tanggal 31 Mei 1945 mengemukan gagasannya tentang cita negara 

integralistik, dirnana dalam pandangan beliau negara tidak untuk menjamin 

kepentingan perseorangan melainkan kepentingan ~nasyarakatnya secara 

keseluruhan sebagai sat11 kesatuan, dr~nana negara ~nerupakan susuan 

masyarakat yang terintegral, dari berbagai golongan, segala bagian, segala 

anggotanya berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan men~pakan 

kesatuan tnasyarakat yang organik2" 

Mengenai dasar dan bentuk susunan si~atu negara Seoporno menyatakan 

bahwa ha1 it11 berhubungan erat dengan re~l~rsge.scl~ichr~' dan lembaga sosial 

(sociale slnicltiur) dari negara yang bel.sal~gkuta~l. Soeporrlo pada akhirnya 

menyimpulkan bahwa dalam negara integralis~ik atau negara totaliter yang 

dirnaksudkannya adalah riegira aka11 ingat kcpada segal;~ keadaan, hukum 

negara akan memperhatikan segala keistimewaan golongan yang bermaca- 

macam yalmg ada di I~ldo~lesia. M. Hatta pada tanggal 15 Juli 1945 ~nenegaskan 

bahwa pokok-pokok yang dikemilkall oleh Soepomo dapat d isetujui, hanya saja 

beliau lnellelitang iticIividzrali.vtne, beliuu juga ~lienge~nukan buliwasanya negara 

Indonesia yang hendak didirikan itu dasarnya adalah gotong royong dan hasil 

usaha bersama, oleh karenanya Hatta tidak sepakat dimasukannya 'droiis de 

I'homme et du ,citoyenU ke dalam UUD, karena secara prinsip hak-hak dasar 

217 Soepomo, Hidoep Hoekoem Rangsa Indonesia. Yogakarta, Madjelis Peroesahaan 

Kitab Taman Siswa: 1937, hlm 9 



memang tldak perlu dimasukan kedalam IIUD, narnim demikian mengingat 

negara Indonesia yang hendak didirikan adalah negara baru, maka Hatta 

berpendapat baliwa ada baiknya dalam salah satu pasal disebutkan juga hak 

yang sudah diberikan kepada tiap-tiap warga negara, seperti hak untuk 

mengeluarkan pendapat, berkulnpul da~i  bersidang atau menulis dan lain-lain, 

pandangan Hatta tersebut mendapat tanggap dari Soepomo yang menyatakan 

bahwa panitia kecil tidak memasukan hak-hak dasar (grondrechten) tersebut 

karena ha1 itu bertentangan dengan sistematika asas kekeluargaan yang menjadi 

asas perancangan UUD~".  

Melalui debat panjang akhirnya Soepomo mengusulkan jalan tengah, 

yang memutuskan memasukan liak-hak dasar tersebut namun dengan merubah 

redaksinya me~ijadi "kenierdekaan berserikat darl berkiuiipul.. . ." Perubahan 

yang di minta ole11 Soepo~no adalah kata "hak" yang bagi beliau 

mengasumsikan adanya pertentang antara rakyat dau negara. 

Pandanga~i Soepomo tersebut mendnpat kr-itik tajam dari Logemann 

yang me~iyatakan baliwa bilamatia orang tnembaiidi~igkan pidato Soepomo 

pada tanggal 31 juli 1945 dan rancangan UUD hasil panitia kecil yang 

dipirnpinya (rancangan A) dengall konstitusi proklamasi yang terakl~ir berserta 

penjelasan yang ditulis oleh Soepomo terhadapnya, ~iiaka ternyata bahwa 

penganlh Soepomo tidak dapat dipmgkiri, meniuut beliau cita negara 

integralistik yang dikemukan oleh Soepomo pada hakekatnya adalah cita 

negara organik yang merupakan realisasi dari konsep desa lama di Indonesia. 

Kemudian beliau mempertanyakan apakah mungkin struktur desa yang agraris 

'I8 M. Yamin, Nnshh Persinpan ... Loc.cit. hlrn 299 



dipu~dahtanamkan (overgeplant) kedalain stniktur negara modern? Selain itu 

Soepoino juga tidak inenyebutkan kata "Wibawa" (gczeg) dalam pidatonya 

tertanggal 3 1 Juli 1945, dalam inengemokan gagasannya tentang kepala negara 

yang mengandurlg persamaan dengan kepala desa sebagai orang pertarna di 

antara sesainanya, Soepoino menyadari akan dekatnya gagasan itu dengan 

ajaran nasional-sosialisme. Logemann juga mempersoalkan lembaga 

permusyawaratan yang menuju ketnufakatan dapat dipertahankan di dalam 

negara modern, meskipin Agus Salim sebagai orang Minangkabau 

mempercayai ha1 itu. Selain it11 kritik tajain Log~nann terliadap pidato Soepomo 

tanggal 31 Juli 1945 yang tidak menyinggung tentang kedaulatn rakyat, dimana 

beliau menyatakan bahwa "tertlyata dala~n kontruksi ini kehendak rakyat tidak 

memerlukan jaminan khusus", beliau juga Inenganggap gagasan-gagasan 

Soepomo yang tercantirm dalam pidatonya sebagai sesuatu yang utopis2". 

Terlepas dari sifiat i~topis jelas bahwa pt~npi~la~l negara yang bertugas 

menjaga keselarasa~l (tle i~crrt~~onrc.) da~i  membimbing pennusyawaratan 

sedapat mungkin kearali ~nufakat memperoleh kedudukan yang paling kuat. 

Kritik dsui pandangau Logelllatlll tcrsebut ~lictidapat taiggap yarig serius dari 

Ismail Suny yang ~nenyatakarl bahwa "sebagainla~la dikataka~~ oleh Logemann, 

walaupun pengan~li gagasan Soepolno tak dapilt diputlgkiri, ola~ig tidak bole11 

mengatakan bahwa Undang-Undang Dasw 1945 terutatna memakai cap 

Soepomo", menurut Soepomo bahwa kedaulatan rakyat itu tidak terjelma 

dalam DPR melainkan dalarn pribadi presiden. Ismail Suny berpendapat 

walaupun cita negara integralisti telah diajukan oleh Soepomo, tetapi melihat 

2'9 A. Hamid Attamirni, Peronnn Keputuson ... . 0p.cit. 63 



rnasuknya asas ~edaulatan rakyat ke dalaln U U D  1945, adanya kewajiban 

presiden memegang teguh UUD dan menjalankan UU dan terdapat pasal-pasal 

mengenai HAM, maka pandangan integralistik Soepolno dengan sendirinya 

tertolakZz0. 

Marsilaln Simanjuntak dala~n skripsinya ~nelnpertanyakan perdebatan 

panjang tentang konsep negara interalistik Soepomo, padahal menurut beliau 

UUD 1945 telah belaku keinbali setelah dekrit presiden 5 juli 1959, mengapa 

konsep negara inteby-alistik Soepo~no tidak muncul pada masa kekuasaan 

Soekarno salnpai dengan 1966?, menuimt beliau ada beberapa kemunglaan, 

pertama, Soekarno tidak membutuhkan alasan konstitusionalistik untuk 

membenarkan konstalasi ketatanegaraannya dan tidak inemerlukan bantuan 

penafsiran sejarah konstitusi iuituk kepentingan ligiti~nasi politiknya. Kedua 

karena dewasa ini dibutulika~i ada~iya suciut penafsiran baru setelah 

dibersikannya UUD 1945 dari konsep revolusi ~ o e k a r n o ~ ~ ' .  

Kata "penjelmaan" yang digunakan oleh Soepomo bukan 

' Verkorperung " atau "helrchantrng " bukan berati ha1 ini meraga atau 

mewijudkan diri pada presiden sebab apabila demikian Inaka MPR tidak 

melakukan kedaulatan rakyat secara penuh, Peri~elrnaan kedaulataan rakyat di 

sini hams-la11 diartikali ~nengalirnya kedaulatan rakyat melalui ~nandat MPR 

selaku pelaksana atau pelaku kedaulatan rakyat tersebut kepada presiden222. 

Indonesia secara ~nenyakiilkan menyatakan sebagai negara hukum 

hukum yang didasarkan pada negara kebangsaan yang menganut faham 

220 Ibid. hlm 69-70 
22' Ibid. hlm. 72 
222 Ibid. hlm 98 



intgeralistik, yang kernudian diwadahi dengan faham negara hukum yang 

merupakan penterjemahan langsung dari negara hukum rechtssiaal yang 

berkiblat pada tradisi negara 11uk~u-n Eropa ~ o n t i n e n t a l ~ ~ ~ ,  

B. PRAKTEK NEGARA HUKUM INDONESIA 

B. 1. Periode awal kemerdekaan 1945 -1959 

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak diprokIarnirkannya 

kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang membuktikan bahwa 

negara yang relatif muda, telah mengenal 3 (tiga) undang-undang dasar yaitu 

1) UUD 1945,Z) Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1 9 5 0 . ~ ~ ~  

Sejak era per.juangan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah 

mengikrarkan diri sebagai negara hukiun sebagai alternatif dari pemerintahan 

monarki-absolut. Di awal revolusi kemerdekaan tekad tersebut diti~angkan 

kedalam konstitusi negara sebagai blue prinl penyelenggaraan sistem 

kenegaraan. Begitu pula konstitusi ymlg gaga1 ditetapkan ole11 badan 

konstituate pada tahun 1959, bahkan kornitmen tersebut dipertegas kembali 

melalui amandemen UUD 1945 pada era refomasi sekarang ini. 

Namun demikian hampir enarn dekade Indonesia ~nerdeka persoalan 

penyelenggaraan negara hi~kiun sebagairnma yang dicita-citakan ole11 

konstitusi secara komperhenship belurn sepenuhnya dilaksanakm, sehingga 

tidak inengherankan jika dalam prakteknya, negara hukum dalam banyak 

2L7 Latar belalrang sejarah lahimya konsep negara hukum pada abad ke-I9 di Erofa 
Kontinetal, seiring dengan lahimya gagasan demokrasi konstitusional, dimana gagasan ini 
menghendaki agar dilakukan pernbatasan terhadap kekuasaan pernerintahan yang absolut yang 
dituangkan kedalam bentuli konstitusi (con.srirufional governkenr, limired~ brau 
resfrained governmenr) dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi rnanusia, lihat S.F. 
Marblm, Peradilnn Adminisfrnsi.. . . . . op.cit. hlm 10 

n4 J.C.T Simorangkir, Pencropti iJndnng-U1~dat7g 1)clsor: dilihnr dori segi ilmu hukum 
tarn negora Iru/onesin, Jdar la ,  Gunw~g agung, 1983, hln~, I 



aspek kehidupan seringkali diwarnai dengan kontroversi, inkonsintensi dan 

inkomplit yang secara bersamaan menghadirkan permasalahan rasionalitas 

negara hukum itu ~end i r i~~ ' .  

B.1.1. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. 

Dalam negara hukum pengakuan terhadap eksistensi nilai-nilai 

kemanusiaan atau hak-hak dasar manusia merupakan roh berdirinan 

kenegaraan226. Sekitar pertengahan bulan Juli 1945, di dalam sidang 

BPUPKI terjadi perdebatan tentang apakah hak-hak asasi hams 

dimasukkan ke dalam undang-undang dasar Republik yang hendak 

diproklamasikan atau tidak dimasukan? Soepomo yang merupakan salah 

seorang perumus UUD 1945 secara tegas menentang pemasukan hak-hak 

demokratis tersebut ke dalan undang-widaig dasar, dengai alasan bahwa 

ha1 itu tidak sesuai dan bertentangan dengan fttliam integralistik bangsa 

Indonesia. Pandangan Soepomo tersebut mendapst dukungan dari Sukamo 

yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia hendak mewirjudkan keadilan 

sosial, ~naka perhatian jangau hanya difoki~skan pada hak-hak individual 

semata. Pandailgan Seoporno yang rnendapat dukingan dari Soekarno 

tersebut inendapat tentangan dari M. Hatta yang secara tegas 

memperingatkan bahwa apabila hak-hak asasi demokratis tersebut tidak 

dijamin oleh undang-undang dasar d a ~  tidak di~nasukan dalam Undang- 

Undangan Dasar, maka akan ada bahaya yang mengancam keberadaan 

225 Emilianus Afandi, Menggugyrt negora: Rosionolitos Demokrosi. HAM don Kebebasan, 
Jakarta, PBHI, 2005, hlm 7 

226 ibid, hlm 7 



riegara yang deinokratis bahkan akan rnenjadikan negara Indonesia menjadi 

negara kekuasaarl yang tidak inengindahkan hak-hak warga negaranya. 

Sehari setelah diproklamirknya kemerdekaarl Indonesia, PPKI pada 

sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 n~enetnpkan UUD yang secara tegas 

menyatakan kebebasan bagi bangsanya dari segala bentilk penjajahan dan 

menyatakan perlunya perlindungan bagi selunih warga n e g a r ~ i n ~ a ~ ~ ~ ,  

sebagailnana yang dapat diternukan pada Pasal 27,28, 29, 3 1,32,33 dan 34 

UUD 1945 serta pembukaan UUD 1945 alenia I, 11,111 dan IV, namun dalam 

prakteknya perlindungan terhadap hak asasi rnanusia mengalami banyak 

sekali kejanggalan-kejanggalan yang cendening irasiona~~~', Koreksi tajam 

yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Alnir Sjarifuddin dan Menteri 

DaIaln Negeri Sudarsono pi~da bulan blare( 1946, terhadap penahanan Tan 

Malaka oleh pelnerilltallan soekarno waktu i t i ~ ,  serta penangkapan terhadap 

tokoh-tokoh oposisi, sepertl M. Yamin, Ahmad Soebarjo, Iwa 

Kusumas~linantri darl beberapa tokoh pelnuda lainnya pada tanggal 17 Maret 

1946 dengan tuduhan melakukan kegiatan oposisi yang bertiljuan untuk 

221 Dilhlan Thaib, Negoro Huk1.rm.. . . . . op. cit . hlm 29 
228 Seperli diketahui perlindungm terhadap HAM menjadi bagian penling dalam 

penyelenggaraan negara hukurn mengingat pelanggi~can ham tidak saja dilakukm oleh negara 
terhadap rakyatnya tetapi pelangggaran ham juga dilakukan oleh kelornpok rnasyarakt tecentu 
terhadap kelompok masyardat lainnya, seperti penculikan dan penyerobotan serta pembunuhan 
terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang disadari atau tidak rnerupaky kelemahan 
pemerintahan saat itu yang rnernberikan kekeuasaan kepada daerah-daerah. yhng kemudian 
dirnanfaatkan oleh kelornpok-kelompok kiri untuk rneldukan tindakan-tendakan markis tersebut, 
hal ini kemudian disadrai oleh pernerintah pusat yang dapat dilihat dari isi maklumat tertanggal 27 
oktober 1945 yang rnenyatakan bahwa ". . . kami tidak rnengijinkan rakyat bertindak sendiri-sendiri, 
segala tindakan yang bercorak nazi d m  fa is  harus dibuang ... ." Lihat William H. Frederich dan 
Soeri Soeroto, Pcrnaharnan Sejoroh Iruiunc,sia; Schelurn Don Setaltrh Revulusi, Jakarta, LP3ES, 
1982, Hlm 314-315. 



merubah struktur pemerintahan pusat dengan cara-casa inko~~stitusional~'~ 

(alasan resmi pe~~angkapan dikeluarkan setelah 2 (dua) minggu kemudian 

yaitu pada tanggal 1 April 1946).~"' serta penangkapan terhadap tokoh-tokoh 

oposisi dan pemusnahan Persatuan Perjuangan pada tanggal 3 Juli 1 9 4 6 ~ ~ ' .  

Tidak hanya sampai di situ Pembimuhan tehadapa tokoh-tokoh politik seperti 

Amir, Suripno, Harjono, Manlto Danlsman dan Sardjono, (yang semuanya 

anggota pimpinan se~nentara PKI Banl, Oei Gee Hwat dari Badan Harian 

SOBSI), serta S. Karno dari pimpinan Pesindo, Djokosi~jono, ~nantan kepala 

Biro Perjuangan di Kementria~i Pertahanan, Katamhadi, D. Mangku, 

~ o n o m a r s o i ~ o ~ ~ ~  yang terjadi antara tanggal 19-20 Desember 1948 malam, 

serta pembunuhan terhadap Tan Malaka pada tahun 19 Febuari 1949 di dekat 

Kediri, Jawa ~ i m u r . ~ "  

Menurut Moll. Mahfud. M.D deligall mengutif Edward C. Smith sejak 

tahun Mei 1952-September 19.50 (kurang Icbili 8 tahun) tidak kurang dari 

374 tindak anti pres yang dilakukan oleh I'emerintah dan tentara (angkatan 

darat) berupa teguran, introgasi, sanksi kertas, sanksi ekonomi, pengusiran, 

penyitaan percetakan, pembatasan perjalanan, pemenjaraan, pemberedelan 

229 Tuduhnn pennngkapm lokoh-lokoh lurscbut sobcrriutryii lcbih hcrnm~~an polilik daripada 
alasan hukum, ha1 ini d i sebabh  oleh tindAan Lrilis pui l  lokoh-tokoh tersebut atas semua 
kebijakan penguasa pada saat itu, yang menarik juga dalarn penangkapan tokoh-tokoh pergerdan 
tersebut adalah siakp yang diambil oleh pirnpinan rneliler saat itu, yrurg dalarn pengumumannya 
pimpinan meliter menyatakan bahwa penangkapan terhadap tokoh-tokoh tersebut bukan atas 
perintah mereka, dan yang menarik lagi addah surat penangkapan tersebut tidak ditanda tangani 
oleh Soekarno sebagai presiden. Lihat William H. Frederich dan Soeri Soeroto, Pemahaman 
... op.cir. Hlm 356 

"' William 14. Frederictl d m  Soeri Soeroto, I1c.rrtcrhtrmnn .S<j(,r~lh Indonesia, ... .op.cit. 
Hlm 356 

"' Ibid. hlm 358 
U2 Ibid. hlm. 29 
233 William H. Frederich dan Soeri Soeroto, Pemahnman Sejnrah Indonesia, ... loc.cit. 

Hlm 328 



dan lain sebagainyal3? Agaknya Sikap korektif-konstruktif terhadap 

penyelengaraan negara hukum agaknya seringkali dirumuskan oleh penguasa 

sebagai sikap menentang dan sikap peinberontakan terhadap kebijakan- 

kebijakai yang pemerintali, sehingga tindakan korektif oleli oposisi tersebut 

oleh penguasa dianggap sebagai pemberontahan kaum pengacau yang 

mengancam ketertiban umum dan keamanan nasional, sehingga adalah 

kewajiban pemerintah untuk menindak dan memberangls kegiatan-kegiatan 

tersebut sesegera mungkin2". Sikap dan tindakan pemerintah yang demikian pada 

akhirnya bermuara pada pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga 

tidak mengherankan jika perlindungan terhadap HAM dalam Negara hukum 

Indonesia tidak berjalan secara komperhenship (mtkomperI~ens/$ dan selaras dengan 

kehendak UUD 1945. 

B.1.2. Pemisahan Kekuasaan 

Dala~n khasanali ketatanegaraa~l I~ldorlesia, praklek negara hukum 

Indonesia tidak sepenuhnya menganut filllam lrius poli~icul sebagaimana 

yang diru~nuskatl ole11 Monstique, UUD 1945 ketika dirancang dan 

dirumuskan, paradigma pemikiran Montesquieu tersebut diperdebatkan di 

antara para anygota RPUPKI, tennasuk Soepoino snlah sat11 tokoh yang 

sangat meyakini bahwa UUD 1945 tidak perlu menganut ajaran pemisahan 

kekuasaan menurut pandangan Montesquieu, menurut beliau l'rias Political 

akan bertentangan dengal konsep negara intergalistik. Termasuk penolakan 

23 4 Moh. Mahfud MD, I'crkemb~mngon Polilik.. . . . . . . hlrn 124- 125 
23s Jacques Leclerc, Atnir ,Sjrrrifirtltlit~ Anrclrc7 Negc7rcl dtm Revohrsi, Hppt:.www. 

Yahho.com/artikeVnegarahuk~rm/O/ 12/2000. ha1 3-5 



beliau atas usulan 1 Ya~nin agar ivlalikamah Agung diberikan 

kewenangan untuk inelakukan jtldicial review terhadap materi UU, dengan 

alasan bahwa ULID 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, 

sehingga MA tidak mungkin diberikan kewenangan menguji materi UU 
! 

yang merupakan produk lembaga lain. 

Kehendak untuk membentuk lembaga konstitusional sebagaimana yang 

diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai bentuk dari pemisahan kekuasaan 

terus saja menjadi perdebatan, pe~nerintah melalui niaklurnatnya tertanggal 

14 November 1945 tentang pelnbentukan kabinet baru (kabinet ke-11), pada 

alenia ke-4 menyatakan bahwa "tindakan-tindakan yang demokratis yang 

lain yang segera l iar~~s dijalankan ialah lnengadakan pemilihan umum, 

supaya wakil-wakil rakyat yang terpilih dengan merdeka dapat mengambil 

bagan yang tepat dalam menjalankan politik pemerintah dan menentukan 

haluan negara", walaupun dalam UUD 1945 tidak secara tegas ~nenyatakan 

bahwa perlu ad;ttiya pen~isalian keku;tsaan, namun semangat untuk 

melakukan pemisahan kekuasaa~i negara sudah ~nenjadi cita-cita para 

pendiri bangsa saat itu. 

Pandangan deniikiari sebenamya sudah ada jauh sebelun~ Indonesia 

merdeka, Soekarrio dala~n pidato~iyit di sidang HPIJI'KI tanggal 1 J u l i  

1945, secara implicit menginginkan adanya peniisahan kekuasaan dalam 

negara yang hendak diwujudkan, beliau menyatakan bahwa: 

"Saya yakin syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyabvaratan 
perwakilan ... jikalau rnemeng kita rakyal islam, mxilah kilo bekerja sehabat- 
hebatnya, agar kursi-kursi badan penvakilan raL,yat yang kita adlan ,  didudui oleh 
urusan-utusan islam.. . kalau misalnya ki~a orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter 
di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia menurut injil. bekerjalah mati-matian, 



agar supaya sebagian besar daripada utus'm-uiusan yang masuk dalam badan 
penvakilan Indonesia adalah orang ~ r i s t e n " ~ ' ~  

Pada masa UUD 1945 periode pertama, intuk menyelenggarakan 

pemerital~an negara di belitilk sebuali Komite Nasiolial Indonesia yang 

bertugas membantu presiden dan wakil presiden, yang didasarkan pada 

pasal I1 aturan peralihan UClD 1945, dimana anggota-anggotanya di pilih 

dan di lantik oleh presiden, yang dalam perjalannya diberikan kewenangan 

unti~k menjalankan fiulgsi-hngsi dan kekuasaan ~egislatif.~" Setelah di 

keluarkamya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 kedudukan 

Kemite Nasional Indonesia tersebut disainakan dengan lembaga legislatif, 

yang me~ljalalka~ hngsi-fiulgsi sebagaiinana layaknya le~nbaga legislatif. 

Ketika Indonesia mengubah bentitk dan susunan negaranya menjadi 

negara serikat, dimana anggota parlelnen KIS 1 049 juga tidak didasarkan 

pada pe~nilu,23x telali n~eletakan kekuasaau eksekutir me11,adi satu-sat" 

peinegang kekiiasaan yang tidak tak I~~-baIils, serta riicndi~dukan Komite 

Nasional Indonesia (yang dibentuk ole11 PPKI. dall di lantik ole11 presiden 

pada tanggal 29 Agusti~s 1945) sebagai pembantu presiden yang 

sepenuhnya bergantung kepada kehendak presiden, lebih-lebih presiden 

seringkali campur tangan dalam kekuasaan yudikati?"", seperti intervensi 

yang berlebihan dalam pembentukan UU No. 19 tahun 1964 tentang 

236 Moh. Mahfhd. MD, Perkembongan ... .op.cil. hlm 137 
Ibid. hlm. 141 
Ibid. Wm 140 

239 Ismail Stmy, Pergeseron ... op.cir. hlrn 49 



Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiirran dan U U  No. 13 taltun 1965 tentang 

Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. 

B.1.3. Setiap Tindakan Pemerintah I-Iarus Taat Dan Tunduk Pada 
Hukum 

Dalam negara httkurn selnua tinda~an peinerintah sudah harus tetap 

berada pada koridor atau norma-norma atau kaidah-kaidah negara hukum, 

namun dala~n prakteknya, seringkali peinerintd~ bertindakan di luar koridor 

atau norma-norma dasar yang di atur oleh konstitusi, seperti halnya, 

diterbikannya Maklulnat Wakil Presiden No. X Tahun 1945, yang merubah 

bentuk pemerintahan presideilsiil ~nenjadi pemerintahan yang parlementer 

(pasal 1 ayat 1 UUD 1945), selain itu Perpres No. 6 tahun 1946, yang 

banyak mendapat tentangan dari anggota BP-KNIP dalam sidangnya yang 

diselenggarakan di Solo pada tanggal 6 Januari 1 9472"', serta sidangnya di 

Malang pada tanggal 25 Fehuari I 94724'. 

240 Keberatan yang diajuklu~ ole11 BP-KNIP tersebut didmarlion alasm-dnsm pertama 
karena hanya ditanda tangani oleh presiden sendiri, tanpa ditandatangani oleh menteri yang 
bertangslngjawab di bidang itu, padaha\ menurut sislem ymlg berkdu pada saat ilu (sistem 
pertanggungjawaban menteri) setiap undang-undang dm PP harus ditandatangi oleh juga oleh 
menteri yang bersangkutan, sementara hbinet pada saat itu menyatakan bahwa perpres tersebut 
merupakan hak prerogatif presiden, selain itu keberatan tersebut juga disebabkan oleh perpres 
tersebut hanya dapat berlaku apabila mendapat persetujuan dari BP-KINP, Moh. Mahfud. MD, 
Perkembangan. .. op.cit. hlm 144 

241 Hal ini dapat di lihat dari pidato presiden pada pembukaan sidang KNIP yang 
menyatakan bahwa konflik tersebut sebenamya dapat diselesaika oleh KNIP tetapi s e w a  pribadi 
presiden mengatakan bawa sebelum adanay pemilihan maka presiden yang mengangkat anggota- 
anggota KNlP seperti sejak semula sarnapai dengan sekarang, peryataan ini kemudian didulrung 
oleh wakil presiden yang menyatakan bahwa apabila KNIP tidak menerima perpres tersebut maka 
KNIP mernilih Presiden dan Wakil Presiden.. . Ibid. hlm 145 



Selain itu Dek~it  Presiden 5 Juli 1 95914' yang lne~nbubarkan Badan 

Konstituante yang dibentuk atas dasar UUDS 1950 dan merupakan hasil 

pemilihan umum taliun 1955, dengan dal~l ilntuk Inengatas1 keadaan negara 

dan menyelanatkan kelangswigan negara serta kepentingan revolusi 

merupakan tindakan yang inkostitusional. 

Pembubaran Badan Konstihlate tersebut sebenarnya dilatar belakangi 

oleh keinginan Presiden Soekamo untuk ~nelnbentuk kabinet gotong 

royong y a ~ g  terdiri dari wakil-wakil selnua partai ditanbah dengan 

golongan hgs iona l  dan akan membentuk Dewan Nasional (kemudian 

bernalna Dewan Pertinibangan Agulig) yang berfitngsi lneinberikan nasihat 

kepada kabinct balk dllnirita Inailpun tldak dlmlnta scbaga~lnaiia yang 

diuiigkapkannya dalam pertemuan pada birlan Febuat-i 1957 di Istana 

Merdeka, nalnun tindakan presiden tersebut lnendapat tentangan dari partai 

Masyumi, NU, PSII, partai Katolik, dan PRI, yang secara tegas menyatakan 

bahwa i~ntuk menlbali susunan ketata11eg;iraan secara radikal liaruslah 

242 Terbilnya dekrit presiden tanggal 5 juli 1050, sebenarnyn diln~nr beldangi oleh 
keinginan presiden Soekamo, yrulg disanipaiknn pada pidnto~ya pada tnggal 22 April I959 
dihadapan sidang Badan Konstituate untuk rnenetapkm UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik 
Indonesia yang tetap, dimana usulan presiden ini di tolnk oleh Badan Konstituate melalui 
pernungutan suara dalam sidangnya pada 29 Mei. 30 Mei 1059 dan tanggal 2 Juni 1959, sehari 
setelah masa sidang tersebut badan konsitituale pada tanggal 3 Juni 1959 mengaddan reses, 
kondisi domikian menilrut angyapnn presidai. clowiui tin~ionol. bcbcmpu pnrtni bcsar dun anyyola 
kabinet serta TNI pada saat itu bersepakat unluk segarn mcmbcrlakukm kembdi UUD 1945, 
dengan anggapan bahwa langkah tersebut merupdnn jalan imtuk menge~nbalikan persatuan bangsa, 
alasan utama presiden mengeluarkiui dekrit tcrsebut karcna lo~idisi ncgara yarig demikim dapat 
membahayakan persatuan nasional dm keselamatm negara, serta d im menimbulkan rintang- 
rintangan untuk mengadakan pembangunan, serta keinginan ABRI (merupakan golongan Karya) 
pada saat itu untuk diikutsertakan dalarn menentukan haluan negara, hal ini nampak jelas pada 
pidato presiden dihadapan Badan Konstituate pada tangal 22 April 1959. Dekrit presiden tersebut 
merupakan implementasi dari keinginannya untuk melakukm mengarnbungkan ketiga faham besar 
yang berkembang ditannh ari smt ilu, yaitu Nasionalis, Agma dan Marsis. gagasan tersebut dapat 
dilihat dari semboyan yang dikurnb;mdangkan oleh seokamo t idd lama herselang setalah dekrit 
presiden tersebut yaitu 'persatuan dm kesatuan seluruh kekuatan progresif revolusioner berporos 
nasalcorn" Lihat, William H. Frederich dm Soeri Soeroto, Pemnhcrrnart Sejarrrh Indonesia ... Op.cit. 
Hlm 381-382 



diserahkan kepada Badan Konstituante, sebagai balasan atas penolak 

keinginan presiden tersebut, presiden mengi~inumkan keadaan darurat 

(SOB) untuk seluruh wilayah Indonesia, tindakan presiden tersebut 

mendapat reaksi keras dari gerakan di daerah-daerah yang kemudian 

ineluas ~nenjadi pemberontakan PRRI dan ~ e r n e s t a . ~ ' ' ~  

B.1.4. Peradilan Administrasi Negai-a 

Dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan Dan 

Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan yang diurnurnkan 

pada tanggal 8 Juni 1946 merupakan salah ilpaya yang dilakukan oleh 

negara untirk melindungi hak-hak rnasyarakat dari tindakan sewenang- 

wenang penguasa2J4, dimana undang-undang ini dimuat ketentuan- 

ketentuan mengenai Peradilan Administrasi (vide pasal 66 dan 67) yang 

mengatur rnekanisme pemeriksaan dari pcmutus sengketa administrasi 

antara penguasa dengan lakyatnya2'", namun pada kenyataannya U U  

tersebut tidak dapat dilaksariakan sebagairriana rncstinya2'"'. 

Perubahan bentilk negcra dari Negara kesatuan rnenjadi Negara Serikat 

(tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950), dalam 

Konstitusi RIS 1949, pengatiuail mengenai Perdailan Administrasi Negara 

dapat ditemuan pada Bab IV tentang pernerintahan pada bagian Ill pasal 

16 1 dan pasal 162 yang pada pokoknya rnenyatakan bahwa hakim biasa 

atau alat-alat kelengkapan lain, berwenang memeriksa dan memutus 

243 Ibid. hlm 381 
244 Koesnodiprojo, Himpunan Undang-lJntiong, l'ertlruran-l'erat~~ran, Penempnn- 

penarapan Republik Indonesia 1958, Hlrn 19 
245 SF. Marbun, Peradilnn Aminisrrosi ... . loc.cit hlm 22 
2J6 Ibid. hlm 23 



sellgketa aci~ninistrasi dengan syarat adanya jaminan ~nengenai keadilan 

dan kebenaran, i~nt i~k menghindari kekosongan hukum setelah terjadi 

perubahan bentuk negara tersebut, tetap digunakannya lembaga-lembaga 

serta peraturan perundang-indangan sepanjang peraturan perundang- 

i~ndangan yang lama tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh konstitusi 

RIS 1949 (Vide pasal 192 ayat 1 Konstitusi RIS 1949) .~~ '  

Bubarnya negara republik Indonesia serikat dan kembalinya Indonesia 

kepada negara kesatuan serta diberlakukannya UUDS 1950, maka 

pengaturan tentang penyelesaian sengketa admi~~istrasi diatur dalarn pasal 

108 dan pasal 142 UI.IDS 1950 mengenai ketentuan peralihan, yang secara 

subtansi nlemiliki kesa~naan dai  kerniripan detlgan pasal 162 Konstitusi 

~ 1 s ~ ~ ' .  

Ketidakstabilan politik dengan sendirinya ~ncmpengaruhi 

perke~nbanga~ 1-li~kiun Adminislrasi Negam dalam art-ian bahwa 

perkembangan Htlkum Administrasi Negara tidak mendapat perhatian yang 

berarti, bahkan lebih jauh dari itu Hukum Administrasi ~egaraitidak dapat 

tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang tidak stabil, dimana 

penyelenggara negara sudah tidak mengindahkau nonna-norma negara 

hukum dan asas-asas negara l~ukuln."") 

2J' Ibid. hlm 23 
'" Ibid. hlm 24 

M. Tolchah Mansoer, Pernhaknsnn Rebernpn Aspek 'ibnrong Kch~nsnnn-Kekuosnan 
Eksekutij'dcm Legi.slntive Negora Indonesicr. PD. Pertjet &an Radya Indria, I 966, hlm 254 



B.1.5. Yemilihan Umum Yang Bebas 

Pelnilillan iunuln mcrupakan kompcinen penting dalam 

penyelenggaraan negara hukiun yang mengmut prinsip-prinsip demokrasi, 

sebab dengan adanya petllilihan imum kepentingan-kepentingan 

masyarakat dapat terwakili melalui wakil-wakilnya diparlemen250. 

Memang di dalain UUD 1945 pemilihan umum tidak diatur secara 

tegas, n:unum kehcndak iultuk menyelenggarakan pemilihan iunurn dalan 

kerangka negara yang deinokratis dapat ditemukan dalam penjelasan bagi 

umum angka I alenia ketiga menyatakan; 

"UUD negara rnanapun tidak hanya dapat dimengerti hanya dibaca tehnya saja 
Untuk rnengerti sungguh-sungguh maksudnya UUD dasar dari suatu negara, kita 
harus rnempelajari juga bagairnana terjadinya teks itu, harus diketslhui keterangan- 
keterangannya dan juga h m s  diketahui dalan suaana teks itu dibikin" 

Hal ini kemudian dillyataka11 kembali ole11 petnerintah pada tanggal 5 

Oktober 1945, yang mengllendaki agar st'gera diadaka~l~lya pemilihan 

umiim secara nasiotial, serta maklumatnya pada tanggal 14 Nopember 1945 

yang lnenyatakan perlu scgasa disclcngparakan pcmilihan umum sebagai 

bentuk penyelenggaraan negara hukunl yang de~nokra t i s~~ ' .  dimana 

keinginan tersebut ditindak lanjuti dengan dikeli~arkannya UU No. 27 tahun 

1948 tentang Pelnilu, llanyn siija dalarrl prakteknya pemililian umum 

tersebut tidak dapat dilaksanakan karena situasi politik pada saat itu tidak 

memungkinkan untuk diselenggarakannya pelnilillan mum. 

250 Moh. Mahfud. MD. Perkembongon ... Op.Ci/. Hlm 138 
25' ihid. hlm 139 



Berbeda dengan U U D  1945, Konstitusi RIS 1949 secara tegas 

menyebutkan pemilihan umum, yang kemudian ditindak lanjuti dengan 

diterbikannya U11 No. 12 tahun 1949 yang merupakan penyempurnaan dari 

UU No. 27 tahun 1948 tentang Pemili~, yang secara detail mengatur sistem 

pernilillan bertingkat. Nainun dalam perjalannya Pemilihan Umun secara 

nasionai tersebut tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pada tingkat lokai 

peinilihan uinuin yang di dasarkan pada UU No. 7 tahun 1950 dan PP. No. 

36 tahun 1950 dapat diselenggarakan secara demokratis seperti Pemilihan 

umiun di Minahasa (1 95 1 ), Sangirtalilt ( 195 1) dan D. I. Yobyakarta (195 1) 

dengan mengunakan sistem pemilihan b e ~ - t i n ~ k a t ~ ~ ~ ,  sementara pemilihan 

umum di Makassar pada tahun 1952 dilakukan dengan mengbwnakan 

sistem pemilihan langsi~ng*~! Baru pada tahun 1955 dibawah UUDS.1950, 

penyelenggaraan pe~nililian ulnuln seca1.a nasional imtitk perta~na kalinya 

dapat direalisasikan dangati ~t~.iuan urituk me~nilil~ anggota-anggota DPR 

dan anggota Badan ~onstitt~ante"". 

Salall satu faktor penting terseler~ggaramiya pelnilihan ulnuln secara 

nasional tahun 1955 tersebut disebabkari terjadinya peristiwa 17 Oktober 

1 9 5 2 ~ ' ~  yang secara signitikan telah mendorong upaya percepatan 

penyelenggaraan pcmililia~i uln~~ln dan laliir~iytt 1JU Nu. 7 'I'aliun 1 9 ~ 3 ~ ~ ( ' ,  

252 Menurut sistem demikian para pemilim memilih penlilih dan mereka yang terpilih 
sebagai pemilih bertugas memilih anggota badan perwdiilan rak~a t . .  . ihit l. hlm 140 

253 Ibid. hlm 140 
254 htt~://wvw..wiki~edia.ordwiki/Se~arah Indonesia#Orde Baru/17/10/2000.hlm 1 
255 Sebagnimana diketahui bersanla sebelun~ peristi~va 17 Oktober 1052 yang dikenal 

sebagai pemberontakm setengah hati, KlrU pemilu sulil untuk diselesnikan knrena dijadikan 
semacam bola pimpong antara kekuatan politik yang ada. Lihat Moh. Mahfud. MD, 
Perkemban an op cit. hlm. 545 

25'lbrd him 545 



yang secara rinci mengahu sistem pemilu (electoral Laws) dan pokok- 

pokok proses pemilu2s7, termasuk dalam ha1 pengorganisasian dengan 

mend~dukan petnerintal~ sebagai wasit yang sebenar-benamya, dimana 

partai-partai politik sendirilah yang memainkan peran penting dalarn 

kepanitian ex-ojjcio (Pasal 22,23 dan 24 UU No. 7 Talzu11 1953)25s. 

B.1.6. Peradilan Yang Bebas Dan Mandiri 

Kekuasaan kehakiman di Indonesia didasarkan pada ketentuan Bab 

IX Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa I )  Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mallkatnah A p n g  dan lain-lain badarl kehakiman 

tnenluilt undang-~rndaig. 2) Susunan daui kekuasaai badan-badan 

kehakiman it11 diatur derlgan undang-~u~dang. 

Dari keteoti~an tersebut nlaka dapat dilihat bahwa kekuasaan 

yudikatif tnerupakan kekuasaan yang yang merdcka, bebas pengaruh 

kekuasaan eksekutit: yang berar~i ballwa peardl Ian yang bebas scbagaitnatla 

yang disyaratkan ole11 negara hitk~lm. 

Nalnwi daliirn prakteknya Ictnbi~ga periidil;u~ scr-i~~gkali dintervensi 

oleh kekuasaan eksekutif, menurut Z. Asikin Kusumal~ Almadja bd~wa  

kekuasaan kehakiman menicrut I/U No. 19 Tdi~ui 1948 tneiniliki 

kedudukkan yang sehanisnya sejajas dellgall ler~~baga lerlinggi Negara 

(MPR), namun pada kenyataannya ha1 tersebut tidak pernah dapat 

"' Ibid. hlm 545 
*'' Ibid. hlm 547 



d~wijudkan karena MA hanya d~dudukan sederajat dengan Seketaris 

Jenderal pada suatu Depatennen t e t - t e n t ~ ~ ~ ~ .  

Kondisi semacaln ini pada akhimya berimbas pada keputusan- 

keputusan hakim dalam penyelesaian sengketa, terutama tercermin dalam 

putusan atas perkara-perkara yang berkenaan langsung dengan kepentingan 

penguasa, dimana keputusan-kepun~san hakim pada semua tingkatan 

seringkali inencenninkan kehendak penguasa260. 

B.2. Periode Orde Lama 1959-1966 

Pada awalnya kekuasaan rejim orde lama menginginkan adanya 

kebersama antar golongan masyarakat Indonesia, cita-cita luhur ini tentunya 

inenjadi pedoman penting bag  peinerintal~ untuk ineilyelenggarakan 

pemerintahan negara, keinginan-keinginan peinerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan tunurn, kolektivisme menduduki ternpat teratas. 

Keinginail tersebut pada dasarnya merupakan pandanglui subjektifitas 

presiden, yang mengliendaki adaliya penyeragalnan pada setiap pandangan 

politik kenegaraan yang berkembang saat itu2"'. 

Keinginan tersebut keniudian diwujudkan dala~n suatu tatanan yang 

kelak dikenal dengan demokrasi terpimpin yang sekali gus menjadi gasir 

politik penguasa pada saat itu, setidaknya ada 4 ciri penting dalam tatanan 

demokrasi terpimpinan tersebut, perlama, deinokrasi terpimpin disandarkan 

pada konsep gotong royong sernua bag1 golongan yang ditujukan untuk 

259 Rusminah, Kekuosoon Kehokimon, dalam Padmo Wahjono, Masoloh-Masalah 
Ketetane araan Dewasa ini, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 250. ' Ibid. .hlm 25 1 

"' Ibid. hlm 387 



mendukung revolusi Indonesia ala Soekarno, kedua, demokrasi terpimpin 

menjadi tempat bersama bag  seluruh masyarakat untuk melakukan 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan bersama, ketiga, 

demokrasi terpimpin ditujukan untuk melaksanakan ananat penderitaan 

rakyat, keempat, demokrasi terpimpin melarang keras propaganda anti 

nasionalime, anti agama dan anti komunis, dan menghendaki adanya 

konsilidasi semua golongan revolusione progresip62. 

Seperti kita ketahui bersarna bahwa pada masa kekuasaan orde lama 

pemerintahan seringkali bertindak di luar koridor negara hukum, dan 

cenderung pada pemenuhan kehendak politik penguasa, salah satu contoh 

kongknt yaitu, dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 1959, yang pada saat 

masih berlakunya UUDS 1 950, kondisi selnacam ini menunjukan betapa 

besarnya kekuasaan presiden pada saat itu, sehingga dengan kekirasaan yang 

dimilikinya dapat membubarkan Badan Konstiti~ante yang nota benenya 

dipilih oleh rakyat, lebih-lebih tindak pellglliisa yiillg denlikian sccara yuridis 

formal sulit untuk dicarikan dasar I ~ U ~ L I I I I I I ~ I ~ ,  Iclill-lcbih [ i l ld i~ki~~~ pcllguasa 

demikian tdak memiliki alas hukum yang tnetnadai dan tidak dapat 

dibenarkan secara konsitusional, karena ha1 ini bertelltarigan dengan 

semangat dan cita-cita UUDS 1950 khususnya pasal 1 34263 

B.2.i. Pe1,lindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. 

Salah satu hal penting yang menjadi urusai pemerintalian negara adalah 

bagaimana menjaga keharmonisan hubutlgan antara rakyat d m  negara. 

262 William H. Frederich dan Soeri Soeroto, Pemahoman ... op.cir. Hlm 383-385 
z3 M. Tolchah Mansoer, Pembahsan Beberap ... .op.cit. Hlln. 9 



Penyelenggaraan hak asasl manusla pada dasarnya lnenlpakan keniscayaan 

bagi negara-negara yang mengikarkan sebagai negara hukum, walaupun 

pada kenyataanya perlindungan terhadap I~ak asasi manusia seringkali 

diabaikan delni pemenuhan liasr-at kekuasaan2"'. 

Menyusul diberlakukannya kelnbali I J UD 1 945, langkah perta~na yang 

dilakukan oleh MPRS pada sidang umumnya yalig pertarna pada tanggal 10 

Nopember-7 Desc~nber 1960 adalal~ lnenetapkan TAP MPRS No. 

I/MPRS/1960 tentang GBHN'~', yang kemudian menjadi alat legitimasi 

bag presiden untuk melakukan tindakan-tindakan yang menunlt ukuran 

konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang inkonstitusional dan 

kecendenlngan pada tindakan-tindakan pemerintal~ yang otoriter-absoIut. 

Pembubarkan DPR liasil pemilu tahun I955 dan pembubaran terliadap 

partai politik seperti yang dialalni oleh Masy~nni cian IJSI oleh presiden2"', 

serta tindakan peinerintali yang melakukall pembatasa~i terhadap kebebasan 

berpendapat melalui Tap MPRS No. Vl  lI/MIJRS/1965, yang kemudian 

diikuti dengan Penetapan Presiden No. I 1  tahun 1963 atau yang popular 

dikenal dengan sebutan U U  Suversif (UU No. 1 l/PNPS/ 1963)~~', 

2u Jirnly Ashiddiqie, (iogoson Kednulo/c~n lbkyc7/ lklum Kons/i/usi lku? l'elkcrsunnonnyu 
Dl Indonesia, Jakarta PT. lchlinr Buu Vun Hoeve, 1004, lilni 140- 150 

265 Dalam TAP ini dinyatalran bnhwa MPRS memperkuat Manil'esto Politik Kepublik 
Indonesia serta perinciannya sebagai GBIiN, yang merupakai berituk dari dukuigrvi terhadap 
amanat presiden pada sidang pleno Depemas mengenai pernbangunan sernesta berencana lenggal 
28 Agustus 1959. 

266 Tindakan pernerintah yang rnernbubaran DPR hasil pernilu 1955 dengan Penetapan 
Presiden No. 3 tahun 1960, dan Keputusan Presiden No. 7 tahun I959 yang rnernbubarkan 
Masyumi d m  PSI yang ,di anggap terlibat terhadap pernberontr&an PRRl dan Pernesta, kernudian 
pernbubaran terhadap rnasyumi juga dilakukan melalui Penetapan Presiden No. 200 tahun 1960 dan 
pada tanggal 24 Juni 1960 presiden rnengumumkan komposisi kenggotaan DPRGR. Lihat Jimly 
Asiddiqie, Gugoson Kedauluron Rokyor. .. Op. cit. hlrn. 15 1 

267 Menurut Jimly Asshiddiqie dalam konsideran menirnbang butir "a" dinyatakan bahwa 
prinsipprinsip rnusyatvarah rnufakat dalam dernokrasi terpimpin yang ditetapkan oleh Tap MPRS 



merupakan contoh nyata dari tindakan presiden yang mkostituisonal, dan 

bertentang dengan prinsif-prinsif dasar negara hukilm, dimana ruh dari 

llegara hukum adalab adanya jaminan dan perlindungan terhadap HAM 

baik secara meteriil mailpun formiil. 

B.2.2. Pemisa han Kekuasaan 

Kecenderungan akan pernusatan kekuasaan pada rnasa ini sangat kasap 

mata, dimana presiden inenjadi dirinya sebagai titik sentral seluhur 

aktifitaskegiatan politik ketatanegaraan, termasuk mengatur semua 

kebijakan yang akan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga kenegaraan 

lainnya, seperti halnya yang dialami oleh DPR yang sehanlsnya berperan 

sebagai lembaga kontrol terhadap pelaksanaan kcadaulatan rakyat justru 

bertindak dan berlaku sebagaimana layaknya pembantu presiden. 

Pada masa kekuasaan de~nokrasi terpimpin (Orla) syarat utama untuk 

dapat menjadi anggota DPR adalah harirs menerirna dan menyetujui 

USDEK, disampirig it11 setiap anggota hariis bersedia ikut rnelaksanakan 

manifesto politik (MANIPOL) 17 Agi~sti~s 1 959.20X dimana dalam 

p~datonya pada tanggal 17 Agi~sti~s 1959 yang bcrjudul "Penemi~an kembali 

Revolusi Kita" (yang ke~nudian dikenal dengan Manifesto Politik Republik 

lndonesia (Mtu~ipol) I'c~.side~~ socunr togirs 111~11yiltkil11 bil11w;i segnla t i~~dok 

p~ -~ - 

No. VIII/MPRS/1965, yang menyatalian bahwa apabila didalam suatu permusyawaratan tidak dapat 
dicapai secara mufakat maka musyawarah mengambil kebijaksanaan dengan menempuh jalan 
antara lain bahwa persoalan itu d i se rahh  kepada pemimpin untuk mengambil kebijaksanaan 
dengan memperhatikan pendapat-pendapal yang bertc-ntangan, adaldi sualu muslihat semata, 
mengingat Tap MPRS lersebui dikeluarkan dalarn rangka pelaAsanaan penlusalm kekuasaan dan 
pengembangan polilik Nasakorn yang secara subransi bertenlangan dengan Yancasila dan UUD 
1945 dan telah rnenimbulkan kemerosoatan/malapetaka yang dasyat dalam kehidupan rakyat, 
bangsa dm negara dalam segala bidang . . . ihid. hlm 163 

26 8 Ibid. hlm 160-161 



clan perilaku seluri111 warga negara diarahkan pada terlaksananya 

MANIPOL USDEK, ha1 ini kemudian beliau lanjutkan dalam sidang 

Perta~na MPRS tahiul 1900, dellgall ditetapkan GBI-IN dan Haluan 

pembmgunan, yang kemudian di susul dengan dikeluarkannya Penetapan 

Presiden No. I tahun 1950 dan No. 2 tahun 1959 yang ~nengatur tentang 

pelnbentukan DPR da~i MPRS~", dan Pengangkatan Ketua Mahkamah 

Agimg, Para Ketua MPRS dal~  DPRGR dan Para Panglima AD, AL, AU 

dan AK ole11 Preside11 dan bertanggur~gjawab kepada presiden. Kondisi 

selnacaln ini kemudain mepertegas betapa kekuasaan presiden sangat 

domina pada semua sendi ketatanegaraan indonsia, dimana lembaga- 

le~nbaga negara didi~dijkan dan diposisika~i sebagai pembantu presiden, 

sehingga pada masa ini penlbagaian kekuasaal sebagaimala yang 

dikehendaki ole11 negara hukwn salna sekali tiditk pernah ada dall tidak 

penlall teriadi, dcngall dclnikia~~ pri~lsip negara hitku~rl yang menghendaki 

adanya pelnisal~itn kek[~nsaan sillna sckali ditinggillkan tiiun diabaikan oleh 

preside11 scbagai I)clllcgitlig kckuasaan tiulggal dalanl Ilcgara lndo~~sia.~'" 

B.2.3. Setiap Tindakan Pemerintahan I.larus Taat Dan Tunduk Pada 
Hukum 

Pembubaran badan konstituante ole11 presiden ~nelalui dekrit presiden 5 

Juli 1959, sebenamya merupakan perwijudan dar; kehendak presiden untuk 

tnetnbentilk kabiltet gotong royong yang disa~npaikannya pada bulan 

Febuari 1957, yang kemudian dipertegas kelnbali ole11 presiden dalam 

269 Di lihal dari subtrulsi I'enelapai I'residen lersebut maka aka1 tampal; jelas 
bahwasannva DPR dan MPRS merupakm pembamtu Presiden. 

27' William H. Frederich dan Soeri Soeroto, Pemal~aman Scjcrrah Indonesia.. op.cit.Hlm 
386 



?iuaroiiya taliggai i-i Agustils i959, yang menghendaki liina prinsip 

kebijakan politik (USDEK) dilaksanakan dalarn rangka ~newujudkan cita- 

citanya, dengati ine~nberikan jaininan bagi pilnpinan (presiden) untuk 

secara bebas n1e;aksanakiui apa yang dikeliendakinya, niaka untuk itu 

presiden inengeli~arkan Penetapan Presiden No. I tahun 1959 dan No. 2 

tahun 1959 tentang pe~nbentukan DPR dan MPRS, yang kemudian 

dilanjutkan dengan dikeluarkannya kepiitusan preside11 No. 199 tahun 1960 

tentang penetapan jimlah atiggota MPFS sebatiyak 6 16 orang yang terdiri 

dari 257 orang anggota imtitk DPRGR dan 24 1 orang dari gololigan karya 

dan 118 dari utusan daerah sebagai payung hukum dan legalisasi semua 

tindakannya. 

Sidang iuilu~ii k1PlIS tanggal 10 Nopelnber-7 Desenlber 1960 yaiig 

pertama pada tersebut secara tegas menyatakan dukungan sepenuhnya 

terhadap Manipol Usdek tersebut, ditkungan tersebut direalisasikan dengan 

diterbitkannya Tap MPRS No. I/MPRS/1960 teiitang G B H N * ~ '  yang secara 

tegas memberikan kekuasaaii penuli kepada presiden intitk mengambil 

tindakan-tindakaii yang diaiiggap perlu dalaln menyelenggarakan 

pemerintahan negara, balikan ucapan-ucapan presiden juga hams 

dipandang sebagai pedolnan pelaksanaan manifesto politik republik 

Indonesia. Tindakan MPRS selnacaln ini kemitdian oleh presiden ditindak 

lanjuti dengan melakukan tnanuver-manuver politik tangan besi; sehingga 

271 Dalam TAP ini dinyatakan bahwa MPRS memperkuat Manifesto Politik Republik 
Indonesia serta perinciannya sebagai GBHN, yang merupakan bentuk dari dukungan terhadap 
amanat presiden pada sidang pleno Depemas mengenai pembangunan semesta berencana tenggal 
28 Agustus 1959. 



praktis seinua kebijakan politik harus inengacu dan berdasarkan pada tafsir 

pimpinan besar revolusi ( ~ r e s i d e n ) ~ ~ ~ ,  wal-hasil semua produk peraturan 

perundang-undangan ~nenjadi legalisasi dari semua tindak presiden273 

Kekuasaan presiden besar, ~ne~nberikan peluang bagi presiden untuk 

melakukan tindak-tindakan selaras dengan kepentingan-kepentingan 

politiknya, sehingga tidak mengllerankan jika pada tahiin 1959 i~residen 

dengan mudah dapat rnernbekukan DPRGR hasil pemilu 1955 melalui 

Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960, yang nlerupakan kelanjutan dari 

Penetapan Presiden No. 3 taliim 1960 yang ~nenghentikan pelaksanaan 

tugas dan perkerjaan anggola-anggota DPR dan kemudian mengadakan 

pembaharuan terhadap susunan DPR melalui Keputusan Presiden No. 155 

dan No. 156 yang nlemberhentiklu~ keanggotaan anggota DPR yang lama 

dali lneligallgkat anggota DPli yang ba111'~". 

Di bawali bayang-bayang kekuasaan rejim orde lama yang begit11 

hegemonik tersebut, di~narla kekuatan-kekuatan politik yang tidak mau ikut 

dan tunduk pada Manipol USDEK, praktis akan dianggap sebagai kontra- 

revoliisi dan hants dibitbarkan, sebagairnana yang dialarni Partai Islam 

MASYUMl dan PSl, sehingga tidak menglierankan jika dalam waktu 

singkat sejak Juli 1959-September 1960 l'erombahknn (rerooling) terhadap 

lembaga-lembaga negara ole11 presiden liampir selesai dan hanya tinggal 

272 Jimlv Asslliddiqie, C;trgo.strn Kedtzlrltz~cz~? .. ol).ci/ hlm. 156- 157. 
273 Ibid, hlm 160-161 

Tinddan presiden tersebut Blnudian diperparah dengan keiginon presiden untuk 
tidak hanya rnemberhentikan angola  DPR semata, tetapi lebih dari itu Presiden juga melakukan 
perubahan tzrhadap struktur k e l e m b q m y a ,  yang kenggotaannya tidak lagi hanyi di isi dari 
unsur-unsur partai poltik tetapi j u g  ddi isi oleh golongan-golongan k q a  dan seorang wak~l dari 
Irian Barat. .. Ibid. hlrn. IGO. 



terhadap orang-orang tertentu serta pembubaran terhadap partai-partai 

politik yang telah direcanakan sejak tahun 1957 hampir inendekati finish275. 

Tindakan presiden yang inkostitusional tersebut inendapat kritik tajam 

dan tentangan Liga Demokrasi (yang terdiri dari pimpinan partai politik 

Masyimi, NU,  Partindo, Partai Katolik, Liga Musli~n, PSI[ dan IPKI) yang 

pada bulan Maret 1960 menuntut untuk diadakan pengisian anggota DPR 

secara deinokratis dan koi~stitusional~~", sehingga rencana pe~nbentukan 

DPR Gotong Royong ymg dicanangkan oleh Presiden hams 

d i t a t ~ ~ g u h k a n ~ ~ ~ ,  kritik tajain dari Liga demokrasi yang menuntut pengisian 

DPR secara demokratis tidak mendapat tanggap dari presdien justru 

275 Ihid. hlm 16 1 - 1 62 
276 Reaksi terhadap Iru~gkah-lrulgkah pemerintah pada s a t  itu untuk n~en~bubarkan DPR 

hasil pernilu 1955, tidak saja datatlg dnri liga demokrasi tetapai juga datang dari perseorangan 
seperti kritik tajam yang dismapaiknn oleh M. Ishaq Cokroaminoto dan Mr. Sargai yang keduannya 
selain rnenjabat sebagai pimpinan PNI juga mcnjabat sebagai pimpinan DPR hasil pemilu 1955, 
selain itu tunlulan juga datang Pra\voto Mangkusasmita tokoh partai rakyat Indonesia, dimana M. 
Ishaq menyatalran bahwa mereka yang duduk dalam DPRGR bukanlah sebagai wakil dari PNI, 
hubungan antara mereka dengnn PNI tidak ada lagi, sebab mereka duduk dalam DPRGR itu atas 
penunjukan. Sementara Mr. Sarlono berpendapat meNolak penetapan rnereka dalam DPRGR dan 
mengajukan pengaduan tindakan presiden tersebut kepada Mahkarnah Agung melalui suratnya yang 
disampaikan pada tanggal 22 juni 1960 yang mengadukan kabinet yang dipimpin oleh presiden 
Soekamo atas pelanggaran tersebut terhadap UUD negara republik lndonesn 1945, dengan tindakan 
membubarkan parlerne hail  pemilihan rakyat ... selanjutnya beliau menudih kabinet bertindak 
sewenang-wenang dan mengemukan beberapa Ihkta sebagai berikut: 1) Pemaksaan untuk menerima 
manipol dan USDEK, tnnpa diberi tempo terlebih dahulu untuk mempelnjminy& 2) paksaan supnyn 
diadalcannya kerjasama antar naionalis-agarna-ko~nunis, scrncntara Prawoto menyatakan 
mengajukan tuntutan kepada pengadilan negeri istilne\va Jakarta untuk membatalkan atau setidd- 
tidaknya menyatakan batal derni hukum Keputusan Presiden No. 30011960 !mg niembubarkan 
partai Masyumi. Lihat William I-I. Frederich dan Soeri Soeroto, I'emu/iuman Sejaruh.:. op.cit. hlm. 
386-387 

277 Alasan terhadap penangguhan terhadap pembentulan DPRG deidasarkan padx 1) 
perubahan perimbangan penvhlan golongan-golongan dalam DPRGR, rnemperkuat pengaruh dan 
kedudukan daripada suatu golongan tertentu yang mengakibatkan kegelisahan-kegelibahan dalam 
masyarakat dan memwgkinkan terjadi hal-hal yang lidak diinginkan, 2) DPRGR yang d e r n i h  
pada hakekatnya adalah DPRGR yang &an meng-ya-kan saja, sehingga tidak dapat menjadi soko 
guru negara hukum dan demohasi yang sehat. 3) pembahuruan dengan w a  penganglratan 
sebagaimana yang dipersiapkan adalah bertentang denagn asas-asas dernokrasi yang dijamin oleh 
undang-undang. .. .. ibid. hlrn 385 



sebaliknya timtutan Liga Delnokrasi tersebut justur menguatkan keinginan 

presiden wtuk membentuk DPRGR pada tallun 1 9 6 0 ~ ~ '  

Dalaln bidang politik tindakan preside11 yang tidak kalall pentingnya 

untuk dicermati adalall dikeluarkanya Penetapan Presiden No. 11 tahun 

1963 tentang pelnberantasa~l kegiatan suversif (UU No. 1 1 /pnps/l 963).279 

Hal yang sama juga terjadi pada kebijakan e k ~ n o m i ~ ~ " ,  MPRS yang dalam 

kapasitasnya sebagai pelnbantu presiden untuk melanggangkan ik.einginan- 

keinginan presiden lnengeluarkan Tap. MPRS No. I1 tahun 1960 tentang 

Jaringan Distribusi Barang Dan Jasa Dikendalikan Oleh Pemerintah, 

dimana dalam Tap ini menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang 

vital untuk perkebangan pereltollolnian nasional dan menguasai hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara dan jika perlu dimiliki oleh .negara 

(pasal 5 Tap MPRS No. I I / M P R S / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ) ,  ha1 ini tentu saja bertentangan 

27"brd. hlrn 385. 
279 Budiman. B. Sagala, Praktek Sisrem kerarane,qarcion menurut UIJI) 1945. Jakarta, 

Ghalia Indonesia, 1981, him, 62 
Dalarn kurun walrtu kekuasaan dernokai terpirnpin MPRS yang dibentuk oleh Presiden 

dalarn kebijakan ekonomi ada delapanTap MPRS yang secara Sublasi rnenjadi legalitas bagi 
pemerintahan untuk rnelakukan kebijakan-kebijakan ekoNominya, walaupun secara yuridis Tap 
tersebut bertengang dengan sistern hukum yang lebih tinggi (pasal 7, 33 ULID 1945 dan pembukaan 
WD 1945 Alenia ke-N), yaitu: 1) Tap MPRS No. IIMPRSlI9GO tentang GBHN, 2) Tap MPRS 
No. II/MPRS/1960 tentang Haluan Pembangunan. 3) Tap MPKS No. III/MPRS/l963 Tentang 
Pengangkatan Pirnpinan Besar Revolusi Indonesia Bung Kamo Menjadi Presiden Indonesia Seumur 
hidup (bertentang dengan Pasal 7 UUD 1 WS), 4) Tap MPRS No. IV/MPRS/I 963 lenlang Pedoman 
Pelaksanaan GBHN Dan Haluan Pernbangunan, 5) Tap MPRS No V/MPRS/l965 tentang Arnanat 
Politik PresidenPimpinan Bear Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul "Berdikari" sebagai 
Penegasan Revolusi Indonesia Dalam Bidang Polit;:<, Pelaksanaan Manipol Dan Landasan 
Perjuangan Rakyat Indonesia, 6) Tap MPRS No. VI/MPRS/1965 tenlang Banting Stir Untuk 
Berdiri Di Kaki Sendiri Di Bidang Ekonomi Dan Pernbangunan, 7) Tap MPRS No.VII/MPRS/1965 
tentang GESURI, TAVIP, The F$h Freedom Is Our Wenport dan lhs Era Cornfronmtton Sebagai 
Pedoman Pelaksanaan Manipato Politik Etis, dan 8) Tap MPRS No. VIIYMPRSl1965 tentang 
Prinsip-Prinsip Musyawarah Mufakat Dalam Demokrasi Terpirnpin Sebagai Pedoman Bagi 
Lernbaga-Lernbaga Permusya~varat~cnvakilan. Lihat Jirnly Asshiddiqie, Gagasnn 
Kedaulntan ... .Op.cit. hlrn 154- 155 

"' Tap MPRS tersebut rnerupakan kelanjutan dari kebijakan ekonomi yang dikendaki oleh 
pernenntah yang disampikan pada pidatonya amanat presiden/Plmpinan beras revol~si/mandataris 



dengan kellendak Pasal 33 ayat 2 yang secara tegas menghendaki cabang- 

cabang produksi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai ole11 negara, yang berarti bahwa secara yuridis kata-kata 

menguasai memiliki makna yang berbeda dengan dimiliki, dimana negara 

tidak perlu tnemiliki intuk menguasai, tetapi Tap MPRS tersebut 

menyatakan tidak hanya dikuasai juga dirniliki oleh negara, selain iti 

tindakan Presiden yang cenderung inkonstitusional tersebuk kemudian lagi- 

lagi didukung oleh MPRS dengan ~nellgeluarkan Tap MPRS No. 

V I / M P R S / I ~ ~ ~ ~ ' ~  yang nyata-nyata mengubah dan menafsrikan pasal 33 

UUD 1945 tersebut sesuai dengall kepentingan politik penguasa 

(preside)28', benlpa lnellgoreiltasikan kebijakan perekonolnian negara 

dengan konsep BERDI KARI~*". 

MPRS dalam pembukaan sidang MPRS Ke-I1 tanggal I I April I96 yang berjudul "BERDIKARI" 
yang merupakan amanat banting stri atau perubahan radikal dalam kebijakan ekoNomi dan 
pembangunan, sebagirnana yang termaktud dalam pasal 9 Top ini, yang rnenyatakan bahwa: 1) di 
bidang irnpor, para pengusaha surasta dilarang melakukan impor, kecuali mereka mengimpor atas 
nama pernerintah, 2) di bidang ekspor, s\\rasta-s\\,asta hanya diberi ijin untuk berusaha rnenjadi 
produsen ekspor, yang ehpornya harus dilahatiakan di ba\;.ah pirnpi&n ppernerintah, hal ini tentu 
saja berimpliki pada tindalran pernerintai untuk melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan 
asing yang tidal; sejaln dengan kebajikan perner~ntah, bahkan apabila perlu, perneiintah akan 
rnenyita sernua perusahaan asing yang bermusuhan s e h i n ~ a  tercapai kebebasan penuh dibidang 
ekonomi dan distribusi, yang didukung dzngan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 6 tahun 
1965 yang menempatkan sernua perusahaan asing yang bersifat non-dornestik di ba\vah kekuasaan 
pemerintah. Lihan Jirnlly Asshiddiqie. C;ognscm Kedotrlntnn ... op.cit. hlrn 189- 193 

282 Judul d m  isi Tnp I O I . Y O ~ L I ~  sobo~iar~~yn dittliibil duri ulnLuin1 politik Soekarno yang 
Bejudul TAVIP tanggal 17 Agustus 1964. .. loc.cit. hlrn. 157. 

283 Kebijalran nasionalisasi tersebut yang didasrkan pada konsep eLonomi terpimpin 
sebenarnya lebih berrnotif politik dirnnhudkan sebagai tindakan pengernbilalihan kekayaan- 
kekayaan bekas penjajah belanda, lebih dari itu ~indakan pemerintah tersebut juga diperuntukan 
untuk mengambil alih asset-asset orang asing pada urnumnya, sebagaimana yang diatur dalam 
konsideran PERPU tentang perusahan negara No. 19 tahun 1960 tertanggal 30 April 1960, 
dinyatakan bahwa "a" bah\va perlu segera diusahakan terlaksananya program m u m  pernerintah di 
bidang ekonomi sebagaimana yang digariskan dalam Manifesto Politik Indonesia tanggal 17 
Agustus 1959 rnengenai keharusan diadakannya reorgmisasi dalam alat-alat produksi :dm distribusi 
yang ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33 UUD 1945, "b" bahwa hubungan dengan hal tersebut 
diatas perlu segera diusahaku adanya keseragarnan dalam cara mengurus dan rnenguasai serta 
bentuk hukum dari perusahaan negara dalam rangka struktur etonomi terpimpin, "c" lbahwa dalam 
rangka penyelenggaraan ekonomi terpirnpin menujuk pelaksanaan sosialisme Indonesia, perlu 

i 



B.2.4. Peradilan Administrasi Negara 

Setelah berlakurlya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 

1959, MPRS melalui Ketetapan MPRS No. No. II/MPRS/1960 

memerintahkan pembenti~kan peradilan Administratif, atas dasar itu, maka 

diterbikamya UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan-Keen Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, yang lnenetapkan peradilan Tata Usaha Negara 

sebagai le~nbaga peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum 

disamping tiga peradilan laimya (pasal 7 Ayat I), untuk mewujudkan 

PTUN tersebut Lembaga Pelnbinaan Hitku~n Nasional (LPHN) dalam 

sidang plenonya tanggal 10 Januari 1966 mengesahkan konsep RUU 

PTUN, entah apa sebabnya sampai dengan taliun 1967 RUU tersebut tidak 

pernah diajukan kepada D13GKG oleh pe~nerir~talix8. Ban1 pada tahun 1967 

RUU Peradilan Ad~ninistrasi tersebut diajukan ole11 DPRGR sebagai Hak 

Inisiatif, namun Hak Inisiatif DPKGR tersebut kandasan dan tidak sempat 

disyaldcan inenjadi undaiig-~undang karena nmtuhnya rejirn orde lama.286 

Masiknya Peradilan Adrninistari Negara dalan~ pasal 7 ayat I d tersebut 

dalam UU No. 19 taliun 1964 sebagai bentuk dari pelaksarlaan ketetapan 

MPRS No. II/MPRS/1960, dilnana dalaln Itiasa berlakimya U U  (UU No. 19 

Tahun 1964) tersebut tidak nainpak langkali-langkah yang pasti ke arah 

mana pembentukan PTUN . ditujuhkan, satu-satunya langkah yang 

diadakannya synchronisasi dari segala kegialan ekonotni, baik yang dilakdan oleh perusahaan 
negaramaupun oleh perusahaan swatanlra. koperasi dm sswasta guna mempersingkat wA?u yang 
dibutuhkan untuk menaikan tingkat hidup rakyat.. . Ibid. hlm 192- 194 

lS4 Ibid. hlrn 189 
"' Phillipus M.Hadjon, Perlitidlingan Hukum Hagi IIZokyal cii Indonesia, Surabayq PT. 

Bina Ilmu, 1987, hlm 18 
286 Ibid. hlm 19 



dilakitkan oleh lernbaga Pernbinaan Hukiun Nasional Depatennen 

Kehakiman adalah menyusun konsep RUU Peradilan Tata Usaha Negara, 

sampai dengan dicabutnya UU No. 19 tahun 1964 oleh UU No. 14 tahun 

1 9 7 0 ~ ~ ~ ,  Praktis sengketa tata usaha negara kembali menjadi kewenangan 

dan kekuasaan pwadilan ilmiun, yang menjadi sub-sistern peradilan umum, 

hat ini tentilnya menjadikan hukum administrasi tidak berkembang dan 

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

B.2.5. Pernilihan Urnurn Yang Rebas 

Selama periode demokrasi terpimpin tidak pernah ada satu aturan pun 

yang dikeluarkan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, seperti 

yang telal~ dikemukan sebelunnya kenggotaan DPRGR dibentuk dan 

dilantik oleh presiden yang didasarkan pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 

1959, sementara DPR hasil pemilu tahun 1 955 dibubarkan presiden melalui 

Penetapan Presiden No. 3 Tahim 1 9 6 0 ~ ~ ~ .  Penjabat Presiden waktu itu Ir. 

Juanda lnetlyatakan bahwa pemilu akan diadakan pada tahun 1962, tetapi 

dikarcna karc~iakan kotldisi polilik yatlg tcsi~s rilclnilnas psaktis pemiliharl 

ulnurn tidak mungkiri diadakat~ dalarn waktu dekat . Dan imtuk mengisi 

kekosongan kenggotaan DPK, senll~il tnecluilggu diselcriggarakannya 

pemilihan umum, rnelalui Penetapan Presiden No. 4 tahun I960 Presiden 

287 Ibid. hlm 173-1 74 
288 Dalam Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, tersebut presiden secara tegas 

menyatakan 1) bahwa Menghentikan pelaksanaan tugas dan erkerjaan anggota dewan perwakilan 
rakyat. 2) Mengusahakan pembahruan susunan dewan pen\faliilan rakyat berdasarkan UUD 1945 
dalam waktu yang singkit, l~hat Moh. Mahfud. MD, I'erkcwhangan ... 0p.cit. hlm 299-300 



rnembentuk semacam DPR sementara yang kemudian dikenal dengan 

DPRGR~". 

Namim pada kenyataannya janji pelnilillan ulnuln yang akan 

diselenggarkan pada tahun 1962 terse!~ut tidak dapat direalisasikan dan 

ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak diterltukan, alhsan yang 

mendasari ditangphkannya pemiluhan umum tersebut didasarkan pada 

pengumtunan petnerintah pxda tanggal 20 Mei 1962 yang menyatakan 

bahwa Irian Barat keinbali kepangkuan RI, sehingga kondisi politik 

semacam ini sangat tidak dimungkinkan untuk diselenggarakan pemilihan 

umum sehingga pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana yang pernah 

dijanjikan ole11 pemerintahan unttlk selnentara ditangphkan samapai batas 

waktu yang tidak ditenttlkan"". 

Baru pada tahim 1 96529' Preside11 Soekanlo, dalaln berbagai pidatonya 

menyampaikan perlunya diselenggarakannya pemilihan urnum dalam 

rangka menyelenggarakan pemerintahan negara yang demokratis. 

Sebenarnya RUU tetang pemilu sempat di ballas sampai dengan tahun 

1963, tetapi RUU tersebut tidak pernah ineneriina putusan final2", praktis 

sejak awal kekuasaanya satnpai dengan runtuhnya kekuasaan orde lama 

289 Ibid. hlm 301 
2w Ihid. hlm 302 
291 Presiden Soebrno  pada tanggal 17 agustus 1865 melalui pidotonya yang bejudul 

"Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejxah" (Jasmerah) menyatakan bahwa -'berMi-kali sudah aku 
katakan bahwa kita harus menyelengrakan pernilillan umum secepat mungkin karkna pemilihan 
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pem~iii~an tulntun ridak pernah diselenggarakan, sebagai~nana yang 

dijanjikan oleh penguasa. 

B.2.6. Peradilan Yang Bebas Dan Mandiri 

Pada masa kekuasaan Orde Lama Kekuasaan kehakiman juga 

mengalami, ha1 yang tidak jauh berbeda dengan kondisi pada masa 

sebel~~ninya, bahkan pada lnasa kekuasaan orde lama tersebut, MA tetap 

berada dibawali kekuasaan eksekutil: yalig tercennin dari struktur 

kelcmbagnan yudikatil' yang liarus t i~~idi~l< dnn taat pada keperltingan 

penguasa. 

Presiden sete1.h mengangkat Ketua MPRS melalui Penetapan Presiden 

No. I Taliun I959 dau No. 2 'I'aliun 1959 Presiden memerintalikan MPRS 

untuk membentuk Lelnbaga Peradilan, dengan ~nengeluarkan Ketetapan 

MPRS No. II/MPRS/1960, atas dasar Tap MPRS tersebut maka 

diterbikannya U U  No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, dimana U U  tersebut lneletakan dan mundudukan 

Lembaga Peradilan di bawah bayang-bayang Eksekutit, kondisi demikian 

pada akhimya berimplikasi pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

yang tidak bebas d m  tidak ~nerdeka sel-ta tldak mandiri dari pengaru dan 

iiltervellsi ~ksekutit")~. 

Kondisi semacama ini jika di tinjau dari optik ketatanegaraan, 

bagaimana mungkin kekuasaan kehakiman dapat di selenggarakan secara 

merdeka jika ketua MA diangkat ole11 presiden, dan disejajarkan dengan 

293 William H. Frederich dan Soeri Soeroto. Petntrhotnon Scjortrh 1nJolone.sio.. op.cit.Hlm 
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para menteri, ha1 im kemudian aipertegas dengan adanya ketetapan 

presiden yang memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, tidak 

saja pada hal-ha1 yang diatur secara formal balkan seinua tindakan 

presiden juga hams diartikai sebagai penafsiran yang sah terhadap 

kehendak Negara. 

Praktis kondisi semacarn ini menjadikan kekuasaan kehakiinan harus 

tunduk pada kehendak penguasa, ha1 ini kemudian di perparah dengan 

kekuasaan leinbaga peradilan yang bersifat finasial dan adrninistrasi berada 

dibawah kekuasaan eksekutif (menteri kel~akiinan)~". 

Walaupun secara formal kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

merdeka diatur dalain U U  No. 19 Tahun 1964, tetapi hakim-hakiin diangkat 

ole11 presiden melaliii menteri kehakiinan, ha1 ini tentiuiya lnetljadi bukti 

bahwasannya pada rnasa kekliasaan orde lari~a kekuasaan kehakiman tidak 

tnandiri dali tidak lnerdeka dalaln ~.nelijalankan fiingsi dan tugasnyaZo5. 

B.3. Periode Orde Uatu 1 966- 1998 

Tidak jauli bcrbeda dengiln kekuasaan orde lama pranata lii~ku~n yang 

dikembangkan oleh rejim orde baru cendriing sebagai alat ligitimasi 

peinbangunan, atau dengan kata lain dijanan reji~n orde baru Iiukum 

dijadikan alat untuk ~neligiti~nasi keku:;saan yang otoriter-iibsolut dalam 

memfasilitasi pertuinbuhan ekonomi dan proses rekayasa sosial, sehingga 

tidak heran jika tampilnya orde baru yang menggantikan kekuasaan 

pemerintahan orde lama yailg menggangap stabiltas politik, perturnbuhan 

294 Ibid. hlrn 388 
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ekonoml dan pemerataan pendapatan merupakan pror-rtas utalna dala~n 

penyelenggaraan negara, yang kemudian bermuara pada monopoli 

peinbeiltukall tata hukum nasiona12". 

Hal ini dibarengi dengan inemberikan kedudukan istimewa bagi militer 

dan birokrat untidc berperan lebih banyak dalarn menentukan arah politik 

hukum negara, kedudukan yang istemwa demikian dengan sendirinya 

menjadi militer dan birokrat sebagai penopang utama pembentukan hukum 

nasional, ha1 ini kemudian berimplikasi pada kontrol yang begitu ketat 

terhadap lembaga-lembaga kenegaraan dan masyarakat. 

Peletakan Ilukiun sebagai instrumen pendukung dan bukan sebagai 

sentral aktifitas kcncgaraan, bcrakibat pada kegagalan dan kchancuran pada 

semua sendi kehidupan berbangsa dan beruegara, dimana prinsif-prinsif 

negara hukir~n me~igala~lii per-geserarl h.: arah rlegara kekuasaan yang 

monarki-obsolu t. 

B.3.1. Per lindungan 'Terhadap Hak Asasi Manusia. 

Sobenamya kekuasaan orde baru merupakan kelanjutan terhadap 

kekuasaan pemerintahan orde baru, dalam prakteknya rejirn orde baru 

masih t en~s  melanjutkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh rejim 

sebelumnya, seperti d ik~kl~ l lk i i~~yi~  Pe~ietapi~n Prcsiden No.  1 1 taliun 1963 

(UU No. 1 l /l'nps/ 1903 tcrltang pcm bcrantasun kcgiatan suvcrsil) rnelalui 

pengindangan UU No. 6 tahun 1969~". Dimana UU tersebut menjadi alat 

yang efektif dillarn ~nelakukan pemberangusan terhadap kekuatan- 

2% Jimly Asshiddiqie, Gogason Kedaulatan ... .op.cil. hlm 375 
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kekuatan politik oposisi yang dianggap bertentanganheseberangan dengan 

kehendak politik penguasa, h~duhan-tuduhan melakilkan kegiatan-kegiatan 

subversif yang dilontarkan oleh penguasa telah ineciptakan stigma dan 

rasa ketakutan yang terarnat sangat bagai masyarakat untuk melakukan 

kegiatall-kegiatan politik, lebih mengerikan lagi tuduhan-tuduhan 

pembangkangan dan pemberontakan tidak saja ditijuhkan kepada 

kekuatan-kekuatail politik semata, tetapi tuduhan-tudul~an semacam ini 

seriiigkali digunakan untuk niemberangus kelotnpok-kelompok pengajian 

yang tidak mau berapiliasi dengan kekuatan partai politik pernerintah, 

seperti yang dialami oleh kelompok pengajian Usroh di Klaten pada tahun 

1 9882"X. 

Re-jim Orde Baru yang berkuasa selama -1 32 raht~n telnh berliasil 

memproduksi berbagai peraturan liuktlln yaug secara nonnatif yuridis 

inkostitusional dan bertentangau dengan nilai-nilai dasar hak-hak 

masyarakat, produk hukum yang pertalna yang secarrt nyata ~nerupakan 

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar negara Iiuku~n adalali terbitnya 

Tap MPRS No.XXV/MI~RS/1066, yallg mel~jadi legitilnasi rezi~n orde 

baru untuk melakukan pe~nbantaian terhadap 100 ribu yang dituduh 

sebagai pendukung Partai ko~nunis Illdonesia pada tallun 1965- 1066, serta 

peinbantai terlladap masyarakai 'l'alijung Priok 1984, I'enyera~igan kantor 

DPP PDI 27 Juli 1996 yang didalangani oleh Penguasa, kerusuhan 

Banyuwangi, Sih~bondo, penyerobotan tanali ~nasyarakat Hour Koneng, 

pemberedelan Press, DOM di Aceli, penculikan aktifis ~nahasiswa sejak 
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awal kekuasaannya sampai dengan runtuhnya rejim orde bani dan lain- 

lain.2''. 

Kasus penallanan ribuan orang tak berdosa di pulau Bi~ru dan tempat- 

tempat tahanan lainnya belasan tahim lalnanya tanpa proses pengadilan 

setelah terjadinya peristiwa G.30.S. Tindakan penguasa yang demikian 

dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan k e r n a n ~ s i a a n . ~ ~ ~  Kondisi 

selnacaln ini pada akhirnya menimbulkan rasa ketakutan yang aman 

sangat bagi ~nasyarakat dan lebih ~ne~nilik unttlk betindak pasif terhadap 

selnua kebijak penguasa walaupun jelas-jelas bertentangan dengan 

konstitusi dan priiisif-prinsi f dasar negara liukum. 

'Tabel I 1  "" 

BEBERAPA KASLIS PEMBANTAIAN RAKYAT 

2W Phillipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum ... op.ci1. hlm 89 
300 Ibid. hlm 90 
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-. - -- - . , .- -- .-. - - - - .. -. . - . . .. . . -- 
PEHIS'I'IWA ( KASCJS 1 'I'AI ICJN KOUII/\N KI'I'ISKANCAN 

1965-1971 

Tanjung Priok 

27 Juli 

Makassar 

Haur Koneng 

DOM Aceh 

Waduk Nipah 

-- 

Pelnbanlaian PKI 

P e n ~ b i ~ ~ t i i r ~ l  Mifisal 

Kompetisi Politik 

PeNolakan Tarif 

Tanah 

Pembantaian Massal 

Pembuatari waduk 

1065- 

107 1 

1084 

9 

.. . 

X O O . 0 0 0  j1n.a - 

3.000.000 ji\\.:i 

250 jiwa 

30 jiwa 

Ka1ego1-i kasus polilik 

Kategori kasus politik 

Kategori kasus politik 

25 orang Dipolitisir'sebagai PKI 

I 0x0 - 

1990 
30.00d jiwa 

47 ji\\,a 

Dituduh GAM 

Dituduh PKI 



I Tim Mawar I Penculikan Aktivis / 1 22 Orang 

25 jin a ( Dituduh GPK Lam~ung 

Irian / Papua 

Trisakti 

Kategori Kasus Politik 

I 1 Warsidi 

Pembantaian Massal 

Turunkan Harga 

I I I I 

1970 - 

1990 

1098 

I I I I 

Table 11 1 "I2 

Marsinah 

Udin Bemas 

Dan Lain-lain 

Beberapa Kasus Yenggusuran 

8.000 jiwa 

4jiwa 

I Orang Pembunuhan 

Pasuruan - Jatim 2.000 hektare 4.000 KK 

Pasuruan - Jatin~ X.Oi)O hektare 12.000 KK 

Dituduh GPK 

Tuntutan Mahasiswa 

Tuntutan Buruh 

Pembunuhan 

1970 - 

1990 

I 

Sekitar 1.000.000 
Dituduh PWNIVGPK 

jiwa 

I Orang 

Nyamil 

Pemberitaan Wartawan 

Pungguli 

Blilar - Jalini 

I I I 

302 Ibid. hlm 4 

Blitar - Jatim 

Nyinyir 

sunggal 

&)( I  IIL:LI;I~L> 400 KK 

36 hektare 

Blitar - Jatim 

Medan - Surnuc 

150 KK 

l OO hehare 

107 hektare 

GOO KK 

200 KK 



'ranjung Bulan 
I I I 

12.000 hektare Sum-Sel 

I Percut 

I I I 

100.000 KK 

130 KK Martoba 

Deli Serdang - Sumut 
I I I 

I 

I I I 

r aiva-Bali-Sumatera-Dl1 Ratusa~i Desa r--7 

Pematang Siantar - S~ullbar 

1.236 hektare 

1.800 t(I( Tuntu~lgan 

I I I 

54 hehare 

2.000 KE; 

27.000 KK Kedung Ombo 

B.3.2. Pemisahan Kekuasaan 

Sumatera Utara 

14.000 KK Pulau Bintan 

Dan lain-lin 

Berbicara tentang pembilgian kekuasaan negara l1a111s ada garis 

1.000 hehtare 

Jawa Tengah 

L .000.000 KK 

embarkasi yang tegas sehingga tidak terjadi pencampuradukan kekuasaan 

4 Kecamatan 

Riau Kepulauan 

atau dolninasi kekuasaan letnbaga tet-tentu terhadap lembaga negara 

~a inn~a" '~ .  

23.000 hektare 

'I'etpusatnya kekuasaan pada satu orang atau lernbaga rlegara tertentu 

dengan segala i~npli kasi, beraki bat pada tidak terkonti-olr~ya kekuasaan 

negara dalain ~nenjalankan fi~ngsi dan tar~ggi~r~~awabnya, feno~nena 

semacain ini menghantskan dikaji ulang konsep kekuasaan presiden yang 

tidak tak terbatas inengingat ha1 ini lnelniliki lnillti tafsir dan cenderung 

ditafsirkan sesilang dengan kepentingan politik penguasa, it~lti~k ~nenjawab 

kenyataan empiris tersebut serta tuntutan demokratisasi di segala bidang 

konsep kekuasaan presiden yang tidak tak terbatas sudah tidak bisa ditahan 



lagi3"". 'Tu~npang tindillnya kekuasaan lembaga-lembaga negara yang satu 

dengan lainnya, rnen~pakan ilnplikasi pertama yang dirasakan dari konsep 

kekuasan presiden yang tidak tak terbatasS"'. 

Seperti halnya yang terjadi dala~n praktek ketatanegaraan Indonesia, 

yang pengangkatai dan diberlientikan liakim-hakim pada semua tingkatan 

oleh presiden membuktikan bahwasannya begit11 kentalnya hegemoni 

kekuasaan presiden (eksekutif) tcrliadap le~nbaga yudikatif, sebagaimana 

yang tertuang dalaln pasal 3 1 U U  No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok 

kekuasaan kehakiman, dengan de~nikian lnaka nasih l~akim tersebut 

bergantung sepenuhnya kepada kekuasaan presiden30f kenyataan demikian 

dapat disimpulkan baliwasanya kekuajaa~i yudikatif sebenarnya berada 

dibawah kekuasaal eksekittif, ymig nierilpakan sub-ordinasi kekuasaan 

presiden (eksekutif), baik dibidang administrati, finasial maupun 

pembentukan keputusan liuku~ii teruta~na dalaln sengketa-sengketa yang 

berkaitan langsiu~g dengan kepentingan politik penguasa dala~n arti luas'07. 

Kontrol yang sangat ketat terhadap calon-calon anggota DPR oleh 

penguasa berupa pemyataati bebas dari keterlibatan baik langsung atau 

tidak langsung dari partai politik terlarang menurilt versi penguasa pada 

'OJ ihid. hlm 157 
3U5 Paul S. Baut, ljilemn Aleus ... .. op.cit. hlm 0 
306 Konsep yang demikian Aan .nernunculkan sernangat subjektifitas kelornpok tertentu 

pernegang kekuasaan tanpa rnemandang kepentingan yang lebih besar dalarn artian untuk dapat 
rnenjadi seorang hakirn atau pejabat Negara lainnya tergantung sepenuhnya pada kekuataan 
kedekatan kepada pejabat pengarnbil keputusan, tradisi dernikian yang kernudian rnenyuburkan 
tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tidal; rnengherankan jika dikernudian hari 
yang tejadi adalah terbentuknya kroni kekuasaan yang saling rnelindungi satu dengan yang lain. 
(penulis) 

307 Oetojo Oesman, Pemrrsnlnn Kekunsnnn Kehnkiman Tidnk .Jamin Kemndirian Hukum, 
,Hppt tv\vxl. Yahoo. Com./artikeVKekuasaan Keh&iman/02/09/2000, hlrn. 1 



selnua tingkatan yang lnenjadi persyaratan mutlak, yang harus dapat 

dipenihi oleh individu-individu yang mencalonkan diri sebagai anggota 

parleinen, sebagallnana yang di atur dala~n paket UU politik30'. 

Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

khususnya pasal 8 ayat 3 lnenyebutkan sebagai berikut: "Ketua dan Wakil 

Ketua Mallkamah Agung di angkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di 

antara Hakim Agi~ng yang diusulkan oleh DPR". Walaupun dalam Undang- 

undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut kalau 

ditafsirkan secara autentik yaitu suatu penafsiran resmi yang diberikan oleh 

si pembuat undang-undang jelas pada pasal 8 ayat 3 tersebut menghendaki 

Presiden tinggal mensahkan dan mengangkat saja Ketua dan Wakil Ketua 

Mahkamah Agimg yang telah di usulkan oleh DPR. Pengusulan Ketua dan . 

Wakil Ketua Mahkamah Agung tersebut tentunya telah melalui prosesjit 

and proper /e.vl  oleh DPR dan iiiemenuhi persyaratan pasal 7 Undang- 

imdang No. 14 tahun 1985. Nalnun tidak demikian tafsir yang dilakukan 

ole11 lembaga eksekutif, pemerintah nienafsirkan pasal 8 ayat 3 Undang- 

undang No. 14 tahun 1985 hanya terbatas pada tafsir Tata Bahasa. 

Kelemahan Undang-imdang No. 14 tahim 1985 tersebut tidak mengatur 

apakah Preside11 bisa menolak dua ltalria yang diajitkan. Bila ha1 itu terjadi 

apa yang han~s dilakikan oleh Psesiden ~naupu~i DPII-'"'. 

Gambaran diatas menitnjukan betapa kentalnya hegemoili kekuasaan 

eksekutif terhadap lembaga-lembaga negara laimya, sehingga kondisi 

30"bid. him 2 
309 Ibid. hlrn 3 



semacam ini menunjukaa bahwasanya pada lnasa kekuasaan rejim orde 

baru praktis tidak adanya pembagian kekuasaan sebagaimana yang di 

kehendaki oleh negara l~ukiun~'~ ' .  

B.3.3. Setiap Tindakan Pernerintahan Harus Taat Dan Tunduk Pada 
Hukum 

Respont positif tehadap pemerintan orde baru untuk rnewujudkan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada awalnya menjadikan 

"pembangunan" (clevelopmenf) sebagai solusi yang paling rasional, 

mengigat gejola politik yaqg terus menerus te jadi seringkali mengabaikan 

kesejahteraan r a l ~ ~ a t n ~ a . ~ *  ' 
Namun dalam perjalarlnya rejim orde baru seringkali melakukan 

tindakan-tindakan yang berakibat pada adanya distorsi orentasi terhadap 

tujuan dan pelaksanaan supremasi hukiun, dilnana hukum menjadi sub- 

ordinat dari pelnbangurlan dalaln artiall segala atwan-aturan hukum hams 

diorientasikan kepada arah kebijakan pembangunan nasional."12 

Idiologi negara yang dikembangkan oleh rejiln orde bam secara subtasi 

tidak jauh berbeda dengan orde sebelimnya (orde Lana), hanya saja pola 

yang digunakan disesuaikan dengan kepentirigan politik penguasa, 

pengharaman terhadap pengg~maan idiologi lain selain pancasila pada 

semua organisasi .baik politik kemasyarakatan menjadi faktor penting 

310 Ibid. hlm 4 
3" Gagasan mengenai developmentalistne mengadopsi dari gagasan Presiden Amerika 

Serikat, Henry Truman, seiring dengan bayaknya para ilmuan ekonomi yang belajar dari Amerika 
pulang kembdi ke Indonesia. Ide pembangunan (developmentalisme) kemudian menjadi wacana 
yang dominan dan hegemonik. Selain dipandang sebagai solusi, kata "pembangunan" juga menjadi 
simbol dan semboyan bagi Kabinet pemerintahan Orde Baru. Lihat Loekman Soetrisno diAutip dari 
Marmki Wahid dan Rumadi ,... Op. Cit., hal. 66-67. 

3'2 /b id .  ha]. 173. 



dalam pelanggengan kekuasaannya. Pancasila sebagai asas tunggal 

ditempatkan pada posisi terthnggi dan wajin dipakai oleh semua organisasi 

politik dan organisasi tnasyarakat, sehingga segala bentuk 

ketidaksepahaman terhadap asas tunggal tersebut akan di larang 

keberadaanya, sebagaimana yang dialarni oleh Pelajar Islam Indonesia dan 

Himpunan Mahasiswa Islam yang mengalami perpecahan pada tahun 1985, 

yang terbagi ~nenjadi dua kubu yaitu HMI MPO yang tetap mengunakan 

asas islam dan HMI DIP0 yang menggtlnakan asas Pancasila. 

Setelah ditetapkannya Pejabat Presiden Soeharto menjadi Presiden 

difinitif pada sidang MPRS tanggal 27 Merat 1968 melalui Tap. MPRS No. 

XLVIIMPRSII 968, diawal kekuasaannya presiden Soeharto menerbitkan 

kebijakan-kebijakan mengundang reaksi keras dari masyarakat, seperti 

penyederahaanan terhadap partai politik pada tahun 1975 melalui UU No. 3 

tahun 1975, serta pengaturan hak ~ e c a l ? ' ~  melalui UU No. 15 tahun 1969, 

serta menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bag  semua partai politik 

dan organisasi kemasyarakatan ~nelalui U U  No. 1 tahi~ii 1 985314. 

Dalam ha1 pengaturan pemerintahan daerah, MPRS melaili Tap MPRS 

No. XXIlMPRSl1966 menegaskan bahwa pemerintahan daerah hams diberi 

otonomi seluas-luasnnya dala~n petlyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

313 M. lsnainei rnengungkapkan kctidak setujuan terhadap lembaga I<eccrll tersebut, beliau 
rnenyatakan bahwa "hak ricall pada umurnnya pedang dernokles bagi tiap-tiap anggota lernbaga 
penvaikilan rakyat. Dengan adanyn hak recall ~ersebut, maka anggota DPR akan lebih banyak 
rnenunggu pctunjuk dm1 pedornrul pirnpinan rraksinya dari pada berotoaktivita. Melakukan 
otoakcifita yang t i ~ i  tanpa restu pirnpinm fraksi kenlungkinan besar rnelakukan kesalahan fatal 
yang dapat berakiba~ pada recnllit7g. Karena itu untuk kerunanan keanggotaannya lebih baik 
rnengunggu apa yang diintruksikan oleh pimpinan fraksinya. Lihat Moh. MahfUd MD. 
Perkembangan ... op.cii. hlm 455-456. 

315 http://id.wihpedia.ordwiki/Sejarah-lndonesia#Orde-Baru/. . . op. cit. hlrn 5 



~nemenntahkan kepada pemenntali dan DPR untuk ~neninjau keinbali UU 

No. 18 tahun 1965 dan U U  No. 19 tahun 1965, dan Prag-af 392 No. 1 butir 

4 Tap MPRS No. II/MPRS/1960, namun dalain perjalanannya Tap MPRS 

tersebut mengalami penyelewengan yang sangat Prinsifil dengan 

meiigliapus kata-kata seli~as-luasannya karena dianggap bertentangan 

dengan asas-asas negara kesatuanN5. Un'ilk melegalisasi tindakan tersebut 

pemerintah ke~nudian lnengeluarkan UU No. 5 tahun 1 9 7 4 ~ ' ~  tentang 

Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada GBl IN tahiul 1 973, yang 

ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Juli 1974, yang menyatakan 

bahwa pemerintahan daerah sedapat mungkin diseragamkan sesuai dengan 

asas-asas negara kesatuan3", yang ke~nudian dilanjutkan melalui UU No. 5 

tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang didasarkan pada pasal88 UU 

No. 5 tahun 1974~". 

Begitu pula yang terjadi dalam ha1 pengelolaan hasil kekayaan alam, 

masyarakat setempat seringkali diabaikan, seperti pengelolaan hasil 

tambang, pemerintah melal~~i  UL' Pertambangan No. I I 'I'ahun. 1967 

3'5 Moh. Mafbd. MD, Perkembongan ... .op.cit. hlm 477-478. 
3'6 Di daiam konsideran UU No. 5 tahw 1974 tersebut menyatakan bahwa, UU No. 18 

Tahun 1965 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedaan, sehingga perlu diganii, bahwa sesuai 
dengan sifat negtua kesatuan Indonesia mnka keduduknn pemerintahm daerah sejauh rnungljn 
diseragamkan, bahwa untuk menjamin terselenggaranya lerlib pemerintah, wilaynh negara kesatuan 
Indonesia perlu dibagi atas dasar daerah besar~dan kecil baik yang bersifa otoNom i,aupun yang 
bersifat administrative, bahwa dalam rangka memperancar pelaksaiaan pembangunan nasional 
maka hubungan yang serasi anatar pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah atas dasar 
keutuhan negara kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otoNomi daerah !rang nyata dan 
bertanggungiawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan diiaksanakan 
bersama-sama dengan dekonsentrasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan didaerah selain 
didasarkan pada asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi juga dapat dilaksanakan berdasarkan 
asas tugas pembantuan. Hal ini kenludiarl bandingkan dengan prinsip-prinsip dasar pasal 18 UUD 
1945 ... ibid. him 477-478. 

3'7 ibid. hlm 477 
3'8 Wijaya Kusuma, Nasib Pemerinrnhnn Mnrgn Disumsel Dibnwnh Bcrynng-bayang UU 

No. 22 Tahun I999 Tenrang Pemerinrahnn Ihernh. Yogyakaria, U A D  Press, 2003 Him 75-79 



Inenganggap urusan pertambangan sernata ilrusan negara, rnasyarakat 

hanya ditempatkan sebagai penonton dan tidnk rne~nilik hak untuk dapat 

terlibat dalarn meilgelola dan inendapat keuntungan langsung dari hasil 

eksploitasi pertambangan tersebut. 

Tindakan pemerintahan yang patu dicennati adala1.1 tetap melanjutkan 

pelaksanaan UU No. 1 1 /Pnps/I 963 tentang Kegatan Suversif yang 

diseinpurnakan dengan UU No. 6 tahim 1 9 6 9 ~ ' ~ .  Tindakan demikian 

meniu~juka~n bahwasannya kekuasaan orde baru sanla sekali tidak lnemiliki 

kepekaan terhadap kepentingan masyarakat yang lnencerminkan 

oabsolzrtisme kekuasaannya. 

B.3.4. Peradilan Adrninistrasi Piegara 

Pada masa kekuasaan rejim orde baru, keberadaan peradilan 

adminstrasi pada mulanya diatur rnelalui UU No. 14 tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang secara resmi 

mencabut dan lnenganti UU No. 19 tahun 1948, Pasal 10 ayat 1 UU No. 14 

tahun 1970 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Meliter Dan Peradilan Tata 

Usaha ~ e ~ a r a ~ ~ " .  

Titik terarlg Peradila~~ Ad~niiiistrasi Negasa baru tcrlihat secara nyata 

setelah ditctapkannya Tap. bll'R. No.11 'MI'RI 1078 tcntang (;I31 IN  bidang 

h d w n  sub b, yang kemudian dipertegas oleh presiden dalam sidang pIeno 

319 Budiman. B. Sagdq Praktek Sisrein keraranegaraan ... op.cit. hlm 63 
320 SF. Marbun, Peradilan Adininislrasi ... .op.cir. hlm 26 



DPR tanggal 16 Agiistiis 1978 dan pidato preside11 pada peringatan Nuzul 

Qur'an menyatakan baliwa: 

" ... Bal~wa tugas besar ddnm tahap ke liga pernbangunan jangka panjmg, bukm 
hanya rnenerush d m  rneluaskan pernbangunan, tetapi juga rnempertegas wajah 
keadilan di segala lapangan, Mchususnya keadilan di lapa? >an hukurn, karena keadilan 
metupilkan t~mt~rtan hati nurani yang tiada henti-hentinya"' PI 

Amanat untuk segera merealisasikan Peradilan Tata Usalia Negara 

tersebut juga disarnpaikan pada tanggal 3 1 Mei 1 982 pada akhir Repelita 

ke-111 oleh pemerintahn yang diwakili ole11 Me~iteri Keliakiman pada 

Sidang Paripurna ke-IV DPR, dengan mengaji~kan RUU Peradilan Tata 

Usaha Negara, natnun RUU tersebut oleh pemerintahn dan DPR disepakiti 

untuk tidak diselesaikan dalam masa sidang itii yang berakliir pada tanggal 

2 September 1982 tanpa adanya penj~lasan ~nenngenai penangguhan 

pembahasal RU U tersebut"'. 

Ban1 pada tanggal 16 April 1986 peinerintali keinbali mengajukan RUU 

Peradilan Tata IJsalia Negara melalui Siirat Presiden No. R.O4/PU/IV/1986 

yang ditiijukaii kepada DPR untiik tnenindaklaiijtiti RUU Peradilan Tata 

Usaha Negara tersebut, atas dasar surat presiden tersebut maka pada 

tanggal 20 Desember 1986 DPR mernberikan persetiijuan atas RUU 

tersebut ilnhlk di-jadikari undarig-undanga yarig ke~~iudian diiuindangkan 

dalam lebaran Negara pada tanggal 29 Desernber 1986, tnenjadi UU No. 5 

Tailin 1986 tentallg Peradilan Tata Usaha ~ e ~ a r a " ' .  

321 Ihid. hlm 26 
'" Ibicl. hlrn 26 
'" Ibid. hlm 27 



Meskipitti demikian IJIJ yang dinyatakan berlakii sejak ditetapkan, 

dalam prakteknya UU tersebut baru dapat berlakukan efektif selarnbat- 

lalnbatnya li~na taliun scjak di~uldangkan, seliingga baru pada tahun 1991 

UU No. 5 tahui 1986 ini berlaku secara efektif setelali dikeluarkanya 

per-aturan pemel-intali No. 7 'Taliit11 199 1 . Se~nentara pe~nbentukan 

Peradila~i Tata I.)salia Ncgara ~uituk pertalna kali dilakukan setelah 

dikeluarkanya Keppres No. 52 Talii~n 1990 iintiik lilna Peradilan 

Ad~ninistrasi, ke~iiudiari Keppres No. 10 'Taliim 1990, Keppres No. 16 

'Taliul 1992 dan Keppres No. 4 1 'l'ahtm I~)92~?-'. Praktis pelaksanaan 

perndilan adlninisirasi ncgar-a seciira efkktif Irerlaku di wilayali hukum 

Indonesia baru pada talli~li 1992. artinya sengketa peradilan administrasi 

negara tersebut sebelum belakunya IJU No. 5 taliiin 1986sampai dengan 

tallun 1992 dipega~ig oleh per-adilan unliun. 

B.3.5. Pemilihan Umum Yang Bebas 

Seperti yang telali disinggung dala~n bagian terdaliulu pada awal 

kelahiran rejim orde ban1 memberikan harapan terciptanya kehidupan 

politik yang lebih demokra~is, sebagai realisasi kehidupan politik yang 

delnokratis tersebut MPRS pada tahun 1066 ~nengeluarkat~ Tap. MPRS 

No.Sl/MPRS/I 966 tentang i'emililian Ilmii~ii~'~', yalig dalam konsiden~ya 

secara tegas menyebutkan t~aliwa pe~nililian tunilln diselenggarakan dalam 

"2"lbrd.hlrn 28 
" 5  Pasal 1 Tap MPRS No. XI/MPRS/1960 rnen\.alahrni b:lh\va peniilu bersifat langsungl 

umurn, bebns dan r h i ~ i n  harus di l~sruiknn selarnbnt-lmlba11iya truiggal 5 juli 1'968 sernentara 
pasal 2 menyalakan bahwa UU tenlang pemilihan urnurn dan UU tentang susunan MPR, DPR dan 
DPRD hams sudah diselesaikan selarnbat-larnbatnyn dalan enarn bulnn sejnk dikeluarl:annya Tap. 
MPRS tersebut. Moh. M a u d .  MD, I'erkernhnng~~n . . .Op.Cit. Hlni. 428-429. 



rangka memrirh anggora ielnbaga pennusyawararan aan penvakilan rakyat 

sebagai perwuijudan asas kedaulatan rakyatX". 

Untuk merelaisasikan l'ap MPRS No. XllMPRSl1966 tersebut segera 

dilakukan pembahasan-pernbahasan tentang r-encana pemililian mum, 

yang ditandai dengan pembahasan RUU Pemilu yang pernah diajukan oleh 

Soekarno kepada DPRGR, namun peinbahasan RUU tersebut mendapat 

tentangan dan kritik tajani dari perserta konfensi KAMI yang 

diselenggarakan di Bandung, yarig Inenganggap RUU tersebut bertentang 

dengan semangat orde bani dan ~ r i t u r a ' ~ ~ ,  atas reaksi keras perserta 

konfensi KAMI tersebut maka pada tanggal 26 Oktober 1966 rejim orde 

baru secara resmi mengajukan RUU Pemilihan Umiun yang baru, namun 

sampai dengan bulan Maret 1967 pernbahasan RUU tidak pernah 

diselasaikan, baru pada tanggal 27 Nopernber 1967 pemerintah secara 

resmi mengumumkan bahwa pengesalian atas RUU tersebut ditunda 

dengan batas waktu yang tidak ditent~kaii'~'. 

Pengumiman Penundaan penpelenggaraan Pernilihan Umum yang 

ditandai dengan tidak terselesaikannya RUU pemilihan u~rnu~n tersebut, 

Pejabat Preside11 pada tanggal I 0  Januari I068 melaporkan secara tertulis 

kapada MPRS baliwa pemilu titlak diil)aI tlisclc~iggal.;tka~~ scsuai der~garl 

jadwal yang telah ditentukan oleh Tap MRPS No.XIIMPRSI1966, atas 

laporan tertulis tersebut, MPRS pada si-langnya tanggal 27 Maret 1968 

inengeluarkan Tap. MPRS No.XLIIIPc/IPRSIl968 yang menunda 

"' Ibid. hlm. 429 
327 Ibid. Hlm 430 
328 ibid. hlm 43 1 



penyeienggaraan pelniiil selambar-iambamya tanggal 5 Juli 197 1. Setelah 

mengalami beberapa kali ketertundaan, penyelenggaraan pernilillan umum 

ban1 dapat diselenggarakan p;tda tahun 197 1 yang didasarkan pada UU No. 

15 tahun 1969 tentang Pemilu dan U U No. 16 tahun 1969 tentang Susunan 

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD-'~'  yang diikuti ole11 10 Partai Politik. 

Sistem Pemilu inenurut UU No. 15 tahun 1969 menggunakan sistem 

penvakilan berimbang (proportion representation) dengan stelsel daftar 

(pasal 23 dan penjelasan uintun butir 4 UU No. 15 Tahun 1963)~?, dirnana 

asas-asas pemilu yang digunakan adalah demokrasi yang dijiwai dengan 

seinarlgat pancasila dan UUD 1945 (Pasal 3 U U  No. 15 Tahun 1969), serta 

asas langsung, urnurn, bebas dan rahasia (pasal 1 ayat 1 No. 15 Tahun 

1969), yang inen~pakan kelanjutan dari Tap MPRS No. XI/MPRS/l966. 

Sementara untuk anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonseia 

(AD, AL, AU dan POLRI) tid'ak diperkenankan untuk ~nenggunakan hak 

pilihnya (baik dipilih maupim hak untuk meinlilil~), tapi untuk mewakili 

kepentingan-kepentingan ABRI tersebut, BABRI diberikan jatah bagi 

wakil-wakilnya didala~n parlernen tanpa melalui mekanisine Pemilihan 

U ~ n u ~ n  (pernilillan wakil-wakil ABRI diparle~nen tersebut sepenuhnya 

329 Kedua UU tersebut (UIJ No. 15 d:ui 1111 No. I 0  taliun 1000) mendapnt reaksi keras, 
sebagaimana yang ditulis dalarn tajur rencaia hariai Abadi, 1 desember 1969 yang menyatakan 
b a h l a  ciri-ciri yang terkandung dalarn UU pemilu tersebut secara logis hertentangan dengan watak 
demohasi, sedangkan harian KAMI menganggap pengangkatan penjabat presiden menjadi presiden 
difinitif merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi. sementara Mohammad Roem 
menyatakan bahwa sistem penga1gkat:ui tidak sauang dengai niaksud kedaulalan raktyat yang 
justru hanya bisa dicapai nielalui peniilihan umum. d m  Adnan B u ~ u n g  Nasution dalam sebuah 
seminar mahasiswa di malang nienyatakan bahwa lahirnya IJU merupdan tinddan generasi tua 
yang menutup perkembangan dan pertumbul~an generasi muda yang tidak dapat dimanfaatkan M a u  
bukan suatu kejahatan politik. M. Mahfud. M D. Perkemho17got7.. . . l / ~ i t / . .  h l n ~  436. 

3'0 Ibid. hlm 44 1 



dlserah kan kepada Paligli~na ABlil iu i tu  k memilil~riya) sebagaimana yang 

diati~r didalam pasal I I dan penjelasar~ umuln butir 8 UU No. 1 5 tahun 

1969"'. Kemulian secara kontinyu pemilihan iumum diselenggarakan 

setiap lima tahun sekali yaitu Pelnilu tahun 1977 yang didasarkan pada UU 

No. 4 tahun 1975 tentang Pelnilu, namun pada pc-111ilu tahun 2977 

diselenggarakan, pemerintah secara tegas menghan~skan adanya 

pengambi~ngan partai-partai politik dengan cara-cara atau lnekanislne yang 

diatur oleh UU. No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan ~ o l k a r ~ ~ ~ .  

Kemudian Pemilu tahun 1982 yang didasarkan UU No. 2 tahun 1980 dan 

pemilu 1992 melalui UU No. 1 tahun 1985 Tentang Pemilu dan pemilu 

pada (ah11 1997 sebclu~n n~~lti~hliya rejim oerdc baru pada pertengall tahun 

1 9 9 ~ ~ ~ ~ .  

Menarik untuk dicennati perubahan-pembahan tehadap UU Pemilihan 

Umuun tersebut sejak UU No. 1 5 Tahun 1 969 sarnpai dengan UU No. 1 

Tahun 1985, secara subtansi tidak ada perubahan yang signifikan bagi 

perkembangan demokrasi di Indonesia, sehingga praktis pen~bahan yang 

lakukan hanya sekedar pada perubal~n redaksioner, pada tahun 1975 diluar 

UU pemilihan Umum tersebut perubahan yang terjadi adalah tindakan 

penyederhanaan partai politik dau peliyeragalnall asas organisasi partai 

politik oleh penierintah ~nelijadi asas tunggal yaiti~ ~ a n c a s i l a ~ ~ ~ .  

33' Ihid.hlm 554 
332 http://id.wikipedia.or~~viki/Sejarah-lndonesia#Orde-Br.. .op.cit. hlm 2 
333 M. Mahfud. MD. Perkemhangan ... .op.cit.hlrn 460 
33J Ihid. Hlm 4 



8.3.6. Feraaiian Yang Bebas Dan Mandii-i 

Berbicara tentang kekuasaan kekuasaan kehakiman hanis ada garis 

enlbarkasi yang tegas, sehingga tidak terjadi pencampur adilkan kekuasaan 

atau dominasi kekuasaan tertentu kepada lembaga-lembaga negara lainnya. 

dimana prakeknya seringkali terjadi tumpang tindih kekuasaan lembaga 

negara yang satu dengan leinbaga negara lainn ya. 

Seperti halnya yang terjadi dala~n praktek ketatanegaraan Indonesia 

do~ninasi kekuasaatl eksekutif telah berakibat pada beralihnya fungsi 

lembaga negara yang bersangkutan, seperti yang dialalni oleh lembaga 

ytdikatif dimana pengangkatan d a n  pemberhentian hakiin-hakim pada 

semua tingkatan oleh presiden, padahal dalarn prinsif-prinsif dasar negara 

hukurn yat~g berhak dan benvenalg mergangkat dm memberhentikan pada 

seinua tingkatan adalah lembaga yudikatif itu sendiri (Pasal 31 U U  No. 14 

tahim 1970 tentang Pokok-Pokok Kekl~asaan ~ehakirnan) '~~,  kenyataan 

delnikian rnengundang keprihatinan yang mencialam meningat negara 

Indonesia adalah negara hukiun seharusnya dan selakyaknya jika 

pengakatan dan pemberke~itian hakim-hakim pada semua tingkatan 

diserahkan sepenuhnya pada le~nbaga yudikatif, hal ini ~ne~nbuktikan 

babwusnnnya lembiigii yc~tiilii~til' scho~li~~.~iya l)criidir dil)awiill kckuns;lii~i 

eksekutif dan menjadi sub-ordinasi kckuasaan prcsidcn (eksckutif), yang 

dikontrol secara ketat dan berada dibawa pengawasan Depatennen 

Kehaki~nan yang nota berienya adalah Pembantu Presiden, lebih-lebih 

335 Baridingm dengan Prancis, Inggris mnupun A ~ ~ i e r i k n  Scrikai dimma hakim-hakim pada 
seniua tingaktan diarigkat diberheniikul cletl ler~ibaga yudikali iiu seridiri tanpa adanya carnpur 
tangan dari lembaga negara lainnya. 



pengelolaan ad~ninistrasi dan tinasial lernbaga yiidikatif tei.sebut berada 

dibawah kekuasaan kesekiiti f. 

Usulan IKAHI yang meuyingitikat~ adanya pe~nisal~ati kekuasaan 

kehakiman secara mimi, dan dikembalikannya fi~ngsi kehakiman sesuai 

dengan alnanat Bab IX pasal 24 dan 25 U U D  1945 agar tercipta 

kemandirian kekuasaan kehakiman dal71n artian pemisahan kekuasaan 

kehakiman yang sepenuhnya di-jalankan oleh PvlA akan lne~nberikan 

jalninan bagi hakim iintuk malidiri dalanl rne11-jalankan fungsi yiiridisnya"6. 

Usiilah IKAHI tersebiit inendapat tanggapan serius dari Mantan Menteri 

Kehakilnan Oetojo Oeslnan yang lnenyatakan bahwa memang perlu adanya 

jaminan kemandirian ataii kemerdekaan bagi hakiln-hakim iintuk memutus 

sengketa secara independen tanpa iliterve~lsi kekuasaan lebih jauh 

beliaii nle~ijelaslian alllarlac tiall bcr~trtk 1lcgar.a I~t~kum Indonesia di dalain 

U U D  1945, Negara huku~r~  Indonesia tidak deligan nyata dan tegas 

menganut prinsip pemis;llian keku;lsaan I i ~ ~ k l i ~ l i  7i.icr.v I'olificcr secara mumi, 

olch karcnilnya bcntuk kcria Sam;] tlali ~~cmbitgian kckuasaan kchakilnan 

seperti yang ada saat ini inasih rneinadai"'. 

Seperti diketahui bersaina U U  NO. 14 Tahuii 1970"") terkandung 

falsafal~ pelnusatan kekui~saan kel~akiini~rl  pad;^ pcmerintah (eksekiitif), 

sebagaimana yang dianut oleh U U No I 9 tahun 1964 yang sebenarnya 

- 

""6hid. hlrn 4 
337 Oetojo Oesrntuil I'ctntaa~~lti li'ek11a.silori . . (I/) .  cil. hlm. 2 
'-"lhid. hlrn 3 
339 Ali Boediarto ycmg juga Kclun I'cngadilan Ncgeri (I'N) Jakarta Utnra rnenyntdan 

perlunya mencabut UU No. 141 1070. yang menurut beliau UU tersebut merigandung fdsafah 
pemikiran orde lama. sedangkan cita-cita Orde Baru ingin rnenjalankan UUD 1945 secara mumi 
dan konsekuen. Kompas. 12/02/1997, hlrn 4 



telah dicabut dengall ditetapkai~nya U U  No.6 Tahun 1969""'. Tap MPR No. 

III/MPR/1978 menyatakan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaksana 

kekuasaan kehakilnan yang bebas dan merdeka, dan terlepas dari 

keki~asaan eksekutif dan pengaruh lainnya, namim dalan prakteknya 

kekuasaan kehakiman tidaklah se-ideal yang dikehendaki ole11 Tap. MPR 

tersebut, yang terjadi justru Mahkamah Agiing tetap saja berada dibawah 

penganih kekuasaan eksekutif, sebagaimana yang tercermin pada pasal 8 

ayat 3 dalaln U U  No. I4 tahun 1985 tentang ~lahkma11 Agung yang secara 

tegas ~nenyatakan bal~wa "Ketua dan Wakil Keti~a Mahkanah Agung 

diangkat ole11 Presiden selaku Kepala Ncgara di  antara Hakiln Agilng yang 

diusulkan oleh D P R .  Hal ini menunjukan bahwa eksekutif dalam 

inenafsirkan pasal 8 ayat 3 UU No. 5 tahi~u I985 tersebut didasarkan pada 

kepentingan kekuasaan presiden semata, padalial secara ai~tentik penafsiran 

resmi yang diberikan oleh pelnbuat undang-undang menghendaki Presiden 

hanya lnengangkat dan ~nengesahkan Ketila dan Wak~l Ketua Mahkamah 

Agimg yaug telah di usi~lkan ole11 DPR yang dilakukan melalui ~nekanislne 

proses ,fit and proper te.\t sebagaimana yang dikehendaki ole11 Pasal 7 UU 

No. 14 tahun 1985 bukan sebaliknya."' 

Gan1b;iran diatas 111c11~111.ir1kaci bi111wil oadil di~san~yii Icll~l)iiga yudikatit' 

tidak memilik kekuasaan sebagailnana yang dikehendaki ole11 prinsif- 

prinsif dasar negara hilkim, justrus kondisi semacam ini menunjukan 

betapa bcsarnya hegclnoni kekuasa;~li ekscki~tif (cksckiltit) terhadap 

"O Ihici. hlm 5 
35 1 H . M .  Thalliah, 1)itrcmriktr K~ftrfcr t?~'gtrrcl~~i tr  I ~ ~ C I O ~ ~ C S I ' ( I  1317 H C / ~ ) ~ ~ I I L I . S I .  Jawa Tilnur, F H  

~ & o r o ,  2003, Nm 103. 



le~nbaga yudikatlf seliingga tidak menglierankan jika le~nbaga yudikatif 

pada semua tingkatarl pada akliirnya tunduk sepeniiliiiya kepada kemuaan 

politik penguasa (eksekutif). 



BAB 1V 
TELAAH FRAKTEK iiEGARA HUKUM INDONESIA SETELAH 

PERUBAHAN UUD 1945. 

A. PRAKTEK NEGARA HUKUM INDONESIA SETELAH PERUBAHAN 

UUD 1945 

Dalam kehidupan sosial politik masyarakat, dimana tradisinya bernegara 

belum tumbuh secara rasional, institusi politik dan hukumnya cenderung 

berhimpitan dengan konsep ketokohan yang bersifat personal. Keadaan 

demikian, dimana semua keputusan politik sebagian terbesar dipengaruhi oleh 

karakter persona atair kepribadian serta perilaku pelni~npin yang rnenentukan 

keputusan tersebut. Kecenderungan-kecenderungarl praktek kepemimpinan 

yang bersifat personal tersebut tidak dapat dipertahankan, dimana doktrin 

Negara Hukurn yang sebenanlya bukanlah pada pesorangan, melainkan prinsif 

kepemimpinan terletak pada huk~an yang dilihat sebagai sebuah sistem ('';he 

rule of law, and not ( ? ~ ' m ~ m ) ~ " .  

Sekedar untuk mengingat kembali bahwa pemyataan negara hukum dalam 

konstitusi Indonesia dapat ditemukan pada: 

a. UUD 1945, negara huktun (rech;ssislau;) secara tegas tidak ditemukan 

dalam pembukaan maupim dalam batang tubuh U U D  1945, tapi 

mengenai ha1 tersebut ditemukan dalam penjelasan UUD 1945. 

b. UUD RIS I949 pasal I ( 1 ): RIS yang lncrdeka dan berdaulat adalah 

suatu negara huktun yang demokrasi da11 berbeentik federasi. 

3 42 Jirnly Asshiddiqie, Inai/.~si Kepreside,?on 1)olom Sistem Hukum Indonesia, 
Disampaikan dalam Studiurn Generale Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, Jakarla, 
Karnis, 211 September, 2000. hlm 2-3 



c. UUDS 1950 pasal I (1) "RepuLiik Indonesia yang ~nerdeka dan 

berdaulat adalah negara hukum yarig demokratis dan berbentuk 

kesatuan". 

d. Sementara setelah penlbahan UUD 1945 pernyataan negara hukum 

dapat ditemukan pada pasal 1 ayat 3 "negara Indonesia adalah negara 

h i ~ k i ~ l n " ~ ~ ~  

Walaupim sebelu~n penlbahan Undang Undang Dasar 1945 tahun 2000 

baik dalam bagian Pe~nbtlkaan mailpun dalam Batang Tubdlnya tidak ada 

suatu ketentilanpun yang secal-a tegas ~nenyatakan baliwa Indonesia adalah 

negara hukum, namun secara ~neteriil prinsip-prinsip dasar negara hukim dapat 

ditemukan dalain Penjelasan Umum tentang Sistem Pe~nerintahan negara 

bagian I, 11, 111, IV, V da11 VII, yaug secara ulnuln dapat dilihat, perlama, 

Indo~~esia ialal~ ilegara yallg herdasarkan alas I1iiki1111 (/<c.clr/.s.s/uu~) bukan 

negara kekuasaan belaka (Afoc~/ i~ .~ /oo / s ) ,  kot/rro, ncgara yang berkonstitusional, 

Pemerintali berdasar atas siste~n konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat 

absolutis~ne (kekuasaan yang tidak terbalas), ketigcr, Kekuasaan Negara yang 

Tertingpj di Tangan Majelis Permusyawa~-atan Rakyat ( / l i e  Gesamfe 

Slaalsgewall liegl ullciri hei der Muje1i.s). Kc.cr~?p~l, Penyelenggara Pemerintah 

Negara yang Te~tinggi di Bawall Majelis adalall I'lxsiden (cortser7tration qf' 

power and re .~pon.s i /~i l i /  ~rpon tllc I'rcsiu'etit). k'elittru, I'residen Tidak 

Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakila~i Iiakyat. ~neskipun Kepala 

Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Kedudukan Dewan 

Penvakilan Rakyat adalah kuat. Dewan Penvakilan Rakyat tidak bisa 



dibubarkan ole11 Presiden. fienum, Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak 

~ e r b a t a s ~ ~ ~ .  

Salah satu akibat serius dari olorilerisme politik di Indonesia pada waktu 

yang lalu adalali teniiarginalisasikannya partisipasi masyarakat, pada tataran 

ide negara integralistik ala Supoino yang inewarnai praktek ketatanegaraan, 

pada prakteknya juga terjadi politik ekskulsionaris baik yang terjadi pada 

jarnan kekuasaan Sukaimo maupun pada siste~n koorporatis ~ u h a r t o ~ ~ ~ .  

Transfonnasi peran penyelenggaraan liegara semacan itu adalali suatu revolusi 

mental yang sangat inembutulikan keinatangan dan keyakinan diri yang kuat, 

dimana dari sudut pandang ini. pele~iibagaari kekuasaan negara liari~slali berarti 

proses intelnalisasi nilai-nilai negara l~ukum ke dala~n kultur politik negara 

untuk mematangkan wawasali setiap warga negara3" 

Bcrkaitan dengan praktek negara hukiun dala~n ketatanegaraan Indonesia, 

dirnana saat ini Indonesia memasuki suatu masa transisi dalam kehidupan 

politik kenegaraan semenjak Soeharto turun talita, yang disertai dengan 

peralihan kekuasaan yang otoritcr mcnuju suatu sistcm politik yang de~nokratis 

membutuhkan political openr:ess (keterbukaan politik)347. 

Dampak negatif dari polarisasi keterbitkaan de~nikiari ji~ga dapat 

melahirkan degree qf'cohe.sivcnc?.cr. atau melemalinya tingkat Iiubiuigan antara 

anggota-anggota inasyarakat it11 sendiri, yang diakibatka~i oleh tindakan 

represif kekuasaan di masa lalu yang mengharamkan otonomi lembaga- 

" hid.  hlm 4-5 
345 Rocky Gerung, Etika I'olirik Oposisi, hppt//www.y~hoo.comlar~ikel~Negara hukum103/8/2002. 
hlm. 1 

"' Ibid. hlm 29-30 
347 A. Rahrnan Tolleng, Dinntnikn . .op c i ~  .hlm.2 



lembaga negara dan masyarakat seperti partai politik, organisasi massa, 

lembaga-lembaga legislatif dan lain-lain, yang tidak berfungsi sebagai 

mediating structure antara negara dan individu, akibatnya adalah masyarakat 

tercabik-cab& dan mangalami atomisasi yang luar biasa, dimana kerja sama 

dan solidaritas di antara warga masyarakat rnenjadi sangat rap~l~348,  dimana 

suburnya politik aliran dala~n polarisasi masyarakat Indonesia, yang bertalian 

erat dengan gejala atomisasi masyarakat, yang kemudian berdampak pada 

kesulitan dalam menciptakan solidaritas modern atas dasar kesetiaan dalam 

artian l i ~ a s ~ ~ ' .  

Prinsif-prinsif negara hukum menghendaki baliwa demokrasi hams 

berangkat dari kebersamaan dan mewajibkan dipertahankannya kebersamaan 

itu, pelajaran penting ycvig dapat di petik dari kondisi dernikian .adalah 

perdebatan mengenai dasar negara yang abstrak, dilnana tingkat relevansi dasar 

negara dalam penyusunan konstitusi menjadi salah satu akar pertikaian t ens  

menenls terjadi sepanjaig sejarah ~ndonesia'~~', dimana kesinambungan 

demokrasi, diinana dalarn konsep negara hukiun bertalian erat dengan 

pemberian batas-batas legal atas apa yang dapat da~ i  boleh lakukan oleh 

Negara, yang ke~rludia~i dirtunuskati cialam korisep se/$hirtdingJS'. Upaya 

mereformasi kebijaksanilan-kebijaksarlaan dan produk-produk perundang- 

undangau peninggalan rcjiln orde baru, k1i~rsusn)la dibidang politik dan 

ekonomi yang selama ini rne~l~belenggu darl rne~iyer~gsarakari rakyat Indonesia 

""hid. hlrn 3 
3J9 Ibid. hlrn 5 
"" Ihid hlrn.3 
3' /hid. hlrn 3 



akrbat praktek-praktek KKN dan penyalahg~ma~an kekuasaan menjadi 

kehanisan yang harus segera dilakukanX2, mengingat masalah negara hukum 

pada hakikattlya tidak lain daripada persoalan kekuasaan, yang didalamnya 

terdapat dua sentral kekuasaan yaitu negara de~igan kekuasaan menjadi syarat 

mutlak untuk dapat memerintah, sementara di pihak lain, hdk-hak rakyat yang 

, hams dipenilhi oleh pemenntali353. 

Tujuan negara hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai 

dan adil, dimana perdarnaian di antara rnanusia hanya dapat dipertahankan jika 

negara taat dan patuh pada hukum yang dapat melindungi kepentingan- 

kepentingan warga negaranya, seperti kehormatan, kernerdekaan, jiwa, harta 

dan sebagainya dari berbagai macam tindakan-tindakan sewenang-wenang 

negara yang rnerilgikaii kepentinganya. AI-tinya negara liarus mempertahankan 

perdarnaian dengan menimbang keper~tiiigaii yang berteritangan 'secara teliti 

agar dapat mencapai tr!itrannya rnelit~dtrngi kepentingan-kepentiligan setiap 

warga negara untuk memperoleli hak-haknya sebagaimana mestinYa3j4 

Berkenaan dengan kajian kntis mengenai praktek negara hukum Indonesia 

akan lebih baik jika menengok kelnbali konsep Negara Huki~m Indonesia, yang 

menurut M. Yarnin negara hirkwn di lndoriesia sebel~arnya, ''si~dah lama ada 

beribu-rib11 taliun jailh sebelirrn di Proklarnasirkannya Kelnerdekaan RI 1945", 

Istilah negara hukuln jauh lebih muda daripada pengertian negara hukum yang 

dikenal oleh Negara Ir~doriesia modem, seperti Kerajaan Sriwijaya, kerajaan 

Majapallit, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Minangkabau dan kerajaan 

3 5'2 S. Anwarv, I'encgoknn ... loc ci/ .him. 1 

'53 IbiJ. Hlm 3 
Ibid Hlm 4 



iviataram, sehingga beiiai~ menoiak penaapat bahwa seolah-olah pengertian 

negara hukurn semata-mata bersumber atau berasal dari tradisi negara hukum 

Eropa, menurut beliau pengertian negara hukum telah dikenal dengan baik 

dalam peradaban dan kepribadian bangsa ~ndonesia~'~. 

A. 1. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. 

Sebagaimana yang telah di singgurlg pada bab-bab sebelumnya, bahwa 

salah satu syarat yang han~s dipenuhi oleh sebuah negara agar dapat dinyatakan 

sebagai negara hukiui~ adalah terdapatnya perlindirngan hak asasi manusia. 

Perubahan UUD 1945 tahun 2000 ole11 MPR adalah suatu kewajaran yang 

musti Ierjadi, sebab (.lt.lD 1054 pada kenya~aannya rnelniliki banyak 

kekurangan yang perlu disempurnakan, dala~n sidang tahimannya MPR pada 

Agustus 2000 penamballan terhadap pasal-pasal HAM memiliki arti .positif 

bagi perkembangan negara hi~kum dikernudian hari, Pasal 281 ayat (I) ,  yang 

menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak imtuk tidak di siksa, hak 

kemerdekaan pikiran datl hati nirrani, hak beragatna, hak untuk tidak 

diperbudak, hak imtuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukurn, dan hak itntuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku sunrt, yang merupakan 

terjemahan azas legalitas dalarn rlegara hukt~tn, dimana Von Feuerbach 200 

tahun yang lalu menyatakan bahwa "tidak ada tindak pidana, tanpa adanya 

peraturan yang mengancatn pidana lebih dulu (nuffum deficlum, noelfa poenu 

sine praevia Iega poenali)", sebagaimana yang termaktub dalarn KHUP Pasal 1 

3s5 M. Yamin, Nasknh Persiapan ... op.cit hlm 110-1 I 1  



ayat 1 "", nainun demikian pentbahan Pasal28I ayat 1 UUD 1945 tidak secara 

tegas membedakan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana (kejahatan) 

kemanusiaan, yang dala~n teori hukum memiliki perbedaan yang sangat 

fundamental, dimana kejahatan kelnanusiaan tidak bisa disamakan dengan 

kejahatan biasa, sebab jika tnerujuk pada ilaskall Penjelasal RUU Pengadilan 

HAM yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang berat ~nerupakan 

"extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional 

mauplul internasional, sehingga prinsif I on-retroaktij' tersebut tidak dapat 

diberlakukan terhadap kejahatan ke~nanusiaan'~'. Jadi jelaslah bahwa semua 

orang yang tersangkut dengan kejahatan pembunuhan 1965-1 966, Tanjung 

Priok, Lampung, Aceh, Tiirur-timur dan lain-lainnya akan luput dari 

pertalggungiawaban atas kejahatan ken~anusiaan tersebut. PERPU No. 1 

Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM secara tegas menyatakan bahwa ",%fat 

ad hoc" dari Perlgadilan HAM ini ~nerupakan penyi~npangan dari azas non- 

retro~kt$~! Tidak jauh berbeda dengal PEKPU NG. 1 Tahun 1999 tersebut, 

tidak jeias deiirlisi pelanggaran berat, yang tidak metnasitkkan pelaku 

kejahatan perang dalalr~ U U  No. 26 ?'ahu~~ 2000, yallg dibentuk secara tergesa- 

gesa mencemlinkan tidak adallya niat baik dari pembtrat . U U  untuk 

menuntaskan masalah pelanggaraa~l HAM di l ~ ~ d o n e s i a ~ ~ ' ~ .  

3 5 6 ~ .  D. Kartapra\viri~ Qlro Vndi.r Rejbrrnnsi Hllkzrm Di Indonesia 
hppt//www.yahoo.cornlartikel/neyarnhuk~~~~~ 1017/200 1 .  hl1n.3 

"' Ibid, hlm. 3 
"'"bid. hlm. 3 
35%esume Diskusi terbalas. Ijarian. Suara Pembaruan, Pengadilon HAM di Indonesia 

Per111 Dihcnnhi. jknrta, 03-08-2005. hltn 2-3 



Selalr~ ~ tu ,  diterbitkannya U U  No. 9 tahim 1998 tentang Kebebasan 

Menyampaikan Pendapat, tidak direspon secara positif oleh aparat penegak 

hukum yang ditandai dengan tidak diprosesnya reinlsi yang diajukan oleh ustad 

Abu Bakar Ba'asyir oleh Menteri Hukum dan HAM serta larang inelaksanakan 

sholat idul fitri ole11 sipir penjara LP Nusakabangan terhadap ketiga terpidana 

mati pelaku bom Bali, membuktikan bahwa pelanggara HAM masih saja tetap 

terjadi3". 

Menun~t Sal~etapy, sulitnya menyelesakan masalah pelanggaran HAM 

berat masa silam, seperti kasus Aceh, Timor-timur, Trisakti, Semanggi I & I1 

serta kasus-kasus lainnya, di karena proses penyelesaian kasus itu lebih 

didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik praktis daripada penegakan 

hukum yang adil, walaupun beliau mengakui terlepas dari segala kekurangan 

perangkat hi~kum yang ada, sebenarnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran 

HAM dapat diselesaikan apabila pemerintah memiliki political Artinya 

penyelesiaan perkara-perkara pelanggara HAM tidak akan pernah dapat 

diselesaikan selama negara tidak lne~niliki t'oliircal will terhadap permasalahan 

tersebut, dengan demikian asumsi bahwa negara secara sistetnatis dan tercana 

melakukan pelanggaraatl tehadap hak-hak warga negaratlnya semakin 

mengkristal. 

Di era kabinet refontiasi yang dibentitk sejak pengangkatan Habibi 

sebagai Presiden RI ketiga dalarrl sejarah ketatanegaraan R.I. inerupakan era 

transisi, yang sering diikuti dengan terjadinya fenomena-fenomena kejutan 

360 Jawa Posl, 811 112005, hlm 16 
361 J.E. Sahetapy, Penyelescliatt Kclsus HAM Herof Didomimsi Fclktor Politis, 

hppt//www.gogle.com/artiliel/negarahukum dan ham/20/(,/2004. him. I 



(scoking .vyrntorn.$ dalam kelirna bidang tersebut yang pada gilirannya 

menimbulkan masalah-masalah unik daii serius yang tidak mudah dengan cepat 

dapat ditangani (a unique seious and unsolvingproblem) baik ole11 pemerintah 

maupun aparat penegak hukum3", dimana perkembangan masyardcat yang 

begitu cepat berpenganlh pada pola kehidupan lnasyarakat yang meng inman  

sebuah perubahan yang mendasar pada semua sendi kehidupannya. Tenitama 

perubahan dibidailg hukuin dati hak asasi manusia diinana semua elemen 

bangsa menginginkan sebuah jaminan kesejaliteraan, dan perlindunga terhadap 

hak- l~akn~a~"~ .  Keterkaiatan praktek negara hurkum dengall perilaku politik 

penbuasa mendudukan transparansi, supremasi liukum dan perlindungan HAM 

menjadi faktor penting dalam pembatasan kekuasaan negara yang cenderung 

tidak terbatas, politik huk~un yang dike~nbangkan oleh penbaasa menjadi 

sangat penting untuk diperliatikan detni tegak negara hukuin Indonesia yang 

mengedepankan hak-hak asasi manusia secara universal"'. 

Batasan tersebut sangat penting untitk menghindari polernik yang 

berkepanjangan antar pihak yang berkepentingan, pasal 1 ayat ( I )  UU No. 39 

Tahun 1999, menyatakai~ bahwa: 

"Seperangkat hak yang rnelekat pnda hakekai dan keberadm manusia sebagai rnhluk 
tuhan yang rnaha esa, dan rnerupnkan 'anugrah-Nya yang \va,jib dihorrnati, dijunjung tinggi 
dan dllindungi olol~  nogurcb hukum, pemerirrctrlr don solic~p arunlj domi koharmatan sarta 
perlindungan harkat dan rnartabat rnanusia". 

Perkeinbangan Hak Asasi Manusia dalatn negara hukum Indonesia 

seringkali mengalami dekradasi terhadap sifat-sifat universalnya sendiri, 

362 . Romli Atmsasrninta, Refbrmsi Hukurn ... .loc.cir hlrn. 1 
363 S. Anwary, Penegokon Negclro ... .loc.cir, HIT? 3 
364 Sudargo Gautama, f'engerticin ... o,r>.cit, hlm I0 



dengan kata lain terdapatnya kesenjangan antara pe,naharnan terhadap hak 

asasi manusia yang oleh negara seringkali ditafsirkan sesuai dengan 

kepenlingan politik penguasa.'"j. Kendatipiun tlak Asasi Manusia [elah menjadi 

bagian terpenting dan substansial dalan konstitusi Indonesia, tetapi adanya 

jarninan dernikian b e l ~ m  rnanpu menciptakan negara l~itkcun yang berkeadilan, 

dimana tindakan yang diskriminatif masih tetap te qadi secara kasap mata366, 

maka dengan demikian politik hukum yang dikembangkarl harus dapat 

mendorong dan mengarahkan perlindungal dan melnberikan jarninan terhadap 

hak asasi manusia secara universal3". Koneepsi "Integrated Criminal justice 

syslem " dlama hukum pidsna yang meri~pakan wiijud irlteraksi proses 

penegakan hukurn yang lnelibatkan berbagai ko~nponen aparat penegak hukum, 

rnenlpakan mata rantai diferelisiasi filngsional secara ~istematik"'~. Hak ilntuk 

~nernperolel~ keadila~i yang inelekat pada diri lnanusia bersifat universal, yang 

diintrodusir dari piagam hzk asasi manusia (bab ke IV pasal: 7, 8, 9) menjadi 

Tap.MPR No.XVIl/MPR/1998, yang kemudian ditindak lanjuti dengan 

diterbitkannya ULJ No. 39 tahun I999 tentang Hak Asasi Manusia, 

menu~nbulikan liarapan terwilJutdtlya negara hukiun yang berkeadilan. 

Banyaknya pelangg.lraan-pelanggdraan terhadap hak-llak asasi warga negara 

yang dilakitkan oleh penguasa terhadap rakyatnya ~nencermillkan bahwasanya 

perlindungan terhadap liak asasi manusia tidak banyak ~nendapat perhatian 

365 Loebby Loqman. IVoperndilnn ... .op.ci/ .hlm I 0  
366 Puslitbang Diklat Mahka~nah Agung RI 200 1. Kcrpircr ... op.cir.hlm 7 
367 Idem, hlm 14 
368 Djoko Sanvoko, Mokaloh Pelotihotl Kh11.sr.t.~ 'Ibhnis Fi~ttgsional Aogi Hakim Tingkat 

Pertom, Perodilon (Jmum Don Perod~lrm A g o m  Sell~ruh Indoncsio, 28 Agustus - :  19 September 
2002 Di Batu Malang. Hlm 7 



yang seiayaknya, peny~ksaan dan perlakukan yang tidak manusiawi terhadap 

seseorang warga negara merupakan buktinya betapa lemahnya perhatian negara 

dalanl melindungi hak asasi manusia warga negaranya3". Cita-cita negara 

hulcum memerlukan suatu konstruksi hukum yang memadai, sehingga produk 

hukum yang akan dibanbrun berwawasan daad sirafiaecht dan dader strafrecht, 

berupa keseimbangan antara perlakuan yang baik dan 

Refleksi prinsip negara hukum, sepsrti dimuat dalam undang-undang 

dasar seharusnya lnenjadi dasar dan cerminari dalarn penyelenggaraan sistem 

hukum, ditelnpat mana hukuln dan keadilan ditegakkan. hukum pidana dan 

hukum acara pidana sebagai cabang hukum yang banyak bersinggungan 

dengan masalah hak-hak asasi lnanusia dan lnelalui sistem peradilan Indonesia 

sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut diuji 

keberadaanya. 

A. 2. Pemisahan Kekuasaan 

Secara normatif prinsip-prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan, 

yang popular dikenal prinsip pemisahan kekuasaan (.vepurlatron of power) 

nlenjadi keniscahayaan bagi negara Indonesia yang mengikrarkan din sebagai 

negara h ~ k u r n ~ ~ ' .  Dalaln kotitek negara liukum Indonesia sejak lJUD 1945 

dirancang dan dirilmuskan, pemaliamaii mengenai paradigma pemikiran 

pemisahan kekuasaan menjadi diperdebatkan tajaln antara para anggota 

369 Oemar Seno Adji, Hukum Acara Pidana Dalam Perspekrx Jakarta, Erlangga Hal 4-7 
370 Ada sudut pandang hak asasi manusia dalam perdilan pidana, y h i  Id-hak  asasi 

manusia tersangka untuk memperoleh perlakuan y'mg layak dan adil (Ihir rrlal) dan hak-hak asasi 
bagi korban dari suatu tindakan sewenang-wenang yang dllakukan dengan cara melanggar hukum 
pidana 

Jimly Asshiddlqie. Otonornr Doeroh Dan Porlernen Di Doerah, Hppt.www. 
Yohoo.com./artikeVneg~~ahukum/pemisahan kekuasaan/20/2/2000, hlm I 



BPUPKI, Soepomo misalnya menyatakan bahwa UUD 1945 tidak perlu 

menganut ajaran pemisahan kekuasaan, yang kemudian mendapat tentangan 

dari Muhamtnad Yamin yang mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan 

kewenangan untuk melakukan~uu'rcial review terhadap materi U U ~ ~ ~ .  

Sebelun dilakukan perubahan UUD 1945, keselurullan aspek 

kekuasaan negara dianggap terjel~na secara penuh dalam Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, sebagai suinber kekuasaan dan dari Majelis inilah 

kekuasaan tersebut kemudian dibagi-bagkan secara vertikal ke dalam fingsi- 

fungsi 5 ( h a )  lembaga tinggi negara lainnya, yaitu lembaga kepresidenan, 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah A p n g  (MA), Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), dan Dewan Pertlmbangan Agung (DPA). Dengall sendirinya 

apabila kita mengkhususkan perhatian kepada fiuigsi-fungsi legslatif, 

eksekutif, dan judikatif, senientara BPK lebili menyangkut fingsi 

verifikatiflakuntatif yang lebili dekat dengan firngsi DPR, sedangkan DPA 

rnenyangkut filngsi konsirltatif dari c~c/v/.vory yang lebih dekat ke fimgsi 

PresidentWakil 

Pembagian fil~igsi legislatif, eksekutif dan judikatif sebagaimana yang 

dikendaki ole11 UUD 1945 sebelum diadakan perubalian terhadap UUD 1945, 

biasa difahami bahwa llanya firngsi kekilasaan Yi~dikatif sajalall yang secara 

tegas ditentukan bersifat mandiri dan tidak dapat dicampuri oleh cabang 

kekuasaan lain walaupun dalam prakteknya interventi kekuasaan eksekutif 

372 Yamin, Muhammad, Noskoh I'ersiopon ... op.cit hlm 1 15-1 17 
373 . Jimly Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie. Otonotni Dcrernh . . . op.cit hlm 2 



sangat b e ~ a r j ~ ~ .  Namun dalan prakteknya Presiden, meskipull inerupakan 

lembaga eksekutif, juga ditentukan memiliki kekuasaan membentuk indang- 

undang, sehingga dapat dikatakan presiden melniliki fungsi ledslatif dan 

fungsi eksekutif sekaligus fungsi yudikati?75. Kenyataan inilah yang 

menyebabkan munculr~ya kesimpulan bahwa UllD 1945 tidak dapat disebut 

menganut ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti yang 

dibayangkan oleh Montesquieu, sehingga tuntutan untuk untuk lebih 

~nelnbatasi kekuasaan Presiden dengan tnenerapkan prinsif-prinsif pemisahan 

kekuasaan secara tegas antara fiingsi legislatif dan eksekutif serta yudikatif 

menjadi ha1 yang wajar clan sangat beralasans7". 

Dengan adanya penibahan terhadap Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 

UUD 1945, berarti fitngsi-fitngsi legislatif, eksekittif, dan judikatif mengalami 

peinisahan secara tegasV7, kekuasaa~~ kehakiinan yang berdasarkan ketentuan 

U UD 1 945 sebelum pentbahan, kemudian semakin dipertegas agar benar-benar 

terbebas dari penganth Pernerintah sebagaimana yang terjadi selama ini melalui 

Ketetapannya No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Petnbangunan 

sebagai I-laluat~ Ncgal-a tclall nlcneritukarl bahwa untuk ~newijitdkati peradilan 

yang independen, bersih datl profesional dilakukan pemisahan antara fhgsi  

Yudikatif dan eksekutif, atas dasar amanat Tap MPK tersebut kemudiarl 

Pemerintah tnengajukan Kancangan U U  yang akhirnya disetitjui oleh DPR-RI 

375 Jimly Asshiddiqie, O!onorni Doerah . . . op.cit hlm 2 
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376 Dahlan Thaib dkh Gori don Hukrim Kot~s~i~usi ,  JAarta, Rajakvali Press, Cetakan 

Keempat, 2004, hlm 145-1 5 1 
377 . Jlmly Asshiddiqie, O/onomi h e r a h  . . . op.cit hlm 2 



rr~enjadi UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan ~ehak iman~~ ' .  

Dengan diberlakunya UU No. 35 Tentang 1999 ~naka dualisme 

pembinaan peradilan yang selsuna ini melijadi kelulisul banyak ahli hukurn 

dihentikan, dan pembinaan peradilan dikelnbangkan msnjadi satu atap di 

bawah Mahkarnah ~ ~ u m ~ ~ ~ "  yang selama lnasa Orde Lama maupun Orde Baru 

penerapan prinsip kemandirian keki~asaan kehaki~nan itu belum pernah 

memperoleh momentum untuk dipraktekkan dengan ~ u n ~ g u h - s u n ~ ~ u h ~ ~ ~ .  

Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden (eksekutif) rnerupakan 

lembaga yang paling besar mendapatkan porsi pelnbagian kekuasaan tersebut, 

sebagaimana yang dinyatakan dala~n penjelasan UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di 

Bawah Majelis, yang ~nenjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan 

tanggung jawab adalah ditangan Presiden (con.~entrafion qf' power and 

responsibility tipon the President) dan Presiden Tidak Bertanggung Jawab 

kepada Dewan Penvakilan Kakyat serta kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak 

~erbatas'" . 

Pelnbagial~ fi,mgsi legislatit eksekr~tif dan judikatif sebagaimana yang 

dikendaki oleh UUD 1945 sebelum diadakan penibahan tahun 2000, kemudian 

melahirkan excecufive happy'x2, dilnana Presiden juga lnelniliki kekuasaan 

membentuk undang-undang (pasal 4, 5 dan 20 UUD 1945), sekaligus 

378 Ibid. hlm 2 
"' lbid. hlm 3 
jX0 Ibid. hlm 3-4 
381 S. Anwary, I'enegakan N L ' ~ ( I ~ c I  Mtrkutt~ I)i I<epu/>lik ... op.cit. hlm 4-5 
382 Jimly Asshiddiqie, U~onomi  l ) l~erah ... op.cit hlln 2 



~nenjalankan fungsi yudikatif (pasal 14 UUD 1945)'". Kenyataan inilah yang 

menyebabkan munculnya kesimpi~lan bahwa UUD 1945 sebelum dilakukan 

perubahan pada tahun 2000 tidak dapat disebut menganut ajaran pemisahan 

kekuasaar~ ( sepura~ion  c~~ 'po~lo- )"" .  

Sejak reformasi digulirkan, realisasi akan penlhahan trehadap UUD 

1945 tampaknya sudah tidak dapt dibendung lagi, di~nana susunan kekuasaan 

negara secara sibmifikan mengalaini perubahan yang sangat fundamental. MPR 

yang sebelumnya sebagai lembaga te~tinggi negara beralih menjadi Joint 

session yang merupakan gabingan antara DPR dan DPD, DPA kemudian 

dihapus dengan pertimbangan bahwa fiuigsi DPA yang merupakan lembaga 

pertimbangan dianggap tidak diperlukan lagi dan tidak ~nemilik nilai strategis 

dalarn ketatanegaraan Indonesia, selileiltara fimgsi legislasi dan -fungsi 

pengawasan DPR lebih dipellegas lagi, senlentara lelnbaga yudikatif kemudian 

dibagi menjadi Mahkamali Konstitusi dan Mahka~nah Agmg yang memilik 

kewenangan masing-masing. 

Namuin sayanpya ilpaya pemisahan kekuasaan tersebut, tidak disertai 

dengan upaya peubahan pada strukt~u kelembagaan lainnya yang berada 

dibawaluiya yang ke~nudian besakibat pada tillnpang tindihnya kekuasaan 

antara le~nbaya negara, seper! i lial~iya 1.ebuta11 kekuasiiau dari kewenangan 

antara BPK dengan BPKP, kondisi sernacatn ini ke~nudian diperparah dengan 

dibentuknya le~nbaga-le~nbaga negal-a yang tidak memiliki dasar hukum yang 

memadai, seperti pe~nbentilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang 

".' ibid, hlm 2 
384 A. Rahman Tolleng. Konstitusionalinlu ... .op.cit, hlnl 5 



ciiia~ar oeiakang dengan ~narakrlya kejahatan korupsi serta tidak tertanganinya 

kejahatan korupsi tersebut, yang mem butuhkan penangan secara khusi~s dengan 

asumsi bahwa negara dalaln keadaan darurai sebagaimana yang banyak 

dinyatakan oleh para petinggi negara, termasuk presiden, sehingga di butuhkan 

sauutau leinbaga yang secara khusus tnenangatli pennasalahan tersebut yang di 

kenal dengan Komisi Pelnberantasan Kori~psi (KPK) yang dibentuk 

berdasarkan UU No. 3 1 tahi~n 1999 tentang Pelnberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, namun apabila mencermati secara seksana konsideran pada bagian 

tnengrngat UU No. 3 1 Taliun 1999 tersebut, cantolan Iiukum pembenhtkan UU 

tersebut 1nerii.juk pada pasal 5 dan pasal20 ( I )  IllJD 1945 setelah Amandemen, 

artinya negara dalam keadaan nonnal bukan dalaln keadaan darurat 

sebagaimana yang seringkali disampaikan oleh petinggi negeri ini, tnengingat 

apabila negara dianggap sebagai keadaan danuat maka sudah barang tentu 

dalam konsidemn pada bagian mengingat han~slah mentjuk pada pasal 12 

UUD 1945, dilnana preside11 dalatn kapasitasnnya sebagai kepala negara dapat 

menyatakan keadaan danlrat, sementara ditilik dari strirktur negara dalarn UUD 

1945 KPK tidak tennasuk dalam lembaga tinggi negara, ketidak jelasan 

de~nikian pada akhiniya tnenambali carirt tnari[tnya siste~n ketatanegaraan 

Indonesia. 



STRUKTUR LEMBAGA NEGARA 
DALAM UClD 1945 SETELAH PERUBAHAN. 

I 11 rn i 945 

(psl S(l), PSI 20 (1) 

I 
EKSEKUTIF - 

A. 3. Setiap Tindakan Pemerintahan Harus Taat Dan Tuntiuk Pada Hukum 

Perubahatl terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR tahun 2000 

seharusnya menjadi titik awal bagi penyelenggaraan pe~nerintal~an negara yang 

lebih demokratis, kecendenlngan penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin 

terjadi, ditnana kebijakan yang dibentitk seringkali bertentarlgan dengan 

peraturan peri~ndang-ii~ida~igan;", schi~lgga t idak berlebilian Jika pada 

gilirannya penyalahgunaan kekilasaan tersebut telah nlenciptakan 

ketidakhannonisan hubimgan tlegara dengan warga negaranya, seperti 

kewenangannya untitk rnet~geliiarka~i Kepiitusan I'rcsiden yang bersifat mandiri 

dalam rangka tnelaksanakan perintali undang-ilnda~~g, yang prakteknya banyak 

sekali disalahgiinakan, termasilk sebagian besar di aritaranya memuat materi 

yang seharusnya dituangkati dalatn bentuk UU'~" penjimlan perusahan- 

'85 Ibid. hlm 3 
jS6 Ihid. hlm 4 



perusahan mdik negara sepertl PT. Indosat, pelijualari kapal tengker lnilik PT. 

Pertamina serta kebijakan-kebijakan privatisasi, serta terbitnya I'erpu anti 

terorisme pada tahun 2002 yang keinudian inenjadi U U  terorisme, dan 

swastaisasi Sumber Daya Air dan Migas, secara subtansi bertentangan dengan 

pasal 33 UUD 1945, ha1 ini lnenunjukan masih beliun adanya batasan yang 

tegas terhadap kekuasaan pemerintah"7. 

Tidak berbeda jauh dengan kekuasaan sebelulnnya kekuasaan Presiden 

Susilo Bambang Yodoyono, setahun pertama masa pemerintahannya 

melakukan ha1 yang sans seperti dikeluarkannya Perpres No. 32 tahun 2 0 0 5 ~ ~ '  

tentang pengadaan tanah bagi pembangt~nan'89, serta dicabutnya subsidi BBM 

melalui peraturan pemerintah No. 55 tahuiz 2005 yang beralubat naiknya harga 

BBM sebesar kurang lebih 125%"" yang didasarkan pada U U  No. 22 tahun 

2001, padahal U U  tersebut pada tahun 21 Deselnber 2004 telah mengalami 

Juducial Kivrew oleh MK, terutama pasal-pasal (pasal 12, ayat 3, Pasal28 ayat 

2 dan 3, yang kemudian ol:h MK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 

hukutn mengikat) ~nengenai kebijakan penetapan liarga yang menjadi tanggung 

jawab pemerintah, dimana kenaikan harga BBM tidak boleh melampaui 25 % 

(pasal 25 UU Migas setelah ./lld~cial lieviuw)"', serta larangan menteri 

komunikasi terhadap pembntasnn jam tayang siurali ~naksimal pukul 0 1 .OO wib 

menunjuka~in ballwa pemerintalian bert~~idak tidak didasarkan pada hukum yang 

387 Kompns, 04/07/2002 hlm 3 
Komps,  04/07/2002 hlm 3 
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berlaku, lebih-lebih tindakan demikian be;tentangan dengan prinsif-prinsif 

dasar negara hukum yang jelas-jelas menghendaki pemerintali harus tunduk 

dan taat pada hukum yailg berlaku"', tetapi pada kenyataannya justru 

pemerintah secara sadar dan c!engan sengaja tidak rnau tinduk pada hukum 

yang berlaku, yang ditunjukan oleh sikap dan pemyataan Mensekneg yang 

menyatakan bahwa Mahakamh Konstitilsi bukan Penasellat Pemerintah dan 

bukan ustad yang harus patuhi, tent11 saja tindak Mensekneg yang demikian 

m e n ~ u ~ d a k  reaksi keras dari berbagaikalaugan yang menyatakan bahwa 

Mahkama Konstitusi men~pakan lebaga Iiukiun yang keputusannya bersifat 

final dan memiliki nilai hiikiim serta nilai eksekutorial maka sudah seharusnya 

dan sepatiltnya jika Presiden tunduk pada keputusan hukum yang telah 

ditetapkan Malika~nali Koristitusi melalui lilekanislne huk~un yang diatur oleh 

Undang-undang. 

Kecendenlngan penyalagilnaan kekuasaan sangat mungkin terjadi, 

belajar dari pengalaman Demokrasi Terpimpin maupun Orde Baru kiranya 

dapat ditarik pelajaran baliwa beiltuk sistem keuegaraan yang tidak menjamin 

kesernpatan bagi rakyat ilntuk rnenontrol penyelenggaraan pemerintahan 

negara akan berakibat pada penyelewengan terhadap kekuasaan yang 

diamanatkan, lial irli ke~rliidiurl cikun berakibc~t pudii tiduk terjurnir~nya 

penegakati negara hukum secara benar. Uarangkali beberapa rencana jangka 

pendek dapat diselesaikaii lebili cepat apabila pernerintah bebas dari kewajiban 

untuk mempertanggungjawab kan kebijakan-kebij akannya, akan tetapi ha1 



tersebut akan meninggalkan boln waktu bagi perkembangan pelnerintahan 

dikemudian hari, sebagaitnana yang alami dan terjadi sekarang iniN3. 

Keterjebakan pada penyelailgunaan kekuasaan yang menganggap 

semua tindakannya dan perilaku penguasa rnasuk aka1 (prima facie), akan 

sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan kenegaraan di kemudian 

hari. Pandangan mengagungkan developmenfalisme dimana anggapan bahwa 

negara hukum hanya akan dapat tenvujud apabila pertumbuhan ekonomi telah 

mencapai tahapan take-off, yang dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran 

dan kemaslahatan bagi masyarakat, justru secara perlahan memunculkan 

godaan untiik melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan, yang 

pada gilirannya meletakan negara hukum sebagai menara gading dan membuka 

peluang terjadi sentralisasi kekuasaw politik3y4, faharn koorporatisme .negara, 

yang menganggap selama rr~asyarakat belurn lriatarlg untuk berdemokrasi, 

negara han~s banyak berperan dengan ~nengambil alih berbagai peran 

masyarakat sampai dengan rnasyarat benar-benar siap melahirkan corpus 

politicum. Anggapan demikian pada akliiniya juga rnelahirkan negara yang 

ekspansionis dan infervensionis, yang kemudian mengitervensi dan 

mencarnpuri semuan sektor kehidupan rnasyarakat, bahkan sektor-sektor 

kehidupan masyarakat yang sangat privat yang kemudian melahirkan dirigi.rme 

yang ketat terhadap kehidupan masayarakat melalui berbagai regulasi politik 

kek~asaan.)'~ 
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Paradigma kekuasaan de~mkian akan ~nenghasilkan sejumlah 

kesuksesan ekoNomi tetapi juga korban sosial dan politik (social and political 

costs) dan korban kemanusiaan serta krisis multidemensional yang 

berkepanjangan. Kesulitan yang masih kita lihat sampai sekarang ialah 

meluasnya anggapan bahwa, seperti halnya kehidupan dalam keluarga, 

berbagai sektor kehidupan publik tidak perlu diatur oleh hukum. Dalam 

prakteknya, di Indonesia tidak berlaku prinsip good government is less 

government, tetapi semacaln asulnsi kebudayaan good government is less rule 

oj' law. Rancunya distingsi dan batas wilayah publik dan privat ini 

menyebabkan bahwa hukum tidak banyak berperan karena segala sesuatu 

dianggap dapat diatur secara privat. Anomali yang terjadi ialah bahwa ada 

berbagai reg~lasi untilk kehidupan privat tetapi hal-ha1 yang menyangkut 

sektor publik j ustn~ ketiadaan peratiuan yang mengaturnya. Lemahnya hukum 

menghadapi kasus korupsi, Alliasil dianggap ole11 negara dapat diselesaikan 

dengan saling pengertian secara kekeluargaan'"" 

Upaya untuk lnelnperkuat sektor publik (civil .society) tidak banyak 

gunanya apabila tidak disertai dengan poli~ical good will dari penguasa, 

mengingat negara I i~rk~~tn hanya dapat berkembang kalau segala tindak t a n d ~ k  

pemerintah taat dari patuli pads liukum, tindakan pelnerintah yang secar 

sistemtis membuni~h civil .socie!v bcrmuara pada rcndalil~ya kesadaran 

masyarakat untuk berpartisifasi dalaln penvi~judan Negara hukum itu sendiri3", 

akibat serius dari faham o/ol-i~eri.vl,~e politik yang de~nikian tent11 saja akan 

.:w> Ignas Kleden. IIemokrc7.si ... . op.cii. Hlm 3 
'" Ihid. hlln 5-6 


























































































